SR
.ll

N4

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2023




KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan
Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, setiap  tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan
capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan good
governance, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 85 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna
memberikan arah dan target secara transparan kepada organisasi sebagai alat untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Strategis periode
5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diwujudkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja (PK) sebagai indikator target pertahunnya.

Guna pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah
ditetapkan maka disusun dokumen Laporan Kinerja, dalam hal ini adalah dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini disusun sebagai
upaya pemantauan dan monitoring berkala terhadap capaian kinerja secara periode
triwulan untuk memperoleh data analisa dan evaluasi guna memberikan masukan dan
arahan terhadap perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun berjalan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut ini sebagai bagian dari langkah dan strategi untuk mewujudkan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan,
efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan
kontribusi yang berarti bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada
khususnya untuk mencapai target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan
Tahun 2020-2024.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan RidhoNya dalam memberikan
bimbingan dan arahan guna terwujudnya konektivitas, aksesibilitas serta peningkatan

keamanan dan keselamatan pelayaran transportasi laut.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Jakarta, 19 Januari 2024
R JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
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BAB 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan good
governance, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai implementasi dari
Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Capaian Kinerja di Lingkungan Kementerian
Perhubungan dimana setiap unit Eselon | sampai dengan Eselon IV di Lingkungan
Kementerian Perhubungan waijib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Capaian Kinerja
yang telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
yang selanjutnya dimutakhirkan dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 disusun sebagai
gambaran tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2023 secara berkala. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan laporan
pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-
upaya stratejik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran dalam kerangka

pemenuhan Sasaran Program yang telah ditetapkan.

Babl Pendahuluan |-1
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Sasaran Strategis serta Sasaran Program organisasi telah dibakukan di dalam

suatu dokumen Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun. Kemudian

untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 (lima) tahun tersebut,

di dalam mendukung capaian sasaran strategis ditetapkan sejumlah Indikator Keluaran

Program. Pemenuhan atas sasaran stratejik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada

pencapaian tujuan stratejik organisasi di akhir tahun kelima.

Selanjutnya ukuran kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ditelaah

dan direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berdasarkan pedoman

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

¥

10.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bebas dari Korupsi, Kolusi-dan Nepotisme;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005 — 2025;

Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan
turunannya;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat
maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang
terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Intansi Pemerintah;

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,
mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan

pelaksanaannya di berbagai Instansi Pemerintah;

Babl Pendahuluan |-2
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan
sebagai acuan bagi setiap Instansi Pemerintah dalam menyusun dokumen
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementrian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan -Kementerian
Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di

Lingkungan Kementerian Perhubungan.
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SABS
Amni

LRIP Derclitwnat Jendenal, Perdabungan Laut Tabun 2023 N

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Adapun Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu :

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;

Direktorat Kepelabuhanan;

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;

Direktorat Kenavigasian;

B o collogc o

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BAGIAN
BAGIAN KEUANGAN B2 ald  ocRENCANAAN
BAGIAN SUMBER il ll BAGIAN ORGANISASI
DAYA MANUSIA DAN HUMAS
BAGIANUMUM Bl BAGIAN HUKUM

DIREKTORAT
DIREE-;CAEAI\)TAI}\‘ALU DIREKTORAT PERDll('ZE’KATLC:\T\IAJAN DIREKTORAT KESATUAN
ANGKUTAN LAUT KEPELABUHANAN KEPELAUTAN KENAVIGASIAN PENJAGAAN LAUT

DAN PANTAI

Gambar 1.1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Babl Pendahuluan |-4
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LRIP Dincttorat Yenderal Pertubungan Laut Tabun 2025

2. Tugas dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1) Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

2)

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan sebagian tugas pokok

Kementerian Perhubungan, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan

di bidang transportasi laut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh

Menteri Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a)

f)

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut,
kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan
lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan
transportasi laut;

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut;
kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan
lingkungan maritim serta peningkatan keselamatan dan keamanan
transportasi laut;

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana
transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan
keselamatan dan keamanan transportasi laut;

Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana
transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan
keselamatan dan keamanan transportasi laut;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut,
perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan
keamanan transportasi laut;

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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b. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi tersebut, yaitu:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan
dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Vi.

Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan
anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta

anggaran;

i. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan

laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan
tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan
intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi
dan pelaporan;

Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi

laut, serta evaluasi dan pelaporan;

. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di

bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian
pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan
perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar
negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;

Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi
perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan,
perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan
pelaporan; dan

Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana,
pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik,
tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi
informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut.
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¢) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Adapun susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut terdiri dari:

i. Bagian Perencanaan;
ii. Bagian Keuangan;
iii. Bagian Sumber Daya Manusia;
iv. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
v. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan

vi. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing
Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
adalah sebagai berikut:

i. Bagian Perencanaan
i). Tugas Bagian Perencanaan
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran
kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

ii). Fungsi Bagian Perencanaan

» Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang
kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana
jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan
pinjaman/hibah serta kerja sama;

» Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan
anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan
anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan

» Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan
evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran,
pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi
pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.
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Bagian Keuangan

i) Tugas Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan pengelolaaan keuangan dan penyusunan laporan
keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak
lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern
di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi

dan pelaporan.
ii) Fungsi Bagian Keuangan

» Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran,
penyusunan. dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi
anggaran dan koordinasi pelaksanaan reviu revisi anggaran oleh
Aparat Pengawasan _Intern Pemerintah, serta monitoring
estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan
anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi© Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran;

» Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk
penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem
Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker
kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan
penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak
termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit,
penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit
aparat - fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan
perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola

anggaran/barang; dan

» Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I,
penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I:
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi
Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi
pelaksanaan reviu laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan
pemeriksaan, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak
lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ektern, serta penyiapan

bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu laporan keuangan.
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iii. Bagian Sumber Daya Manusia
i). Tugas Bagian Sumber Daya Manusia
Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program
pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan
pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta

evaluasi dan pelaporan.
ii). Fungsi Bagian Sumber Daya Manusia

» Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai,
pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama Kkali,
pengembangan Kkarier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai
Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

» Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan
Jabatan Pimpinan - Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan
Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara,
serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut;

dan

» Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin,
pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan

pengendalian gratifikasi.

iv. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
i). Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang
transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian
pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan
peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja
sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.
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ii). Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

» Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di

bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;

» Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan
pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan

peraturan perundang-undangan; dan

» Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama
luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut.

v. Bagian Umum dan Perlengkapan
i). Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan
Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi
perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan
pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi
dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

ii). Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan

» Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi
perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan,
pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan
pelayanan. dan  pengaturan suratmenyurat, penyusunan
perencanaan - dan penentuan kebutuhan barang dan jasa,
pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat,

pengurusan dan pengaturan barang persediaan;

» Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan
penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta
pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana
kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai,
perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan

keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan
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» Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan

inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima
dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara,
pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik
Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan

Rumah Negara.

vi. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

i). Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata
laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data
informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

ii). Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

» Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan
penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan
peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi

dan pelaporan;

» Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis,
kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan
operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik,
pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan
masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut

pengaduan masyarakat; dan

» Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis,
kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan
standardisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan
dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko,
pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi

dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
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2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a.

Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta

evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut yang tidak

melayani lintas penyeberangan.

Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

1)

2)

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan
laut dalam negeri, angkutan-laut luar negeri, angkutan laut khusus,
usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut,
sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut
yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan
penanggulangan darurat akibat bencana;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan
laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus,
usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut,
sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut
yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan
penanggulangan darurat akibat bencana;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar
negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut,
pengembangan angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan
sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas
penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat
akibat bencana;

Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar
negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut,
pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut
dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas
penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat

akibat bencana;
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Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan
laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus,
usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut,
sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut
yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan
penanggulangan darurat akibat bencana; dan

Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan,
kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi

informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

3) Direktorat Kepelabuhanan

a. Tugas Direktorat Kepelabuhanan

Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan

laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutanpenyeberangan,

perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang

tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan

dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan

usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan

penyeberangan.

b. Fungsi Direktorat Kepelabuhanan

1)

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan
pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani
angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan
fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan
penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang
tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan
pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani
angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan
fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan

penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan
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penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang
tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;

3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak
digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan
program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan
untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi,
pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha
pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan;

4) Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang
tidak digunakan. untuk  melayani angkutan penyeberangan,
perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang
tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan
dan reklamasi, pemanduan-dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa
dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani
angkutan penyeberangan;

5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan
pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani
angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan
fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan
penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang
tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan

6) Pelaksanaan = urusan tata usaha, perencanaan, keuangan,
kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi

informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
a. Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
evaluasi dan pelaporan di bidang kelaiklautan kapal laut yang tidak
digunakan sebagai angkutan penyeberangan, perlindungan lingkungan

maritim dan kepelautan.
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b. Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

1)

2)

3)

4)

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas
dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan
penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan
kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan,
keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan
penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak
digunakan  sebagai  angkutan  penyeberangan,  manajemen
keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan
penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan
kepelautan;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas
dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan
penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan
kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan,
keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan
penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak
digunakan _sebagai angkutan penyeberangan,  manajemen
keselamatan kapal laut yang 180 tidak digunakan sebagai angkutan
penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan
kepelautan;

Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang
rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak
digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran
dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai
angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak
digunakan sebagai = angkutan penyeberangan, pencegahan
pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan
penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak
digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan
lingkungan di perairan, dan kepelautan;

Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak
digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran

dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai
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angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak
digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan
pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan
penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak
digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan
lingkungan di perairan, dan kepelautan;

5) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun stabilitas
dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan
penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan
kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan,
keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan
penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak
digunakan  sebagai - angkutan = penyeberangan,  manajemen
keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan
penyeberangan dan 181 perlindungan lingkungan di perairan, dan
kepelautan; dan

6) Pelaksanaan urusan - tata usaha, perencanaan, . keuangan,
kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi

informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

5) Direktorat Kenavigasian
a. Tugas Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di

bidang kenavigasian.

b. Fungsi Direktorat Kenavigasian

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan dan
perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan
kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan
pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perambuan dan
perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan

kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan
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pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan
pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran
umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani
angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran,
armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan
pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk
melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis
kenavigasian;

Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan dan
perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan
kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan
pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian; dan
Pelaksanaan urusan tata usaha,  perencanaan, keuangan,
kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi

informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

a. Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan

hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan

musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana.

b. Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

1)

2)

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan,
penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai,
penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana
prasarana;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan,

penegakan hukum dan advokasi, pelayaran di laut dan pantai,
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penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana
prasarana;
Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib
pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan
bawah air, serta sarana prasarana;
Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib
pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan
bawah air, serta sarana prasarana;
Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan,
penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai,
penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana
prasarana; dan
Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, Kkeuangan,
kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi

informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.
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3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

MEKANISME KOORDINASI UNIT ESELON | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DENGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

SYAHBANDAR OTORITAS KSOP DISNAV UPP PANGKALAN BKKP BTKP
UTAMA PELABUHAN

UTAMA - Kelas I; - Kelas I; - Kelas I; - Kelas I;
- Tanjung Priok; - Kelas II; - Kelas II; - Kelas lI; - Kelas Il.
- Tanjung Perak; Tanjung Priok; - Kelas lll; - Kelas lll. - Kelas Il
- Belawan; Tanjung Perak; - Kelas IV.
- Makassar. Belawan;

Makassar.

Gambar 1.2.1. Mekanisme Koordinasi Unit Eselon | Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
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a. Tugas dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

Lingkungan Ditjen Hubla

1) Kantor Kesyahbandaran Utama

Berdasarkan PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesyahbandaran Utama, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan kemanan pelayaran, serta

koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, melalui penyelenggaraan

beberapa fungsi sebagai berikut:

a)

b)

d)

)

h)

Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal,
keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta peneritan Surat

Persetujuan Berlayar;

Pelaksanaan pengawasan tertib llu lintas kapal di perairan pelabuhan dan

alur pelayaran;

Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan,
kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan
kapal;

Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait
dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban
embarkasi dan denbarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan,
pengerukan dan reklamasi;

Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/
SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan
pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan

perlindungan lingkungan maritime;
Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;

Penegakan hokum di bidang keselamatan dan kemanan pelayaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait
dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hokum di bidang
keselamatan dan keamanan pelayaran; dan

Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan

hubungan masyarakat.
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KANTOR
KESYAHBANDARAN UTAMA

BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN, UMUM,
DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

BIDANG PENJAGAAN,
PATROLI DAN
PENYIDIKAN

BIDANG KESELAMATAN BIDANG STATUS HUKUM
BERLAYAR DAN SERTIFIKASI KAPAL

SEKSI STATUS HUKUM

SEKSI PENJAGAAN SEKSI KEPELAUTAN KAPAL

SEKSI SERTIFIKASI

SEKSI PATROLI =l SEKSI TERTIB BANDAR KESELAMATAN KAPAL

SEKSI PENUNJANG
ol KESELAMATAN DAN
PENYIDIKAN

SEKSI SERTIFIKASI PENCEGAHAN
PENCEMARAN DAN MANAJEMEN
KESELAMATAN KAPAL

=] SEKSI TERTIB BERLAYAR

Gambar 1.2.2. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama

2) Otoritas Pelabuhan Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, yang
mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan
kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial,

melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi
penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta penyediaan dan
pemeliharaan fasilitas pelabuhan, penahan gelombang, pengerukan kolam
pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi serta jaringan jalan dan sarana

bantu navigasi pelayaran, sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan,;
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Penyusunan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)

dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;

Penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas
penggunaan perairan dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa
kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan
perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja
(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta

keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan
perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja
(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta

keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di

pelabuhan;

Pelaksanaan peran sebagai wakil Pemerintah dalam pemberian konsesi
atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan

kegiatan pengusahaan di pelabuhan,;

Pelaksanaan pembinaan usaha dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa

kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan

Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan

hUbungan masyarakat.
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KANTOR
OTORITAS PELABUHAN
USAHA
N
SUBBAGIAN
| SUBBAGIAN

-

SUBBAGIAN
HUKUM DAN
HUMAS

BIDANG PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN

SEKSI PENYUSUNAN

BIDANG LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN LAUT,
OPERASI, DAN USAHA
KEPELABUHANAN

SEKSI LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN LAUT

SEKSI FASILITAS DAN
PENGAWASAN
OPERASIONAL

RENCANA

SEKSI PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
DESAIN

PELABUHAN

SEKSI ANALISA,
EVALUASI DAN TARIF

SEKSI USAHA DAN JASA
KEPELABUHANAN

Gambar 1.2.3. Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan

3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun
2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan
penegakan hukum di bidang keselamatan dan kemanan pelayaran, koordinasi
kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan
secara komersial, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:
a) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi
keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan
status hukum kapal;

b) Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
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dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban
embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan,
pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal
di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan

kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan
pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di
laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan

hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;

Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait
dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang

keselamatan dan keamanan pelayaran;

Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan

penggunaannya, pengusulan tariff untuk ditetapkan Menteri;

Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan
lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang,
kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu

Navigasi Pelayaran;

Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di
pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di

pelabuhan;

Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui
pemanduan kapal, penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan
serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha

Pelabuhan;

Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional

pelayanan jasa kepelabuhanan; dan

Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hokum dan

hubungan masyarakat serta pelaporan.
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Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 5
(lima) kelas, yaitu:

a) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas |
b) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Il
c) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Il

d) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

p— VNGV R VN LN UV TY

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN, DAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

1
BIDANG LALU LINTAS
glE?{?EYGAl:{ESPELI\?J'Xl(?XQE BIDANG STATUS HUKUM DAN ANGKUTAN LAUT
AN PATROLI DAN SERTIFIKASI KAPAL DAN USAHA
KEPELABUHANAN
seks keseLamaTan || BB SEKSI STATUS HUKUM SEKSI LALU LINTAS DAN
[ BERLAYAR KAPAL ANGKUTAN LAUT
SEKSI PENJAGAAN,
PATROLI DAN B (51 SERTIFIKASI KAPA Siﬁﬁﬁ;ﬂﬁémﬁm
PENYIDIKAN

SEKSI BIMBINGAN
] USAHA DAN JASA
KEPELABUHANAN

Gambar 1.2.4. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

4) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2010
tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Khusus Batam, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian
pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan
keselamatan pelayaran untuk memperlancar angkutan laut, melalui

penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:
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Pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilikan, verifikasi

dan sertifikasi surat dan dokumen di bidang kelaiklautan kapal;

Pelaksanaan pengawasan tertib berlayar dan persetujuan kegiatan kapal

di perairan pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;

Pelaksanaan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, ke
karantinaan, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya dalam rangka
pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan

pelayaran;

Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi

Pelayaran;

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam hal keamanan dan
ketertiban di pelabuhan melalui pembentukan Komite Keamanan
Pelabuhan (Port Security Committee) dan Petugas Keamanan Pelabuhan
(Port Security Officer);

Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian. lingkungan di
pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pencegahan dan

penanggulangan pencemaran lingkungan;

Pelaksanaan pengawasan penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;

Pelaksanaan penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan melalui
penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa  kepelabuhanan

berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri;
Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;

Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan
angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan

usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;

Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum,

hukum dan hubungan masyarakat; dan

m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
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KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

KHUSUS BATAM

p—— R TNCIVN\R PN VAT TN

SUBBAGIAN HUKUM ‘ SUBBAGIAN
DAN HUBUNGAN KEPEGAWAIAN, DAN

MASYARAKAT UMUM

BIDANG KESELAMATAN BIDANG LALU LINTAS

BERLAYAR, PENJAGAAN BIDANG KELAIKLAUTAN DAN ANGKUTAN LAUT

DAN PENEGAKAN KAPAL SERTA TATA KELOLA
HUKUM KEPELABUHANAN

By SEKSI KESELAMATAN B SEKSI SERTIFIKASI SEKSI LALU LINTAS DAN

BERLAYAR KELAIKLAUTAN KAPAL ANGKUTAN LAUT
SEKSI PENJAGAAN, DAN BN SEKS| STATUS HUKUM
PENEGAKAN HUKUM APAL DAN KEPELAUTA

SEKSI KELOLA
KEPELABUHANAN

Gambar 1.2.5. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

5) Unit Penyelenggara Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan,
yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran
pada pelabuhan, serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan
yang belum diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan beberapa
fungsi sebagai berikut:

a) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
(DLKP);

b) Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan,

alur pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
¢) Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;

d) Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
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e) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan

kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
f) Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
g) Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
h) Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;

i) Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;

dan

j) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan

hubungan masyarakat.

Unit Penyelenggara Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:

a) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas |
b) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Il

¢) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Il

UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN
| BAGIAN TATA
USAHA

SEKSI FASILITAS SEKSI LALU LINTAS DAN

PELABUHAN DAN ANGKUTAN LAUT DAN SEKSI KESYAHBANDARA
KETERTIBAN PELAYANAN JASA

Gambar 1.2.6 Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)
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6) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002

tentang Organisasi dan tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, yang

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan,

pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di

perairan laut dan pantai, melalui pelaksanaan fungsi berikut:

a)

b)

c)

d)

f)

¢)]
h)

Penyusunan rencana, program dan evaluasi;

Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di

bidang pelayaran di perairan laut dan pantai;

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana

pelayaran;

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan
bawah air, penyelaman, instalasi/ eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di

atas dan di bawah air;

Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan

penanggulangan kebakaran;

Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi

pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan;
Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi;
Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistic;

Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan.

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai diklasifikasikan ke dalam 2 kelas, yaitu:

a) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I;

b) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II.
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7) Distrik Navigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006

tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Distrik Navigasi mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan

sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan

pengamatan laut, survey hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan

menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran,

melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

a)

b)

g)

Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan
sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara
kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survey

hidrografi serta pemantauan alur dan perlintasan;

Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan,
penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan
untuk sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal
Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan

survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;

Pelaksanaan program pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu
navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian,

dan fasilitas pangkalan serta bengkel;

Pelaksanaan pengamatan laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur

dan perlintasan;
Pelaksanaan urusan logistic;

Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan
pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran,
kapal Negara kenavigasian, fasilias pangkalan, bengkel, pengamatan laut,

survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;

Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan

data, dokumentasi serta penyusunan laporan.
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Distrik Navigasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

a) Distrik Navigasi Kelas |
b) Distrik Navigasi Kelas Il
c) Distrik Navigasi Kelas I

KANTOR
DISTRIK NAVIGASI

BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN J_ SUBBAGIAN

KEPEGAWAIAN DAN
umu

KEUANGAN

BIDANG LOGISTIK BIDANG OPERASI

S8 SEKS|I PROGRAM

@l SEKSI PENGADAAN DAN EVALUASI

SEKSI
INVENTARISASI DAN

SEKSI OPERASI
SARANA DAN

PENGHAPUSAN PRASARANA

Gambar 1.2.7. Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi
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8) Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan
Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan
bahan keselamatan pelayaran serta Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat
dan bahan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai
berikut:

a) Melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan
pelayaran;

b) Melaksanakan rancang bangun dan pembuatan alat dan bahan keselamatan

pelayaran;

c) Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan

pelayaran;

d) Melaksanakan survey pelayaran, posisi alat keselamatan pelayaran,

penentuan kedalaman;
e) Melaksanakan pemberitaan keselamatan pelayaran;
f) Menetapkan rencana program kerja serta evaluasi;
g) Melaksanakan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

h) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat dan

bahan keselamatan pelayaran;
i) Memelihara dan merawat sarana dan prasarana;

j) Mengoperasionalkan sarana, prasarana dan instalasi.

BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI RANCANG BANGUN SEKSI SARANA DAN PRASARANA
INSTALASI

Gambar 1.2.8. Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
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9) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Balai
Kesehatan Kerja Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penguijian,
penilaian, dan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga fungsional pelayaran serta
penilaian dan penilikan terhadap lingkungan kerja pelayaran, melalui

penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana dan program serta evaluasi;

b) Pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeliharaan kesehatan tenaga

fungsional pelayaran;

c) Pelaksanaan penilaian dan penilikan penerapan keselamatan kerja, gizi

kerja, ergonomic, hygiene dan sanitasi;
d) Pelaksanaan penilaian lingkungan kerja pelayaran;

e) Penyiapan penyusunan pedoman pengujian kesehatan, pemeliharaan dan
lingkungan kerja pelayaran;

f) Penyiapan penyusunan standar kesehatan kerja tenaga fungsional
pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;

g) Pemberian sertifikasi kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan
lingkungan kerja pelayaran;

h) Penilaian rumah sakit untuk pengujian dan penilaian kesehatan kerja tenaga

fungsional pelayaran;

i) Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.

BALAI KESEHATAMN KERJA PELAYARAN

SUBBRAGIAN
TaTA LISAHA

SEES| KESEHATAN TENAGA
PELAYARAMN

SEKSI KESEHATAN LINGEUNGAN
KERIA PELAYARAMN

Gambar 1.2.9. Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
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C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut pada Tahun 2023 yaitu 13.860 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat

dikelompokan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel 1.3.1

Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

A S3 12 18
2. Spesialis 1 1
3. S2 1.150 1336
4. S1 3.908 4188
5 D4 219 1074
6. D3 1.332 1399
74 D2 13 12
8. D1 59 51
9. SLTA atau 6.473 5736
Kurang
TOTAL 13.167 13.860
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2. Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel 1.3.2

Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

0 0

1. IVie
2. IvVid 6
3. IVic 21 20
4. IV/b 80 94
5. IV/a 390 434
6. l/d 1.691 1860
[£ /e 1.822 1868
8. /b 3.182 3435
9. [ll/a 2.473 2871
10 li/d 1.443 1758
11. ll/c 1.404 928
12. /b 299 390
13. l/a 342 94
14. I/d 11 3
15. I/c 1 2
16. I/b 2 0
17. I/a 0 1
TOTAL 13.167 13.860
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D. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk periode

Rencana Strategi (Renstra) 2020 - 2024 yang bertujuan mewujudkan terpenuhinya

Konektivitas Transportasi Laut (Tahun 2021 sebesar 0,91 Rasio), serta mewujudkan layanan

prima terhadap kebutuhan masyarakat seefektif dan seefisien mungkin guna menurunkan

biaya logistik nasional dan digitalisasi layanan.

Pada tahun 2023 terdapat beberapa program/ kegiatan yang disusun sebagai upaya

dalam menghadapi isu-isu tersebut, antara lain:

.

_ RS | 1

B

9.

10.
11.
12.

Pembangunan Pelabuhan Patimban;

Proyek-proyek yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);

Program pendukung Pariwisata (Labuhan Bajo, Sanur dan Likupang);

Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Bidang
Kepelabuhanan;

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);

Program Pelayanan Pelayaran Perintis;

Program Pelayanan angkutan ternak (sebagai wujud menjawab isu animal welfare);
Penerapan Sistem Inaportnet secara bertahap pada 2024 pelabuhan komersil;
Pengembangan Sistem Informasi Kepelautan;

Pembangunan Menara Suar Tanjung Batu — Disnav Tarakan;

Pembangunan Kapal Patroli PLP Kelas Ill, IV dan V.
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PERENCANAAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Tahun 2023

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah
menetapkan 4 (empat) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Program yang
memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2020 — 2024)
maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target yang telah dirumuskan dalam

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024.

1. Rencana Kinerja 5 (lima) Tahun

Indikator Kinerja (IK) adalah ukuran capaian kinerja dari sasaran. Adapun
nomenklatur indikator kinerja yang digunakan sasaran tersebut diatas sesuai dengan PM
No 45 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kementerian

Perhubungan, terdiri dari:

a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) atau sering juga disebut dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) adalah representasi terukur dari Sasaran Strategis (SS). Secara
hirarki target capaian IKSS merupakan tanggung jawab dari Kementerian
Perhubungan karena terkait dengan capaian sasaran prioritas Presiden.

b. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP) sebagai representasi terukur dari Sasaran
Program (SP). Secara hirarki target capaian IKP merupakan tanggung jawab dari
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diberikan kewenangan untuk
menjalankan Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.

c. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) sebagai representasi terukur dari Sasaran
Kegiatan (SK). Secara hirarki target capaian IKK merupakan tanggung jawab dari Unit
Eselon II/UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di mana masing-
masing merupakan pelaksana kegiatan yang tercakup di dalam Program

Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.
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Adapun susunan dan rumusan tentang indikator kinerja program (IKP) di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sedangkan penjelasan lebih lanjut
tentang daftar Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk setiap kegiatan di yang termasuk

ke dalam program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perhubungan Laut.
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LRIP Dinektorat Yenderal Perhubungan Laut Taban 2025

________________________________________________________________________________________________________________

TS Meningkatkan DUKUNGAN TRANSPORTASILAUT TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASINASIONAL

R S8.2 Meningkatnya kinerja S8S.3 Meningkatnya keselamatan :
pelayanan perhubungan perhubungan i

i’

PERSPECTIVES

1
1
1
1
1
:
|

TP Meningkatkan KINERJA PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT NASIONAL K

SP1 SP2 SP3 SP4 i
Meningkatnya Meningkatnya KINERJA Meningkatnya KESELAMATAN Meningkatnya KINERJA E

KONEKTIVITAS PELAYANAN dan KEAMANAN transportasi PENCEGAHAN dan PENANG-

transportasi laut transportasi laut laut GULANGAN pencemaran laut
E :' TK1 Meningkatkan EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN TEKNIS DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT 1:
E : SK2 SK3 SK4 SK5 :
E ! Meningkatnya kinerja Meningkatnya kinerja Meningkatnya kinerja Meningkatnya kinerja Meningkatnya kinerja !
2 B pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan :
| PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN DAN ]
«n B PENGELOLAAN LALU PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN !
O B LINTAS DAN KEPELABUHANAN PERKAPALAN DAN KENAVIGASIAN KESATUAN !
8 I ANGKUTAN LAUT KEPELAUTAN PENJAGAAN LAUT l
& i DAN PANTAI :

....................................................... S ————SSS————

TK2 Meningkatkan dukungan SUMBER DAYA, REGULASI dan SISTEM BIROKRASI dalam penyelenggaraan transportasi laut

Terlaksananya DUKUNGAN MANAJEMEN dan TEKNIS di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut

\I
1
|
SK6 :
1
1

Gambar 11.1.1 Peta Strategi Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024
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1) Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020 - 2024

Tabel 1.1.1. Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020 - 2024

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUSAN
TP Meningkatkan SP1 Meningkatnya IKP1 Rasio konektivitas transportasi Rasio Jumlah pelabuhan yang telah dilayati angkutan laut (tahun n0)
kinerja konektivitas laut nasional ditambah dengan Jumlah Penambahan rute pelayaran atau
penyelenggaraan transportasi laut pelabuhan yg disinggahi angkutan laut (tahun n) dibandingkan
transportasi laut dengan jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutanlaut.
Keterangan: jumlah lokasi pelabuhan laut yang digunakan angkutan laut
sesuai dengan Sub Lampiran A1 dalam KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana
Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan dapat berubah jika terdapat Reviu RIPN.
IKP2 Persentase pencapaian trayek % Jumlah trayek pelayaran yang membentuk /oop dibandingkan
pelayaran yang membentuk dengan jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur
loop secara teratur (liner)

SP2 Meningkatnya kinerja IKP3 Persentase On Time % Persentase pelabuhan utama dan pengumpul yang telah
pelayanan Performance Pada Pelabuhan mencapai target kinerja yang ditetapkan (WT, AT,
transportasi laut Utama dan Pengumpul ET/BT)

SP3 Meningkatnya IKP4 Rasio kejadian kecelakaan Rasio Jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut per tahun
keselamatan dan transportasi laut dibandingkan jumlah SPB yang diterbitkan oleh Ditjen
keamanan Perhubungan Laut dikali dengan 10.000 pelayaran
transportasi laut IKP5 Rasi - —

asio penurunan gangguan Rasio Persentase penurunan kejadian gangguan keamanan
keamanan transportasi laut transportasi laut (di atas kapal dan di pelabuhan, terhadap
wilayah pelabuhan, kapal, penumpang, barang) per tahun
dibandingkan baseline 2019 dikali dengan 100.000 pelayaran
IKP6 Tingkat kehandalan % Rerata Tingkat kehandalan SBNP ditambah dengan tingkat
Kenavigasian kehandalan Telkompel

SP4 Meningkatnya kinerja IKP7 Rasio kapal yang menggunakan Rasio Jumlah sertifikat IAPP yang diterbitkan setiap tahunnya
pencegahan dan bahan bakar rendah sulfur dibandingkan dengan jumlah kapal yang kapasitasnya lebih dari
penanggulangan (maksimal 0,5 m/m) 400 GT
pencemaran laut
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IKP8 Persentase keberhasilan
penanggulangan kejadian
pencemaran laut oleh
kegiatan kapal di pelabuhan

%

Persentase kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal yang
berhasil ditanggulangi

Sumber :

Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
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Tabel 11.1.2. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024

Tujuan Target
Tujuan Direktorat : : Sasaran Indikator Sasaran
NO| Kementerian Jenderal IndikatorTujuan Pasa a ; orsasaran | gatyan
Perhubungan Perhubungan rogram rogram 2020 2021 2022 2023 2024
Laut
1 | Meningkatnya Rasio konektivitas | Meningkatnya | Rasio konektivitas | Rasio
konektivitas transportasi laut konektivitas transportasi laut
masyarakat nasional transportasi laut | nasional 0,89 089 0,90 0,91 0,92
terhadap jasa Persentase %
layanan pencapaian
transportasi trayek pelayaran
yang membentuk 24 25 27 27 27
loop secara
teratur
2 | Meningkatnya Persentase On Meningkatnya | Persentase On %
kinerja layanan ) TimePerformance | kinerja Time
transportasi Meningkatkan | paqa pPelabuhan | pelayanan Performance
kinerja Utama dan transportasi Pada Pelabuhan 81 82 83 84 85
penyelenggaraa | pengumpul laut Utama dan
n trar;sptortam Pengumpul
au
3 | Meningkatnya Rasio kejadian Meningkatnya | Rasio kejadian Rasio 1,23 per 1.21 per 1.09 per 0.97 per | 0.85 per
keselamatan kecelakaan keselamatan kecelakaan 10000 10000 10000 10000 10000
dan keamanan transportasi laut dan keamanan | transportasi laut pelayaran | pelayaran| pelayaran| pelayaran|pelayaran
transportasi transportasi - -
laut Rasio penurunan Rasio
gangguan 0,30 per 0,29 per 0,28 per 0,27 per 0,26
keamanan 10000 100000 100000 100000 10000
transportasi laut pelayaran | pelayaran| pelayaran | pelayaran | pelayaran
Tingkat %
kehandalan 96,5 97,25 97,75 98,25 99
Kenavigasian
Sumber : Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
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2. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Muatan tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional untuk
periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini disadur dari RPJMN 2020-
2024 yangditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020.

a. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2020-2024

Arahan kebijakan umum pembangunan nasional untuk ke-7 agenda

pembangunan nasional, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2020-2024

(Perpres Nomor 18 Tahun 2020) dirangkum pada berikut :

Tabel 11.1.3. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024

Sumber Daya
Manusia yang
Berkualitas dan
Berdaya Saing

utama pembangunan
nasional untuk menuju
pembangunan yang inklusif
dan merata di seluruh
wilayah

Agenda - . .
No pembangunan Arah kebijakan Strategi Implementasi
1 Memperkuat Peningkatan inovasi dan Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh
Ketahanan kualitas Investasi merupakan | lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
Ekonomi untuk modal utama untuk 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang
Pertumbuhan yang | mendorong pertumbuhan mencakup pemenuhan pangan dan pertanian
Berkualitas dan ekonomi yang lebih tinggi, serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan
Berkeadilan berkelanjutan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya
mensejahterakan secaraadil energi, serta kehutanan; dan
dan merata 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian
dan perikanan, kemaritiman, energi, industri,
pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2 Mengembangkan Pengembangan wilayah Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan
Wilayah untuk ditujukan untuk berkelanjutan dan inklusif melalui:
Mengurangi meningkatkan pertumbuhan 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan
Kesenjangan dan ekonomi dan pemenuhan unggulan daerah;
Menjamin pelayan.an Qasardengan 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke
Pemerataan harmonisasi rencana wilayah yang belum berkembang:
pembangunan dan ’
pemanfaatan ruang. 3) Penguatan kemampuaq SDM dan Iptek
berbasis keunggulan wilayah;
4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar
secara merata; dan
5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta
ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3 Meningkatkan Manusia merupakan modal Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk

meningkatkan kualitas dan daya saing SDM vyaitu
sumber daya manusia yang sehat dan cerdas,
adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Pengendalian penduduk dan penguatan tata
kelola kependudukan;

Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;

Peningkatan pemerataan layanan pendidikan
berkualitas;

Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan
pemuda;

Pengentasan kemiskinan; dan
Peningkatan produktivitas dan daya saing
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Revolusi Mental
dan

Revolusi mental sebagai
gerakan kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
dilaksanakan secara terpadu melalui:

Pembangunan memiliki kedudukan penting | 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi
Kebudayaan dan berperan sentral Pancasila;
dalampembangunan untuk | 5y \ieningkatkan pemajuan dan pelestarian
mengubah cara pandang, .
sikap, perilaku yan kebudayaan;
beroF;i’eF;tasi pac)i,a 9 3) Memperkuat moderasi beragama; dan
kemajuandan kemodernan 4) Meningkatkan budaya Iiterasi, inoVaSi, dan
kreativitas.
Memperkuat Perkuatan infrastruktur 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
Infrastruktur ditujukan untuk mendukung | 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk
untuk aktivitas perekonomian mendukung pertumbuhan ekonomi;
Mendukung sertamendorong 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
Pengembangan pemerataan pembangunan ) N
Ekonomi dan nasional 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
Pelayanan dan
Dasar 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur
TIK untuk transformasi digital.
Membangun Pembangunan nasional Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan
Lingkungan perlu memperhatikan daya ketahanan bencana dan perubahan iklim akan
Hidup, dukung sumber daya alam diarahkan melalui kebijakan:
Meningkatkan dan daya tampung 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
Ketahanan lingkungan hidup, 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
Bencana dan kerentanan bencana, dan serta
Perubahan lklim perubahan iklim Pembangunan Rendah Karbon.
Memperkuat Negara wajib hadir dalam 1) Reformasi birokrasi untuk pelayanan publik
Stabilitas melayani dan melindungi berkualitas;
Polhukhankam segenap bangsa, serta 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi,
dan . menegakkan kedaulatan penguatan kesetaraan dan kebebasan;
:_"ralmsformam negara 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi
P(j;iy;nan dan tata kelola keamanan siber;
4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan
sistem anti korupsi;
5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI
di luar negeri; dan
6) Peningkatan rasa aman, penguatan

kemampuan pertahanan dan Industri
Pertahanan.

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020

BABllPerencanaanKinerja Il-8



b. Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

Tabel 1.1.4. Target Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

LRTP Dinektorat Yenderal Pertiabungan Laut Tatiun 2022

SARS
Aami

-

Program
/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/ Sasaran
Kegiatan (Output)/
Indikator

Lokasi

Target

Alokasi (dalam juta rupiah)

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi

Laut

Rp10.956.672,747

Rp12.177.169,217

Rp13.587.856,481

Rp13.691.338,202

Rp13.814.963,353

SP1 Meningkatnya
konektivitas
transportasi laut

IKP1 Rasio
konektivitas
transportasi laut
nasional

0,89

0,89

0,90

0,91

0,92

Direktorat
Lalu Lintas
dan Angkutan
Laut

IKP2 Persentase
pencapaian
trayek pelayaran
yang
membentuk
loop secara
teratur

24

25

27

27

27

Direktorat
Lalu Lintas
dan Angkutan
Laut

SP2 Meningkatnya kinerja
pelayanan transportasi
laut

IKP 3 Persentase On
Time
Performance
Pada Pelabuhan
Utama dan
Pengumpul

81%

82%

83%

84%

85%

Direktorat
Kepelabuhan
an

SP3 Meningkatnya
keselamatan dan
keamanan
transportasi laut

IKP4 Rasio kejadian
kecelakaan
transportasi laut

1,23
per
10.00

1.21
per
10.000

1.09
per
10.000

0.97
per
10.000

0.85
per
10.000

Dit. KPLP
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Program
/
Kegiatan

Sasaran Program
(Outcome)/ Sasaran
Kegiatan (Output)/
Indikator

Lokasi

Target

Alokasi (dalam juta rupiah)

Unit

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Organisasi
Pelaksana

0
pelaya
ran

pelaya
ran

pelaya
ran

pelaya
ran

pelaya
ran

IKP5 Rasio
penurunan
gangguan
keamanan
transportasi laut

0,30
per
100.0
00
pelaya
ran

0,29
per
100.00
0
pelaya
ran

0,28
per
100.00
0
pelaya
ran

0,27
per
100.00
0
pelaya
ran

0,26
per
100.00
0
pelaya
ran

Dit. KPLP

IKP 6 Tingkat
kehandalan
Kenavigasian

96,5%

97,25
%

97,75
%

98,25
%

99%

Dit.
Kenavigasian

SP4 Meningkatnya kinerja
pencegahan dan
penanggulangan
pencemaran laut

IKP 7 Rasio kapal
yang
menggunakan
bahan bakar
rendah sulfur
(maksimal 0,5
m/m)

0,2

0,4

0,6

0,8

Dit.Kappel

IKP8 Persentase
keberhasilan
penanggulangan
kejadian
pencemaran laut
oleh kegiatan
kapal di
pelabuhan

100%

100%

100%

100%

100%

Dit. KPLP

Sumber :

Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
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c. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024

Secara keseluruhan untuk setiap kegiatan yang tercakup di dalam program
penyelenggaraan transportasi laut tersebut diperlukan total pendanaan sekitar Rp
64.228.000.000,00 untuk 5 tahun dari Tahun 2020-2024, tercakup di dalamnya untuk jenis
belanja modal maupun belanja barang, serta berbagai sumber pendanaan, baik Rupiah
Murni, PHLN, SBSN, KPBU maupun swasta murni.

Sebagaimana diketahui bahwa pada periode Tahun 2020 Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut menyelenggarakan Program Penyelenggaraan Transportasi Lautyang
terdiri dari 6 (enam) jenis kegiatan yang mencakup:

1) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Laut;
2) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kepelabuhanan;

3) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Perkapalan dan
Kepelautan;

4) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kenavigasian;

5) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kesatuan Penjagaan
Laut dan Pantai;

6) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Dukungan
Manajemen dan Teknis.

Secara terperinci 6 (enam) kegiatan tersebut dalam Arsitektur dan Informasi Kinerja

(ADIK) dokumen penganggaran dibagi menjadi Output dan Sub output.

Pada periode Tahun 2021-2024 terdapat Restrukturisasi Program dalam Redesain
Sistem Perencanaan dan Penganggaran sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut menyelenggarakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Infrastruktur Konektivitas;
i. Kegiatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut;
i. Kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut;
ii. Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Laut;

iv. Kegiatan Pelayanan Transportasi Laut.

2) Program Dukungan Manajemen;

i. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan UmumTransportasi

Laut;
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Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Laut;
Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut;
Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut;
Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut;

Kegiatan Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Laut.
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d. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024

Tabel 11.1.5. Kebutuhan Pendanaan Pelaksanaan Program Transportasi Laut 2020-2024

No

Kegiatan/Program

Kebutuhan Pendanaan Per Tahun

(dalam Juta)

2020

2021

2022

2023

2024

Total

Keterangan

Kegiatan Pengelolaan dan
penyelenggaraan di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Rp1.702.151,446

Rp2.220.5420,904

Rp2.805.738,123

Rp2.901.487,108

Rp3.108.440,099

Rp12.723.237,68

Kegiatan Pengelolaan dan
penyelenggaraan di Bidang
Kepelabuhanan

Rp4.154.641,670

Rp3.583.020,673

Rp4.169.467,299

Rp3.314.8714,334

Rp2.854.041,059

Rp17.909.885,035

Kegiatan Pengelolaan dan
penyelenggaraan di Bidang
Perkapalan dan Kepelautan

Rp53.162,035

Rp196.843,838

Rp158.638,538

Rp163.038,909

Rp167.561,994

Rp739.245,314

Kegiatan Pengelolaan dan
penyelenggaraan di Bidang
Kenavigasian

Rp493.728,073

Rp1.247.016,155

Rp1.074.683,076

Rp1.578.216,389

Rp1.705.355,953

Rp6.098.999,646

Kegiatan Pengelolaan dan
penyelenggaraan di Bidang
Kesatuan Penjagaan Laut dan
Pantai

Rp286.810,522

Rp437.468,238

Rp654.159,138

Rp823.951,611

Rp706.072,545

Rp.2.908.462,054

Kegiatan Pelaksanaan
Dukungan Manajemen dan
Teknis Program
Penyelenggaraan Transportasi
Laut

Rp4.2566.179,001

Rp4.507.399,409

Rp4.725.170,307

Rp5.098.950,816

Rp5.273.491,703

Rp23.848.170,271

TOTAL

Rp10.956.672,747

Rp12.177.169,217

Rp13.587.856,481

Rp13.691.338,202

Rp13.814.963,353

Rp64.228.000,000

Sumber :

Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
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3. Pengembangan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Integrated Port Network)
(Major Project RPJMN No. 22)

a. Pengembangan jaringan pelabuhan utama terpadu atau sering disebut sebagai
Integrated Port Network (IPN) merupakan upaya dasar untuk mengurangi biaya

logistik laut (khususnya untuk distribusi barang dalam negeri).

b. Dengan standarisasi teknis dan standarisasi pelayanan pada sejumlah pelabuhan
utama (untuk periode 2020-2024 ini difokuskan pada 7 pelabuhan: Kuala Tanjung,
Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong) diharapkan rute
utama antar pulau melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat dilayani dengan
kapal-kapal besar melalui rute loop yang lebih efisie. Pengembangan IPN ini jugan

mendukung highlight Program Prioritas berdasarkan Kepulauan 2020-2024.
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c. Deskripsi umum mengenai MP 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (IPN) sebagaimana tertuang di dalam table berikut ini :

Tabel 11.1.6. Deskripsi Major Project (MP) 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Integrated Port Network)

Lokasi Pelabuhan: Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong

Latar Belakang * Biaya Logistik Indonesia tertinggi dibandingkan sejumlah negara, termasuk India, Malaysia, Tiongkok, Thailand, dan Vietham

» 28 pelabuhan utama dalam rencana induk pelabuhan belum terkonsolidasi

* 77% Rute pelayaran di Indonesia didominasi port to port, sedangkan rute loop hanya 23%

+ Belum adanya standardisasi pelabuhan utama (panjang dermaga, kedalaman dan area penumpukan), untuk dijadikan pelabuhan
utama transshipment domestik.

Manfaat + Meningkatkan kinerja pelabuhan dengan adanya standardisasi pelabuhan utama (nilai turn round time maksimum 24 jam)
+ Meningkatkan efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk loop secara teratur menjadi 27%
* Sebagai penunjang Kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan pelabuhan

Durasi Tahun 2020-2024 (5 tahun)
Indikasi Target dan | Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Indikasi
Pendanaan Pendanaan
1 pelabuhan utama 2 pelabuhan utama 4 pelabuhan utama 6 pelabuhan utama 7 pelabuhan utama Rp 113 Triliun
(BUMN/Swasta)
Pelaksana Kementerian Perhubungan, BUMN, Swasta
Highlight Proyek 1. Standardisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan utama (pengembangan dermaga dan terminal peti kemas)

2. Pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, dan pembangunan breakwater
3. Pengadaan kapal besar kapasitas 3000-5000 TEUs
4. Pengembangan Kawasan Industri

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)
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d. Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2020-2024

Pada Lampiran [l RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) disampaikan target
pembangunan dan pendanaan Prioritas Nasional (PN) di bidang transportasilaut untuk periode
2020-2024. Adapun detail dari usulan proyek/kegiatan strategis lainnya di bidang Perhubungan Laut
yang diusulkan di dalam Renstra Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024 disampaikan di

Tabel 11.1.7 Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional
Bidang TransportasiLaut dalam RPJMN 2020-2024

Target Tahunan Indikasi
Belanja
Program/Kegiatan/Proyek Total Non
Operasion
No Strategis Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Target | gt 2020,
2024 (Rp
Milyar)
1 Pengelolaan dan 2.570,8
penyelenggaraan kegiatan
diBidang Kenavigasian
Penyediaan sarana bantu navigasi . 1.118,2
pelayaran (SBNP) Unit 67 70 73 75 77 362
Penyediaan kapal navigasi Unit 10 14 18 22 25 89 1.000,0
Penyediaan vessel traffic services .
terintegrasi (VTS) Unit 15 20 25 30 35 125 452,6
2 | Pengelolaan dan 10.267,4
penyelenggaraan kegiatan di
Bidang Lalu Lintas dan
AngkutanLaut
Subsidi Tol Laut Trayek 21 22 23 24 25 25 2.398,0
Subsidi Angkutan Laut Perintis Trayek 113 113 113 113 113 113 6.498,9
Pengembangan sistem Inaportnet
dan sistem pelayanan terpadu Lokasi 20 22 24 19 20 105 1.332,0
g:lnuyedlaan Moda Kapal Ternak di Rute 1 1 1 1 1 5 38,5
3 | Pengelolaan dan 12.482,7
Penyelenggaraan Kegiatan
di
Bidang Pelabuhan
danPengerukan
Pembangunan pelabuhan Lokasi ) ) 1 1 3 5 50722
(Selesai) .072,
Pengembangan pelabuhan Lokasi | 10 | 9 2 | 15 | 21 57 3.034,6
(Selesai)
Rekonstruksi pelabuhan (Selesai) | | )\ ~c; ) ) 3 ) ) 3 1.044.0
Pengadaan peralatan bongkar Lokasi 8 8 8 8 8 40 2.000,0
muat
Penyelenggaraan pengerukan alur .
pelayaran Lokasi 20 22 24 19 20 105 1.332,0

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020)
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B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan
Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (Performance Contract). Rencana
Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang didalamnya
memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan
menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (key performance indicators) yang relevan.
Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan.
Perjanjian  kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai
keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla
telah dirumuskan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024.
Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap
tahun dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara
lebih rinci, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2022 (yang
sudah ditandatangani antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut)

dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 disusun setelah
DIPA Tahun 2022 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Menteri
Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang memuat Pernyataan Direktur
Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah

sebagai berikut:
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1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tabel 11.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

SASARAN
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN TARGET 2023
(1) (2) 3) (4) (5)
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
SP.1 Meningkatnya IKP 1 | Rasio Konektivitas Rasio 0,94
Konektivitas Transportasi Laut Nasional
Transportasi Laut .
IKP 2 | Persentase Pencapaian % 27
Trayek Pelayaran Yang
Membentuk Loop Secara
Teratur
SP.2 | Meningkatnya IKP 3 | Persentase On Time % 84
Kinerja Pelayanan Performance Pada
Transportasi Laut Pelabuhan Utama Dan
Pengumpul
SP.3 Meningkatnya IKP 4 | Rasio Kejadian Kecelakaan /10.000 0,97
Keselamatan Dan Transportasi Laut Pelayaran
??aanrzggftgsi Laut IKP 5 | Rasio Penurunan Gangguan /100.000 0,27
Keamanan Transportasi Pelayaran
Laut
IKP 6 | Tingkat Kehandalan % 97,75
Kenavigasian
SP.4 | Meningkatnya IKP 7 | Rasio Kapal Yang Rasio 0,9
Kinerja Menggunakan Bahan Bakar
Pencegahan Dan Rendah Sulfur (Maksimal
Penanggulangan 0,5 M/M)
Pencemaran Laut IKP 8 | Persentase Keberhasilan % 100
Penanggulangan Kejadian
Pencemaran Laut Oleh
Kegiatan Kapal Di
Pelabuhan

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023
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Tabel 1l.2.2. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

SASARAN
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN TARGET 2023
(1) (2) (3) (4) (5)
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
SP A1 Meningkatnya IKP 1 | Rasio Konektivitas Rasio 0,94
Konektivitas Transportasi Laut Nasional
Transportasi Laut .
IKP 2 | Persentase Pencapaian % 27
Trayek Pelayaran Yang
Membentuk Loop Secara
Teratur
SP.2 Meningkatnya IKP 3 | Persentase On Time % 84
Kinerja Pelayanan Performance Pada
Transportasi Laut Pelabuhan Utama Dan
Pengumpul
SP.3 Meningkatnya IKP 4 | Rasio Kejadian Kecelakaan /10.000 0,97
Keselamatan Dan Transportasi Laut Pelayaran
Keamanan IKP 5 | Rasio Penurunan Gangguan | /100.000 0,27
Transportasi Laut K :
eamanan Transportasi Pelayaran
Laut
IKP 6 | Tingkat Kehandalan % 97,75
Kenavigasian
SP.4 | Meningkatnya IKP 7 | Rasio Kapal Yang Rasio 0,9
Kinerja Menggunakan Bahan Bakar
Pencegahan Dan Rendah Sulfur (Maksimal
Penanggulangan 0,5 M/M)
Pencemaran Laut IKP 8 | Persentase Keberhasilan % 100
Penanggulangan Kejadian
Pencemaran Laut Oleh
Kegiatan Kapal Di
Pelabuhan

Sumber :

Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023
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BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Tahun 2023

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud
merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan kelompok indikator
kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan
dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan
mengolah masukan atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap
penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat
kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau
tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat
dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat
kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah
kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari target yang ditetapkan di dalam
dokumen Perencanaan Kinerja.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Perencanaan Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini
merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan
Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan

dalam Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
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2. Perjanjian Kinerja adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

3. Pengelolaan Data Kinerja adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan
dan pelopran data kinerja.

4. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran,
tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target
sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.

5. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat
pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

6. Tingkat Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana
tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan
sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuranan tingkat

pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan draft RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun
2020 - 2024 Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Program di
lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Program yang
terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon | di lingkungan Kementerian
Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun
2023 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara
target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari

pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka

menggunakan rumus sebagai berikut:

Realisasi
Capaian Kinerja = (7) x100%
Target

b. Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

maka menggunakan rumus sebagai berikut:

Target — (Realisasi — Target
Capaian Kinerja = (Targ ( Y ))x 100%
Target
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Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja
beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
terdapat pada Tinjau Ulang draft RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun
2020 - 2024.

Target capaian kinerja yang telah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Program di
dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja atau
dokumen PK, di dalam dokumen PK menetapkan target Indikator Kinerja Program dan
Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja. Adapun
rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut :
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1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target PK Tahun 2023 dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Serta
Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kegiatan Program Tahun 2023
Tabel lll.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
SASARAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET CAPAIAN
NO PROGRAM PROGRAM SATUAN 2023 REALISASI KINERJA TAHUN 2023 KINoERJA
) 2) 3) 4) (5) TWI | TWII | TWIIIl | TWIV | TOTAL (%)
SP.1 Meningkatnya IKP 1 Rasio Konektivitas Rasio 0,94 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 100
Konektivitas Transportasi Laut
Transportasi Laut Nasional
IKP 2 Persentase % 27 27 27 30 30 30 100
Pencapaian Trayek
Pelayaran Yang
Membentuk Loop
Secara Teratur
SP.2 Meningkatnya IKP 3 | Persentase On Time % 84 94 78 83 83 83 99
Kinerja Pelayanan Performance Pada
Transportasi Laut Pelabuhan Utama
Dan Pengumpul
SP.3 Meningkatnya IKP 4 Rasio Kejadian /10.000 0,97 0,81 0,86 0,89 0,84 0,84 113,04
Keselamatan Dan Kecelakaan Pelayaran
Keamanan Transportasi Laut
Transportasi Laut
IKP 5 | Rasio Penurunan /100.000 0,27 0 0 0 0,18 0,18 133,33
Gangguan Pelayaran
Keamanan
Transportasi Laut
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IKP 6 | Tingkat Kehandalan % 97,75 96,33 96,36 95,08 95,13 95,13 97,32
Kenavigasian
SP.4 Meningkatnya IKP 7 Rasio Kapal Yang Rasio 0,9 0,796 0,856 0,923 0,933 0,933 103,67

Kinerja Menggunakan Bahan
Pencegahan Dan Bakar Rendah Sulfur
Penanggulangan (Maksimal 0,5 M/M)
Pencemaran Laut

IKP 8 Persentase % 100 100 100 100 100 100 100

Keberhasilan
Penanggulangan
Kejadian
Pencemaran Laut
Oleh Kegiatan Kapal
Di Pelabuhan
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a. SASARAN PROGRAM (1)

Sasaran Program Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi Laut dengan

gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) adalah “Rasio Konektivitas Transportasi Laut
Nasional”
a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023
Pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional
(IKP 1) Kesatu (1) :

Tabel lll.1.2. Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional

REALISASI KINERJA TAHUN 2023

INDIKATOR KEGIATAN | SATUAN | TARGET KINERJA
PROGRAM TW | TW | TW | TW | TOTAL (%)
| I n \Y
IKP.1 | Rasio Rasio 0,94 093 | 094 | 094 | 094 | 0,94 100
Konektivitas
Transportasi

Laut Nasional

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Konektivitas Transportasi Laut pada Tahun 2023 sebesar 0,94. Jumlah
pelabuhan yang penggunaannya untuk angkutan laut, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No.
KP. 432 Tahun 2017 tentang RIPN sebanyak 636 pelabuhan.

Pada Triwulan | di bulan Januari tahun 2023 terdapat penambahan 16 (enam belas)
pelabuhan yang dilayani angkutan laut yaitu Pelabuhan Darume di Halmahera, Pelabuhan
Gilimandangin di Madura, Pelabuhan Kadatua di Buton Selatan, Pelabuhan Kataloka di Buton
Selatan, Pelabuhan Loleo Jaya di Halmahera, Pelabuhan Maidi di Tidore, Pelabuhan Mangga Dua
di Ternate, Pelabuhan Mumugu di Ternate, Pelabuhan Nunbaun Sabu di Rote, Pelabuhan Pulau
Sebesi di Sulawesi Selatan, Pelabuhan Papela di Rote, Pelabuhan Parit Rempak di Kepulauan Riau,
Pelabuhan Pasean di Pamekasan, Pelabuhan Siompu di Buton Selatan, Pelabuhan Siwa di
Sulawesi Barat dan Pelabuhan Tana Paser di Kalimantan Timur. Dengan demikian jumlah
pelabuhan yang dilayani menjadi 592 pelabuhan, dan rasio konektivitas transportasi laut nasional
pada Januari sampai dengan Maret Tahun 2023 sebesar 0,93 sehingga persentase capaian kinerja
sebesar 98,94%.

Sampai dengan Triwulan Il terdapat penambahan 3 pelabuhan yang dilayani angkutan laut
yaitu Pelabuhan Sibigo di NAD, Pelabuhan Sungsang di Sumatera Selatan dan Pelabuhan Tanjung

Berakit di Kepulauan Riau, sehingga pada Triwulan Il terdapat 19 Pelabuhan.
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Pada Triwulan Il sampai dengan Triwulan IV tidak ada penambahan, sehingga total sampai
dengan Triwulan Iv sebanyak 19 pelabuhan. Dengan demikian jumlah pelabuhan yang dilayani
angkutan laut menjadi 595 pelabuhan, dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada
Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 sebesar 0,94 sehingga persentase capaian kinerja

sebesar 100%.

Grafik lll.1.1. Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional

Rasio Konektivitas Transportasi Laut
Nasional

0,94
0,94
0,94
0,94
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,92

2

Rasio

TW I TWII TW I TW IV
‘ —o—TARGET 0,94 0,94 0,94 0,94
‘ CAPAIAN 0,93 0,94 0,94 0,94

Rasio konektivitas transportasi laut nasional diukur dengan menghitung jumlah pelabuhan
yang telah dilayani angkutan laut dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang diperuntukkan

sebagai layanan angkutan laut, atau dengan rumus:

. .o 0 ’ jumlah pelabuh telah dil i kutan laut
Rasio konektivitas transportasi laut nasional = —2)umiah belabuhan yang telah dilayani angkutan lau

Y. jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut

Rasio konektivitas transportasi laut S75 trayek ~
nasional = 636 trayek = 09

Secara keseluruhan Rasio Konektivitas Transportasi Laut Tahun 2023 pada Triwulan |
sebesar 0,93 sedangkan Triwulan I, Triwulan Ill, dan Triwulan IV sebesar 0,94. Terlampir daftar
pelabuhan yang sudah dan belum terlayani oleh kapal angkutan laut. Keberhasilan pencapaian
target didukung oleh peran aktif pemerintah daerah dalam mempromosikan keunggulan komoditas.

Selain itu para pemilik barang masih mengandalkan angkutan laut dalam mendistribusikan barang.
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b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022
pada Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1)
Kesatu (1) :

Untuk IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional, target yang ditetapkan pada
Tahun 2023 adalah sebesar 0,94 dengan realisasi rasio sebesar 0,94 (dari benchmark
sebanyak 636 pelabuhan ditargetkan untuk mendukung konektivitas sebanyak 576 pelabuhan)
sedangkan target Tahun 2022 sebesar 0,90 dengan realisasi rasio sebesar 0,91 (dari
benchmark sebanyak 636 pelabuhan ditargetkan untuk mendukung konektivitas sebanyak 595
pelabuhan) sehingga melebihi dari target karena terdapat penambahan 5 Pelabuhan yang
dilayani angkutan laut yaitu Pelabuhan Indari di Halmahera Selatan, Pelabuhan Koititi di
Kepulauan Halmahera, Pelabuhan Matasiri dan Pelabuhan Marabatuan di Provinsi Kalimantan
Selatan serta Pelabuhan Gudang Arang di Provinsi Maluku. Untuk Tahun 2023 sesuai dengan

target yang telah ditetapkan.

Tabel lll.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023

dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP 1) Kesatu (1)

IKP (TAHUN | SATUAN | IKP (TAHUN | SATUAN | KRITERIA TAHUN
2022) TAHUN 2023) TAHUN 2022 | 2023
2022 2023
Rasio Rasio Rasio Rasio Target 0,90 0,94
Konektivitas Konektivitas Realisasi 0,91 0,94
Transportasi Transportasi Kinerja (%) 101 100
Laut Nasional Laut Nasional

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program

Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (IKP 1) Kesatu (1) :

Untuk IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional pada Tahun 2023 terdapat
realisasi kinerja sebesar 0,94 dari target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2020-2024 sebesar 0,91 sehingga pencapaian kinerjanya 103% dan melebihi target
yang telah ditetapkan karena pada Tahun 2023 terdapat penambahan 19 pelabuhan
(terlampir).
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Tabel 1ll.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam
Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024
pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1)

TARGET DAN REALISASI
INDIKATOR KEGIATAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN KINERJA (%
PROGRAM TARGET | REALISASI (%)
RENSTRA
IKP.1 | Rasio Rasio 0,91 0,94 103
Konektivitas
Transportasi
Laut Nasional

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut

2) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2) adalah “Persentase Pencapaian Trayek

Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur”.
a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023

Pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang
Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) Kedua (2):

Tabel 11.1.5. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur

REALISASI KINERJA TAHUN 2023

INDIKATOR KEGIATAN SATUAN | TARGET | 7w | Tw | Tw | Tw | TOTAL KIN(OEA?JA
Aol I I i [\
IKP.2 | Persentase Pencapaian % o7 27 | 30 | 30 | 30 30 111

Trayek Pelayaran Yang
Membentuk Loop Secara
Teratur

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun target Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara
Teratur Tahun 2023 sebesar 27% atau sebanyak 37 trayek dari 138 trayek tetap dan teratur. Pada
triwulan | tahun 2023 telah diinventarisasi sebanyak 37 trayek tetap dan teratur angkutan peti kemas
membentuk loop service. Sedangkan pada Triwulan Il sampai dengan Triwulan IV mengalami

peningkatan menjadi 30% atau sebanyak 41 trayek dari 138 trayek.
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Grafik lll.1.2. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran

Yang Membentuk Loop Secara Teratur
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Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur diukur
dengan menghitung jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop dibandingkan dengan jumlah

trayek pelayaran dengantrayek tetap dan teratur (liner), atau dengan rumus :

; > jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop
Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop == - x 100%
Y jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner)

X = Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur

% pencapaian trayek loop = 41 trayek = 30%

138 trayek

Tabel 11l.1.6. Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur Tahun 2023

NO. JARINGAN TRAYEK
1 Bitung-Ulu Siau/Tagulandang-Tahuna-Lirung/Melonguane-Bitung
2 Makassar-Bungku-Kolonedale-Makassar
3 Merauke (Kelapa Lima) - Kimaam - Moor - Bade (Mapi)- Getentiri (Bovendigul) - Merauke (Kelapa Lima)
4 Tanjung Perak-Anggrek-Tanjung Perak
5 Tanjung Perak-Badas-Bima-Tanjung Perak
6 Tanjung Perak-Fak Fak-Kaimana-Elat-Dobo-Tanjung Perak
7 Tanjung Perak-Kisar-Leti-Moa-Mahaleta-Tanjung Perak
8 Tanjung Perak-Larantuka-Lembata-Kalabahi-Tanjung Perak
9 Tanjung Perak-Namlea-Tanjung Perak
10 Tanjung Perak-Nunukan-Tanjung Perak
11 Tanjung Perak-Pulau Obi-Piru-Bula-Larat-Tepa-Tanjung Perak
12 | Tanjung Perak-Reo-Tanjung Perak

BAB Il Akuntabilitas Kinegja Il - 10




SADS

Anuid
LRIP Derelitorat Yenderal Pertiubungan Laut Tabun 2023 !’
13 Tanjung Perak-Saumlaki-Dobo-Tanjung Perak
14 | Tanjung Perak-Sorong-Tanjung Perak
15 Tanjung Perak-Tarakan-Tanjung Perak
16 Tanjung Perak-VVanci-Nam role (Leksula)-Tanjung Perak
17 | Tanjung Perak-Wasior-Nabire-Serui-Tanjung Perak
18 Tanjung Perak-Wayaloar-Malbuta-Babang-Saketa-Gimea/Tapeleo-Tanjung Perak
19 | Tanjung Priok-Pulau Baai-Tanjung Priok
20 Tanjung Priok-Teluk Bayur-Tanjung Priok
21 Bitung-Ulu Siau-Tagulandang-Tahuna-Marore-Miangas-Marampit-Lirung-Melonguane-Mangarang-Bitung
22 Makasar - Ereke - Raha - Sikeli - Selayar- Makassar
23 Tanjung Perak - Tidore (Soasio) - Morotai - Galela - Maba/Buli - Weda - Tanjung Perak
24 | Tanjung Perak - Tarakan - Nunukan - Tanjung Perak
25 Tanjung Perak - Kupang - Tanjung Perak
26 Tanjung Perak - Lembata (Lewoleba) -Tabilota/ Larantuka - Tanjung Perak
27 Tanjung Perak - Makassar - Jailolo - Morotai‘(Daruba) - Tanjung Perak
28 Tanjung Perak - Merauke - Agats - Timika (Pomako) - Tanjung Perak
29 Tanjung Perak - liwaki-Kisar - Leti - Kaiwatu - Moa - Lelang/P. Sermata - Tepa - Larat - Tanjung Perak
30 Tanjung Perak - Wetar - Kisar - Leti - Moa - Sermata
31 | Tanjung Perak - Bau-Bau/Murhum-Kendari /Bungkutoko-Tanjung Perak
32 | Tanjung Perak - Makassar - Jailolo - Daruba-Galela-Tanjung Perak
33 Tanjung Perak - Makassar - Tahuna - Tanjung Perak
34 | Tanjung Perak - Oransbari-Wasior - Nabire/Teluk Kimi - Serui - Waren -Sarmi - Tanjung Perak
35 Tanjung Perak - Rote - Sabu-Tanjung Perak
36 Tanjung Perak-Soasio-Galela-Daruba- Galela - Buli - Maba Pura- Weda - Tanjung Perak
37 | Tanjung Priok - Wanci - Namrole - Pulau Obi - Tanjung Perak
38 Tanjung Priok- Lhokseumawe - Malahayati - Sabang - Tanjung Priok
39 Tanjung Priok - Patimban - Kijang - Letung - Tarempa - Pulau Laut - Selat Lampa - Subi - Serasan - Midai - Tanjung
Priok
40 Tanjung Priok - Tanjung Perak - Tanjung Priok
41 Tanjung Priok - Kijang- Letung -Tarempa-Pulau Laut -Selat Lampa- Subi - Serasan-Midai-Tanjung Priok

- = Jaringan Trayek Kapal Peti Kemas Tol Laut

|:| = Jaringan Trayek Kapal Peti Kemas Swasta

Adapun capaian kinerja ini didukung oleh trayek tol laut sebanyak 20 trayek (49%) sedangkan
kapal swasta hanya mencapai 21 trayek (51%). Hal ini menggambarkan bahwa pelayaran nasional
swasta mulai tertarik kepada jaringan trayek dengan model loop service. Untuk lebih meningkatkan
peranan pelayaran nasional swasta, Direktorat Jenderal Perhubungan laut telah melakukan upaya
— upaya sebagai berikut :

Menghimbau kepada perusahaan pelayaran swasta melalui surat edaran kepada DPP INSA untuk

meningkatkan jadwal pelayaran kapal-kapal petikemas secara lebih teratur;
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ii. Melakukan evaluasi pada saat rapat koordinasi nasional penyelenggaraan angkutan barang tol laut
dalam rangka meningkatkan persentase pencapaian indikator trayek pelayaran yang membentuk

loop secara teratur.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun
2022 pada Indikator Kinerja Program Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang
Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) kedua (2) :

Untuk IKP. 2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara
Teratur, yaitu pada Tahun 2023 terdapat target sebesar 27% dengan realisasi sebesar 30%
sehingga prosentase sebesar 111% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan karena ada
penambahan 4 trayek loop service sedangkan Tahun 2022 target sebesar 27% dengan realisasi
sebesar 27% sehingga persentase kinerja pencapaian trayek pelayaran yang membentuk loop

secara teratur mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 1ll.1.7. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)

IKP (TAHUN 2022) SATUAN IKP (TAHUN 2023) SATUAN KRITERIA TAHUN
TAHUN 2022 TAHUN 2023 2022 | 2023
Persentase % Persentase % Target 27 27
Pencapaian Trayek Pencapaian Trayek Realisasi 27 30
Pelayaran Yang Pelayaran Yang Kinerja 100 111
Membentuk Loop Membentuk Loop (%)
secara Teratur secara Teratur

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

c¢) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase
Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur (IKP 2) Kedua (2) :

Untuk IKP 2 Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara
Teratur, pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja sebesar 30% dari target yang di tetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 27% sehingga persentase
pencapaiannya 111% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan karena ada penambahan

4 trayek loop service pada Tahun 2023.
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Tabel 1ll.1.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024
pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)

TARGET DAN REALISASI

INDIKATOR KEGIATAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN KINERJA (%
PROGRAM TARGET REALISASI (%)
RENSTRA
IKP.2 | Persentase % 27 30 111

Pencapaian Trayek
Pelayaran Yang
Membentuk Loop
secara Teratur

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

b. SASARAN PROGRAM (2)

Sasaran Program Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut terdiri dari 1 (satu)

Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

3) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3) adalah “Persentase On Time Performance pada

Pelabuhan Utama dan Pengumpul”
a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023
Pada Indikator Kinerja Program Persentase On Time Performance pada Pelabuhan

Utama dan Pengumpul (IKP 3) :

Tabel lll.1.9. Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul

REALISASI KINERJA TAHUN 2023

INDIKATOR
0 SATUAN | TARGET | TW T™W ™ ™ TOTAL KINoERJA
KEGIATAN I Il m v (%)

PROGRAM

IKP.3 | Persentase
On Time
Performance
pada % 84 94 78 83 83 83 99
Pelabuhan
Utama dan
Pengumpul

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan dan Aplikasi SIRANI, Ditjen. Perhubungan Laut.
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Adapun target Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul
Tahun 2023 sebesar 84%. Pencapaian pada Triwulan | sebesar 94%, sehingga prosentase
pencapaian terhadap target sebesar 94%. Pencapaian pada Triwulan Il sebesar 78%, sehingga
prosentase pencapaian terhadap target sebesar 93% pada Triwulan Il sehingga belum mencapai
target yang telah ditetapkan. Pencapaian pada Triwulan Il sebesar 83%, sehingga prosentase
pencapaian terhadap target sebesar 98% pada Triwulan Ill. Pencapaian pada Triwulan IV sebesar
83%, sehingga prosentase pencapaian total terhadap target sebesar 99% pada Triwulan IV
sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik Ill.1.3. Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul

Persentase On Time Performance pada
Pelabuhan Utama dan Pengumpul
100
- 80 L mg
N
y 60
£ 40
g
3 20
0
TWI TWII TW I TW IV
| ——TARGET 84 84 84 84
|~ CAPAIAN 94 78 83 83

Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan merupakan nilai rata-rata dari
pencapaian Waiting Time (WT), Approach Time (AT), Effective Time:Berth Time (BT) terhadap
standar yang ditetapkan pada pelabuhan utama yang diusahakan secara komersial di pelabuhan.
Pencapaian kinerja di pelabuhan terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan kapal (pencapaian
Waiting Time (WT) dan pencapaian Approach Time (AT)) serta pencapaian kinerja di terminal
(pencapaian Effective Time : Berthing Time (ET:BT)).

Kinerja di pelabuhan terdiri atas kinerja pelayanan kapal (Waiting Time (WT) dan Approach
Time (AT)), untuk kinerja pelayanan di terminal berupa Effective Time :Berthing Time (ET:BT).
Kinerja pelayanan kapal terdiri dari :

Waiting Time (WT) merupakan selisih waktu antara waktu penetapan kapal masuk di area lego
jangkar dengan waktu saat pandu naik ke atas kapal (Pilot on Board/POB) pada pelayanan kapal
masuk ke pelabuhan. Waiting Time (WT) disajikan dalam satuan Jam.
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» Approach Time (AT) merupakan waktu perjalanan untuk kapal masuk dan/atau kapal keluar dari

dan/atau ke pelabuhan. Untuk kapal masuk ke pelabuhan dihitung saat kapal mulai bergerak dari
lokasi lego jangkar sampai saat ikat tali di tambatan (first line), sedangkan untuk kapal keluar dari
pelabuhan dihitung mulai lepas tali (last line) sampai kapal mencapai area ambang luar (keluar dari
area lego jangkar). Approach Time (AT) disajikan dalam satuan Jam.

. Kinerja pelayanan di terminal berupa Effective Time : Berthing Time (ET:BT)

Effective Time :Berthing Time (ET:BT) atau rasio waktu kerja kapal di tambatan merupakan
perbandingan waktu kapal berkerja efektif di dermaga (terminal) dengan waktu kapal selama di
tambatan dermaga (terminal). Effective Time :Berthing Time (ET:BT) disajikan dalam satuan
Persentase (%).

Pencapaian kinerja di pelabuhan yang terdiri dari pencapaian Waiting Time (WT), Approach
(AT), dan Effective Time :Berthing Time (ET:BT), merupakan perbandingan capaian kinerja di
pelabuhan dengan standar yang telah ditentukan. Adapun rumus untuk masing-masing unsur
pencapain kinerja sebagai berikut:

Pencapaian Waiting Time (WT)

_Capaian WT pada terminal/pelabuhan |
|
|

1
' P ian WT Pelabuhan =
: encapaian elabuhan Standar WT pada terminal /pelabuhan X

Capaian AT pada terminal/pelabuhan
Standar AT pada terminal/pelabuhan X

I
i Pencapaian AT Pelabuhan=
I

b o o o e e e o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e = = e - —

Capaian (ET:BT) pada terminal/pelabuhan 10
Standar (ET: BT) pada terminal /pelabuhan X

|
: Pencapaian (ET:BT) =
1
|

Dengan demikian, Rumus Perhitungan Persentase Pencapaian Standar Kinerja

Pelayanan Pelabuhan merupakan rata—rata dari Capaian atas
Waiting Time (WT) + Approach Time (AT) + Effective Time : Berthing Time (ET:BT)
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Nilai WT dan AT diperoleh dari realisasi pelayanan pemanduan di pelabuhan. Ketersediaan
Tenaga Pandu dan kondisi geografis alur pelayaran mempengaruhi tingkat pelayanan pandu.
Permintaan pemanduan secara bersamaan namun tidak didukung oleh ketersedian tenaga pandu
akan menghambat capaian WT,sedangkan kondisi alur pelPelayanan yang berkelok serta arus
pasang surut juga dapat menghambat capaian AT. Nila ET: BT merupakan perbandingan waktu
kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal (ET) dengan waktu kapal tambat di dermaga (BT).
Pencapaian ET:BT sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan tenaga kerja di pelabuhan. Saat terjadi
hujan, maka aktifitas kegiatan bongkar muat akan dihentikan sementara. Penggunaan tenaga kerja
di pelabuhan masih dominan, sehingga aktifitas bongkar muat di pelabuhanakan terhambat dengan
menurunnya produktifitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan. Realisasi Persentase

Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan terdiri dari:

R . A, e e e e - A e A e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e = =

Pencapaian WT + Pencapaian AT + Pencapaian (ET:BT) :
1
1

1
1 Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan=
1

Realisasi Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan Per Bulan (OTP) terdiri

dari:
Pencapaian AT Pelabuhan = 96% x100% = 114%
84%
Pencapaian WT Pelabuhan = 71% x 100% = 84%
84%
Pencapaian (ET:BT) Pelabuhan = 82% x 100% = 98%
84%

Sehingga diperoleh:
OTP Transportasi Laut

91% + 93% + 97%+ 66% +
64%+58%+93%+93%+90%+82%+87%+79% =83%
12

Persentase Pencapaian 114% + 84% + 98%
Standar Kinerja Pelayanan 3
Pelabuhan

=99%

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan upaya - upaya dalam rangka
meningkatan Persentase Pencapaian Kinerja Pelayanan Pelabuhan dimasa mendatang sebagai
berikut :

Kegiatan Bimbingan Teknis Standar Kinerja Operasional Pelabuhan untuk meningkatkan angka
realisasi yang tercatat;
Menghimbau UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk
menerbitkan/merubah standar kinerja yang disesuaikan kondisi operasional pelabuhan;
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iii. Data diambil dari Aplikasi Sirani posisi 10 Januari 2024;
iv. Melakukan penyesuaian terkait standarisasi layanan antar pelabuhan yang diberikan oleh pihak

operator pelabuhan.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun
2022 pada Indikator Kinerja Program Persentase On Time Performance pada Pelabuhan
Utama dan Pengumpul (IKP 3) Ketiga (3) :

Untuk IKP 3 Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul,
yaitu pada Tahun 2023 terdapat target sebesar 84% dengan realisasi sebesar 83% sehingga
persentase pencapaian sebesar 99% sehingga kurang dari target yang telah ditetapkan
sedangkan Tahun 2022 target sebesar 83% dengan realisasi sebesar 79% sehingga persentase
pencapaiannya sebesar 95,18% dan sehingga kurang dari target yang telah ditetapkan karena
recovery dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelayanan masing-masing terminal

di pelabuhan yang menyebabkan adanya perubahan layanan yang diberikan.

Tabel 1ll.1.10. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3)

IKU (TAHUN 2022) SATUAN IKP (TAHUN 2023) SATUAN KRITERIA TAHUN
TAHUN 2022 TAHUN 2023 2022 2023
Persentase On Time % Persentase On Time % Target 83 84
Performance pada Performance pada Realisasi 79,00 83
Pelabuhan Utama Pelabuhan Utama Kinerja 95,18 99
dan Pengumpul dan Pengumpul (%)

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut.

c¢) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Persentase On

Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul (IKP 3) Ketiga(3) :

Untuk IKP 3 Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul pada

Tahun 2023 terdapat realisasi sebesar 83% dari target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 84% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 99% sehingga

kurang dari target yang telah ditetapkan.
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Tabel 1ll.1.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam

Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja
Program (IKP) Ketiga (3)

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI
KINERJA TAHUN 2023

Time Performance
pada Pelabuhan
Utama dan
Pengumpul

SATUAN KINERJA (%)
PROGRAM TARGET | REALISASI
RENSTRA
IKP.3 | Persentase On % 84 83 99

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut

c. SASARAN PROGRAM ( 3)

Sasaran Program Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut terdiri dari 3

(tiga) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

4) Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4) adalah “Rasio Kejadian Kecelakaan

Transportasi Laut”

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada

Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) :

Tabel ll.1.12. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut

REALISASI KINERJA TAHUN 2023
KINERJA
INDIKATOR SATUAN | TARGET | tw | 1w | TW | TW |TOTAL | (o

KEGIATAN PROGRAM | ] ]| v
IKP.4 | Rasio Kejadian

Kecelakaan

Transportasi /P10.OOO 0,97 0,81 0,86 0,89 0,84 0,84 113,4

Laut elayaran

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut target tahun 2023 sebesar

0,97/10.000 Pelayaran. Terlihat realisasi pada Triwulan | sebesar 0,81 (terdapat korban jiwa

meninggal/hilang sebanyak 3 orang), dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar

116,15%. realisasi pada Triwulan Il sebesar 0,86 dengan persentase pencapaian terhadap target
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sebesar 111,34% dan realisasi pada Triwulan Ill sebesar 0,89 (terdapat korban jiwa meninggal/
hilang sebanyak 10 orang) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 108,25% dan
realisasi pada Triwulan IV sebesar 0.84 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 10 orang)

dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 113.4%

Grafik lll.1.4. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut

Rasio Kejadian Kecelakaan
Transportasi Laut
c 1,00
S 095 - - - -
::: 0,90
8 0,85 —
S
g 0,80
0,75
0,70
TW I TW I TW I TW IV
‘—Q—TARGET 0,97 0,97 0,97 0,97
‘ CAPAIAN 0,81 0,86 0,89 0,84

Realisasi capaian rasio kejadian kecelakaan ini dihitung berdasarkan perhitungan

formula sebagai berikut:

Y Kejadian Kecelakaan

Rasi L : B 10. p
asio kejadian kecelakaan transportasi laut 3 SPB yang diterbitkanx 0.000 Pelayaran
Kejadian Kecelak T tasi Laut %3 10.000
ejadian Kecelakaan Transportasi Laut = 1.111.319x 4
= 0,84

Target — (Realisasi — Target)
{ 9 g } x 100%;

Capatan Kinerja =
apailan ninerja Tﬂ.‘]“get

Capaian Kinerja = w x100%

=113,4
Pada tahun 2023 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan pada
Triwulan | sebanyak 370.010 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh
alam sebesar 13 kejadian, manusia sebesar 7 kejadian dan teknis 10 kejadian, yang berarti setiap
penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 0,81
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Kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 116,15%,
sedangkan

Pada Triwulan Il sebanyak 491.115 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal
disebabkan oleh alam sebesar 17 kejadian, manusia sebesar 9 kejadian dan teknis 16 kejadian,
yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi
sebanyak 0,86 Kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya
sebesar 111,34%.

Sampai dengan Triwulan Il sebanyak 675.677 dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan
kapal disebabkan oleh alam sebesar 25 kejadian, manusia sebesar 12 kejadian dan teknis 23
kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang
terjadi sebanyak 0,89 Kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran) sehingga prosentase capaian
kinerjanya sebesar 108,25%.

Pada Triwulan IV sebanyak 1.111.319 dokumen SPB dengan jumlah kejadian kecelakaan
kapal disebabkan oleh alam sebesar 51 kejadian, manusia sebesar 13 kejadian dan teknis 29
kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang
terjadi sebanyak 0,84 Kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran) sehingga prosentase capaian

kinerjanya sebesar 113,4%.%.

Dalam rangka mengurangi rasio kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor
perhubungan laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut:
i Penerbitan maklumat pelayaran tentang peringatan cuaca extrim secara berkala;
ii. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
iii. Evaluasi Monitoring Perwira Jaga Dalam Penerbitan SPB;
iv. Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla;
V. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di Lingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

vi. Pelaksanaan Kegiatan Uji Petik Pemeriksaan Kapal menjelang Lebaran, Natal dan Tahun
Baru;
Vii. Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan

meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana
teknis;
viii. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal

Pelayaran rakyat
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Tabel 1ll.1.13. Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2023

NO BULAN FAKTOR PENYEBAB TRIWULANAN JUMLAH SPB 2023
ALAM MANUSIA TEKNIS BULANAN TRIWULANAN
1 Januari 7 1 3 30 96.723 370.010
2 Februari 3 4 4 149.379
3 Maret 3 2 3 123.908
4 April 0 2 0 12 36.409 121.105
5 Mei 11 0 4 41.062
6 Juni 3 0 2 43.634
7 Juli 1 0 1 18 50.041 184.562
8 Agustus 7 0 5 54.030
9 September 0 3 1 80.491
10 Oktober 7 0 2 33 144917
11 November 5 0 4 144.195 435.642
12 Desember 14 1 0 146.529
TOTAL 51 13 29 93 1.111.319

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Tabel lll.1.14. Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2023

No | Lokasi Kecelakaan Kapal K:cl:arl‘:::an Penyebab Tanggal Kejadian
1 Ksop Labuan Bajo 1 Alam Januari
2 Ksop labuan Bajo 1 Alam Januari
3 Upp Selayar 1 Alam Januari
4 Upp Batang 1 Alam Januari
S Upp Nusa Penida 1 Alam Januari
6 Upp Sungai Nyamuk 1 Manusia Januari
7 Ksop Gresik 1 e Januari
8 Upp Bawean 1 Alam Januari
9 Upp Labuhan 1 Alam Januari
10 Ksop Bitung 1 Teknis Januari
11 Ksop Tanjung Balai Karimun 1 Teknis Januari
12 Ksop Gresik 1 Teknis Februari
13 Ksop Tanjung Pinang 2 Teknis Februari
14 Upp Lahewa 1 Alam Februari
15 Ksop Banjarmasin 2 Manusia Februari
16 Ksop Pekanbaru 2 Alam Februari
17 Ksop Selat Panjang 1 Manusia Februari
18 Ksop Merauke 1 Teknis Februari
19 Upp Bawean 1 Alam Februari
20 Upp Pulau Bunyu 1 Alam Maret
21 Ksop Waingapu 1 Manusia Maret
22 Ksop Waingapu 1 Alam Maret
23 Ksop Probolinggo 3 Teknis Maret
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24 Ksop Pangkalbalam 1 Alam Maret
25 Upp Pemenang 1 Manusia Maret
26 Ksop Banjarmasin 1 Manusia April
27 Upp Sungai Guntung 1 Manusia April
28 Ksop Sunda Kelapa 1 Teknis Mei
29 Ksop Probolinggo 1 Teknis Mei
30 Upp Padang Tikar 1 Teknis Mei
31 Upp Teminabuan 1 Alam Mei
32 Ksop Tanjung Wangi 1 Teknis Mei
33 Ksop Kepulauan Seribu 1 Teknis Juni
34 Upp Bawean 1 Alam Juni
35 Ksop Panarukan 1 Alam Juni
36 Ksop Kotabaru 1 Teknis Juni
37 Ksop Probolinggo 1 Alam Juni
38 Ksop Kijang 1 Alam Juli
39 Ksop Sampit 1 Teknis Juli
40 Ksop Sampit 1 Teknis Agustus
41 Ksop Labuhan Bajo 1 Alam Agustus
42 Ksop Sorong 1 Alam Agustus
43 Upp Singkil 1 Alam Agustus
44 Upp Labuhan 1 Alam Agustus
45 Ksop Kepulauan Seribu 1 Teknis Agustus
46 Upp Sanana 1 Sekhis Agustus
47 Ksop Marunda 1 Alam Agustus
48 Ksop Kendari 1 Alam Agustus
49 Upp Pomako 1 Alam Agustus
50 Ksop Sampit 1 Teknis Agustus
51 Upp Bulukumba 1 Tekhis Agustus
52 Upp Branta 1 el September
53 Ksop Manokwari 1 Manusia September
54 Ksop Teluk Bayur 1 Manusia September
95 Upp Nusa Penida 1 Manusia September
57 UPP Kelas Il Tana Paser 1 Teknis Oktober
58 UPP Kelas Il Benete 1 Alam Oktober
59 KSOP Kelas Ill Pekanbaru 1 Alam Oktober
60 UPP Kelas Il Nusa Penida 1 Teknis Oktober
61 KSOP Kelas IV Bakauheni 1 Teknis Oktober
62 UPP Kelas 1l Jailolo 1 Alam Oktober
63 KSOP Kelas Il Teluk Palu 1 Teknis November
64 KSOP Kelas IV Nunukan 1 Teknis November
65 UPP Kelas Il Satui 1 Alam November
66 KSOP Kelas | Bitung 1 Teknis November
67 UPP Kelas Il Raja Ampat 1 Teknis November
68 UPP Kelas Il Maccini Baji 1 Alam Desember
69 KSOP Kelas | Tanjung Balai 1 Alam Desember
Karimun
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70 KSOP Kelas | Palembang 1 Manusia Desember
71 UPP Kelas Il Raja Ampat 1 Teknis November
2 KSOP Molawe 1 Alam November
73 KSOP Bontang 1 Alam November
74 KSOP Pontianak 1 Alam November
75 UPP Susoh 1 Alam November
76 UPP Kelas Il Maccini Baji 1 Alam Desember
77 KSOP Kelas | Tanjung Balai 1 Alam Desember
Karimun
78 KSOP Kelas | Palembang 1 Manusia Desember
79 UPP Kelas Il Tarempa 1 Alam Desember
80 UPP Kelas Il Luwuk 1 Alam Desember
81 KSOP Kelas | Panjang 1 Alam Desember
82 UPP Kelas Il Masalembu 1 Alam Desember
83 UPP Kelas Il Benete 1 Alam Desember
84 KSOP Kelas IV Selat Panjang 1 Alam Desember
85 KSOP Banten 1 Alam Desember
86 KSOP Ternate 1 Alam Desember
87 KSOP Probolinggo 1 Alam Desember
88 UPP Karimun Jawa 1 Alam Desember
89 KSOP Kelas Il Benoa 1 Alam Desember

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.
Faktor Penyebab terjadinya kecelakaan :
i. Faktor Manusia : Human Eror, kesalahan menerapkan standar profesi kepelautan
ii. Faktor Alam : Cuaca Buruk

iii. Faktor Teknis : Konsleting kelistrikan, rusaknya kemudi kapal, kerusakan lambung kapal

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada

Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) Keempat (4)

Untuk IKP 4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut, yaitu pada Tahun 2023 terdapat
target sebesar 0,97/10.000 pelayaran dengan realisasi sebesar 0,84/10.000 pelayaran sehingga
persentase pencapaian sebesar 113,4% sedangkan target pada Tahun 2022 sebesar 1,09/10.000
pelayaran dengan realisasi sebesar 0,99/10.000 pelayaran sehingga persentase pencapaian
sebesar 109,17% dan melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena menurunnya kejadian
kecelakaan pada Transportasi Laut (kejadian kecelakaan kapal yang disebabkan oleh faktor alam,
manusia dan teknis pada Tahun 2023 sebesar 93 kejadian sedangkan Tahun 2022 sebesar 108

kejadian.
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Tabel 1ll.1.15. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023

dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)

IKU (TAHUN 2022) | SATUAN IKP (TAHUN 2023) SATUAN KRITERIA TAHUN
TAHUN TAHUN 2022 2023
2022 2023
Rasio Kejadian /10.000 | Rasio Kejadian /10.000 Target 1,09 0,97
Kecelakaan Pada | pelayaran | Kecelakaan pelayaran | Realisasi 0,99 0,84
Transportasi Laut Transportasi Laut Kinerja
) 109,17 | 113,4

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian

Kecelakaan Transportasi Laut (IKP 4) Keempat (4)

Untuk IKP 4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut, pada Tahun 2023 terdapat

realisasi kinerja sebesar 0,97/10.000 pelayaran dari target yang di tetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,97/10.000 pelayaran sehingga persentase

pencapaiannya sebesar 113,4% yang artinya melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena

menurunnya kejadian kecelakaan pada Transportasi Laut (kejadian kecelakaan kapal yang

disebabkan oleh faktor alam, manusia dan teknis pada Tahun 2023 sebesar 93 kejadian).

Tabel 111.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja
dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024
pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)

TARGET DAN REALISASI

INDIKATOR KEGIATAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN KINERJA (%
PROGRAM TARGET REALISASI (%)
RENSTRA
IKP.4 | Rasio Kejadian /10.000 0,97 0,84 113,4
Kecelakaan pelayaran
Transportasi Laut

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut
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5) Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5) adalah “Rasio Penurunan Gangguan Keamanan

Transportasi Laut”

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada

Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5)

Kelima (5) :
Tabel 1.1.17. Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut
INDIKATOR KEGIATAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023
KINERJA
1 Il ]l v
IKP.5 | Rasio Penurunan
Gangguan /100.000 0,27 0 0 0 0,18 0,18 133,33
Keamanan Pelayaran
Transportasi Laut

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun target Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut sesuai dengan
target tahun 2023 sebesar 0,27/100.000 Pelayaran. Pencapaian pada Triwulan | sampai dengan
Triwulan IV tedapat 2 laporan gangguan keamanan (pencurian barang di dalam container di perairan
karimun kecil pada bulan Oktober 2023 dan pencurian di atas kapal di perairan Pelabuhan Dumai
pada bulan Desember 2023) sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 133,33%.
Terkait 2 kejadian tersebut dari Direktur KPLP sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan
Instansi terkait mengenai Pengawasan, Keamanan, dan Keselamatan Pelayaran arahan dari
Direktur KPLP agar UPT terkait apabila ada kejadian pencurian dan sebagainya untuk mengirim
surat sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan pihak KSOP terkait dapat membuat
SOP terkait kejadian tersebut agar tidak terulang kembali dan juga menyampaikan bahwa ada
beberapa opsi yang dapat dilakukan seperti meminta kepada Owner agar dapat memasang CCTV
di Kapal dan dapat memberikan laporan kepada Kepala Kantor KSOP terkait dan ke depannya
permasalahan ini akan dirapatkan secara nasional ke Instansi terkait, dapat dilakukan patroli

bersama disesuaikan di titik-titik yang rawan.
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Grafik lll.1.5. Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut
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Menurut Amandemen Safety Of Life At Sea(SOLAS) pada Chapter XI-2 tentang International
Ship And Port Facility Security Code (ISPS Code)/Keamanan Maritime yang termasuk Gangguan
Keamanan adalah sebagai berikut :

i.  Perusakan terhadap atau penghancuran terhadap atau penghancuran terhadap kapal atau fasilitas
pelabuhan contohnya dengan alat peledak, pembakaran dengan sengaja, tindakan sabotase atau
corat coret;

i. Pembajakan atau penyitaan kapal atau penyanderaan orang di atas kapal,

iii.  Merusak muatan, peralatan kapal yang perlu atau sistemnya, tempat penyimpanan kapal,

iv.  Keluar masuk secara tidak sah atau menggunakannya termasuk kehadiran penumpang gelap;
v.  Penyelundupan senjata atau peralatannya termasuk senjata pemusnah massal;

vi.  Menggunakan kapal untuk membawa semua yang bermaksud menyebabkan peristiwa keamanan

dan atau peralatannya;
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Menggunakan kapal itu sendiri sebagai senjata atau sarana untuk membuat kerusakan atau
penghancuran;
Penyerangan dari arah laut ketika di Dermaga atau di tempat labuh;

Penyerangan ketika di laut.

Dalam rangka mengurangi gangguan keamanan transportasi laut langkah-langkah yang
dilakukan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yaitu:
Melaksanakan verifikasi manajemen keamanan fasilitas pelabuhan setiap 2.5 tahun sekali;
Melaksanakan verifikasi keempat (tambahan) manajemen keamanan fasilitas pelabuhan yang
dilaksanakan sewaktu-waktu;
Menginstruksikan UPT untuk melaksanakan inspeksi bulanan sesuai dengan SE Dirjen Hubla No
UM. 008/45/15/DJPL-14;
Menginstruksikan agar faspel melaksanakan training/ sosialisasi keamanan fasilitas pelabuhan
sesuai dengan SE Dirjen Hubla No. UM.003/17/14/DJPL-15.

Adapun upaya yang sudah dilakukan Ditjen Perhubungan Laut dalam Pencegahan
Gangguan Keamanan Pelayaran sebagai berikut :
i. Patroli rutin yang dilaksanakan oleh unsur penegakan hukum oleh UPT di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik di wilayah pelabuhan maupun perairan;
ii. Melakukan patroli gabungan dengan unsur penegakan hukum dari Institusi Polri dan TNI;
iii. Pengadaan senjata api di atas Kapal Patroli;
iv.  Exercise penggunaan senjata api patroli;

V. Pembangunan Kapal Patroli KPLP.

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada
Indikator Kinerja Program Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5)
Kelima (5) :

Untuk IKP 5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut, yaitu pada Tahun
2023 terdapat target sebesar 0,27/100.000 pelayaran dengan realisasi 0,18 dengan 2 Kejadian
sehingga persentase pencapaian sebesar 133,33% sedangkan Tahun 2022 target sebesar
0,28/100.000 pelayaran dengan realisasi 0 sehingga persentase pencapaiannya sebesar 200%
yang artinya tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut di area pelabuhan ataupun di
atas kapal dan sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara

Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
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Tabel 111.1.18. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023

dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program Kelima (5)

IKU (TAHUN 2022) SATUAN IKP (TAHUN 2023) SATUAN KRITERIA TAHUN
TAHUN 2022 TAHUN 2023 2022 2023
Rasio Gangguan /100.000 Rasio Penurunan /100.000 Target 0,28 0,27
Keamanan Pada pelayaran | Gangguan pelayaran Realisasi 0 0,18
Pelayanan Jasa Keamanan Kinerja (%) 200 133,33
Transportasi Laut Transportasi Laut

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program Rasio

Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut (IKP 5) Kelima (5) :

Untuk IKP 5 Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut, pada Tahun 2023

terdapat realisasi sebesar 0,18 dengan 2 kejadian yaitu 0,27/100.000 pelayaran dari target yang di
tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,27/100.000 pelayaran

sehingga persentase pencapaian sebesar 200%, sedangkan Tahun 2022 target sebesar

0,28/100.000 pelayaran dengan realisasi 0 sehingga persentase pencapaiannya sebesar 200%

yang artinya tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut di area pelabuhan ataupun di

atas kapal dan sampai dengan 31 Desember 2023 tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara Teknis

(UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel 111.1.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam

Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja
Program (IKP) Kelima (5)

TARGET DAN REALISASI

Gangguan
Keamanan

Transportasi Laut

pelayaran

INDIKATOR KEGIATAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN KINERJA (%
PROGRAM TARGET | REALISASI (%)
RENSTRA
IKP.5 | Rasio Penurunan | /100.000 0,27 0,18 133,33

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut
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6) Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6) adalah “Tingkat Kehandalan Kenavigasian”

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada
Indikator Kinerja Program Tingkat Kehandalan Kenavigasian (IKP 6) Keenam:

Tabel 111.1.20. Tingkat Kehandalan Kenavigasian

REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Kenavigasian

INDIKATOR KINERJA
SATUAN | TARGET
S ™W | TW TW | TW | TOTAL (%)
AT I I n \
IKP.6 | Tingkat
Kehandalan % 97,75 | 96,33 | 96,36 | 95,08 | 95,13 | 95,13 97,32

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 97,75%. Realisasi pada Triwulan | sebesar

96,33%, Realisasi pada Triwulan Il dan sebesar 96,36, pada Triwulan lll terdapat realisasi sebesar

95,08 dan realisasi pada Triwulan IV adalah sebesar 95,13. Prosentase pencapaian terhadap target

secara total sebesar 97,32% sehingga belum memenuhi target yang telah ditetapkan karena

terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang

diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan.

Grafik lll.1.6. Tingkat Kehandalan Kenavigasian
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Tingkat Kehandalan Kenavigasian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Tingkat Kehandalan Kenavigasian

_ Tingkat Kehandalan SBNP + Tingkat Kehandalan Telkompel
- 2

=92.43 % +97.83%
2
=95,13 %

Tingkat Kehandalan SROP dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Y. hari SROP yang berfungsi dalam 1 tahun
Y. SROP eksisting x 365 hari

670 57.670
158 x 365 57.670

Tingkat Keandalan VTS dapat dihitung dengan rumus :

hari VTS berfungsi dalam 1 Tahun
2 =2 Lahun » 100%
Y. VTS eksisting x 365 hari

8.030

Tingkat Keandalan VTS = = x 100% = - = 95,65%

~ 8395

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 97,75%. Realisasi pada Triwulan | sebesar
96,33% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 98,55% dan belum memenuhi
target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya
pemeliharaan. Dan Realisasi pada Triwulan Il dan sebesar 96,36 dan pada Triwulan |l terdapat
realisasi sebesar 95,08 sehingga pencapaian kinerja terhadap target sebesar 97,27% belum
memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran dan VTS yang diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya
pemeliharaan, Jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan 1V tahun 2023 sebanyak 5.134 unit, terdiri
dari 3.014 milik DJPL dan 2.120 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP
tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 104,993 hari. Adapun Persentase kelainan SBNP hingga saat

ini sebagai berikut:
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Hari Kelainan 100 % — 141.770 100 % = 7 570
365 harix Y SBNP Bersuar = 365 harix5.134 0= 1ol

Sehingga Tingkat Kehandalan SBNP adalah 100% - 7,57% = 92,43%.

Sedangkan Tingkat Kehandalan Telkompel dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut:

Tingkat Kehandalan SROP + Tingkat Kehandalan VTS
2

Tingkat Kehandalan Telkompel =

100 % + 95,65 %
V4 2

=97,83 %

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian telah melakukan
upaya — upaya untuk Peningkatkan Kehandalan Kenavigasian sebagai berikut :
i. Direktorat Kenavigasian akan berkirim surat ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan laut terkait Pemeliharaan SBNP yang mengalami kerusakan;
i. Melakukan Pemeliharaan SBNP dari masing — masing UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan laut yang mengalami kerusakan;
iii. Mengupayakan dipenuhinya kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kehandalan baik SBNP

maupun Telekomunikasi Pelayaran.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada

Indikator Kinerja Program Tingkat Kehandalan Kenavigasian (IKP 6) Keenam :

Untuk IKP 6 Tingkat Kehandalan Kenavigasian, yaitu pada Tahun 2023 terdapat target
sebesar 97,75 % dengan realisasi sebesar 95,13% sehingga persentase pencapaian sebesar
97,32% sedangkan Tahun 2022 target sebesar 97,75% dengan realisasi sebesar 96,33% sehingga
persentase pencapaiannya sebesar 98,55%. Pada Tahun 2022 belum memenuhi target yang
ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran
yang diakibatkan karena adanya penghematan / automatic adjustment anggaran untuk biaya

pemeliharaan.
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Tabel 111.1.21. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023

dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6)

IKU (TAHUN SATUAN IKP (TAHUN SATUAN KRITERIA TAHUN
2022) TAHUN 2023) TAHUN 2022 2023
2022 2023
Tingkat % Tingkat % Target 97,75 97,75
Kehandalan Kehandalan Realisasi 96,33 95,13
Kenavigasian Kenavigasian Kinerja (%) 98,55 97,32

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut.

Tingkat Kehandalan Kenavigasian (IKP 6) Keenam (6) :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program

Untuk IKP 6 Tingkat Kehandalan Kenavigasian, pada Tahun 2023 terdapat realisasi kinerja

anggaran untuk biaya pemeliharaan.

sebesar 95,13% dari target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024
sebesar 97,75% sehingga persentase pencapaiannya sebesar 97,32%. Pada Tahun 2023 belum
memenuhi target yang ditetapkan karena terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan

Telekomunikasi Pelayaran yang diakibatkan karena adanya penghematan / automatic adjustment

Tabel 111.1.22. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam

Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja

Program (IKP) Keenam (6)

TARGET DAN REALISASI

KINERJA TAHUN 2023
INDIK’;LOO%:E\EIIATAN SATUAN KINERJA (%)
TARGET REALISASI
RENSTRA
IKP.6 | Tingkat % 97,75 95,13 97,32
Kehandalan
Kenavigasian

Sumber data : Direktorat Kenavigasian Laut, Ditjen. Perhubungan Laut
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Sasaran Program Meningkatnya Kinerja Pencegahan

Dan

Penanggulangan

Pencemaran Laut terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian

kinerja sebagai berikut:

7) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7) adalah “Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan
Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)”

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada

Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur
(Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) Ketujuh:

Tabel 111.1.23. Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

INDIKATOR KEGIATAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 K"“(OEA)'?JA
SATUAN | TARGET
PROGRAM TW W TW TW | TOTAL
| Il ]| v
IKP.7 | Rasio Kapal Yang
Menggunakan Bahan
Bakar Rendah Sulfur Rasio 0,9 0,796 | 0,856 | 0,923 | 0,933 | 0,933 103,67

(Maksimal 0,5 M/M)

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun target Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5

M/M) Tahun 2023 Rasio sebesar 0,9. Pencapaian Triwulan | rasio sebesar 0,796, pada Triwulan |

tercapai sebesar 0,856 rasio, pada Triwulan Ill tercapai sebesar 0.923 rasio dan pada Triwulan IV

terealisasi sebesar 0,933 rasio sehingga persentase pencapaian terhadap keseluruhan target saat

ini sebesar 103,67%. Capaian tersebut telah melebihi target tahunan yang ditetapkan karena

banyaknya permohonan penerbitan sertifikat yang masuk. Tingginya capaian kinerja pada Triwulan

IV merupakan akumulasi realisasi dari periode sebelumnya yang selalu melebihi target tahunan

sehingga berdampak terhadap realisasi tahun berjalan.
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Grafik lll.1.7. Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan
Bakar Rendah Sulfur
(Maksimal 0,5 m/m)
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0,8
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®

Rasio

TW I TWII TW I TW IV
—o—TARGET 0,9 0,9 0,9 0,9
CAPAIAN 0,796 0,856 0,923 0,933

Rumus perhitungan:

Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

_ Jumlah sertifikat pencegahan pencemaran (IAPP dan SNPP)

~ Jumlah kapal berbendera Indonesia > 400GT yang terdaftar

Tabel 111.1.24. Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan dan Jumlah Kapal > 400 GT Terdaftar

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt | Nop | Des | TOTAL

Jumlah
Sertifikat 14. | 14. | 14.

11.076 | 11.635 | 11.983 | 12.264 | 12.593 | 12.038 | 13.284 | 13.647 | 13.986 14.134
yang 061 | 094 | 134
diterbitkan
Jumlah
kapal 15. | 15. | 15.

15.063 | 15.063 | 15.063 | 15.118 | 15.118 | 15.118 | 15.151 | 15.151 | 15.151 15.151
>400GT 151 | 151 | 151
terdaftar

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan Aplikasi kapal.dephub.go.id, Ditjen. Perhubungan Laut.

Note : Sertifikat pencegahan pencemaran merupakan bukti bahwa kapal yang bersangkutan memenuhi kriteria

dian

taranya menggunakan bahan bakar rendah sulfur.

Penerbitan sertifikat Pencegahan Pencemaran dilaporkan setiap bulan dengan memaparkan
jumlah penerbitan sertifikat jenis Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) yang
diperuntukkan bagi kapal-kapal berbendera Indonesia berukuran >7 GT yang memiliki daerah
pelayaran dalam negeri dan/atau Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Udara
(International Air Pollution Prevention/|APP) untuk kapal berbendera Indonesia berukuran >400GT
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yang berlayar secara internasional. Dalam sertifikat tersebut terdapat klausul yang menyatakan
kadar kandungan sulfur pada bahan bakar yang dipakai oleh sebuah kapal. Persyaratan penerbitan
sertifikat ini adalah sebagai berikut:

i. Surat Permohonan;

ii. Copy Sertifikat IAPP/SNPP Sementara/Sebelumnya (untuk renewal);
iii. Buku Laporan Pemeriksaan Marine Inspector;

iv.  Copy Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal;

V. Copy Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Surat Laut atau Pas Besar).

Informasi kadar sulfur diperoleh pada saat Marine Inspector melakukan pemeriksaan teknis
kapal dibuktikan dengan nota kualitas BBM yang diperoleh dari suplier BBM saat pengisian.
Apabila dirasa terdapat bias, Marine Inspector di lapangan dapat melakukan pengecekan langsung
menggunakan alat portable sulfur in fuel oil analyzer. Setelah hal tersebut memenuhi persyaratan
yang berlaku sertifikat dapat diproses lebih lanjut. Pengecekan teknis lapangan dapat dibantu oleh
Marine Inspector dari Unit Pelaksana Teknis DJPL di wilayah kapal tersebut bersandar dengan
hasil berupa penerbitan sertifikat sementara, untuk selanjutnya perlu dilakukan penerbitan sertifikat
permanen di Kantor Pusat DJPL (c.q. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan).

Selain dari sertifikat pencegahan pencemaran yang diterbitkan mulai tahun 2020, sesuai Surat
Edaran Direktur Jenderal’ Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tentang Batasan
Kandungan Sulfur pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal
menyatakan bahwa semua pemilik/operator kapal yang memiliki/mengoperasikan kapal yang
berukuran GT 5000 atau lebih wajib mengumpulkan data pemakaian bahan bakar kapalnya selama

satu tahun melalui aplikasi dcs-ditkapel.dephub.go.id.

Kendala tim teknis pada saat melakukan penerbitan sertifikat adalah sebagai berikut:

i. Kurangnya jumlah tenaga fungsional teknis (Marine Inspector) pada Subdirektorat yang
menangani. Banyaknya permohonan yang masuk sehingga load pekerjaan meningkat selain
itu juga terdapat beberapa pegawai yang mengalami promosi jabatan dan belum memiliki
pelaksana pengganti;

ii. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menyampaikan permohonan sekaligus pemrosesan
penerbitan sertifikat masih perlu dikembangkan dengan menambah fitur-fitur yang
memudahkan pengguna juga petugas dalam mengolah data. Proses penerbitan sertifikat
pencegahan pencemaran saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara online dikarenakan
output sertifikat masih menggunakan blanko cetak sehingga masih memerlukan kontak fisik

dengan pengguna jasa untuk pengambilan sertifikat yang telah diterbitkan.
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b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada

Indikator Kinerja Program Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur
(Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7) Ketujuh (7) :

Untuk IKP 7 Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5
M/M), yaitu pada Tahun 2023 terdapat target sebesar 0,9 Rasio dengan realisasi sebesar 0,933
rasio sehingga persentase pencapaian sebesar 103,67%, sedangkan Tahun 2022 target sebesar
0,6 rasio dengan realisasi sebesar 0,715 rasio sehingga persentase pencapaiannya sebesar
119,2% target yang ditetapkan karena sejalan dengan
diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019

tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau

sehingga realisasinya melebihi

Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil
Resirkulasi Gas Buang dari Kapal, para pemilik Kapal berbendera Indonesia berusaha untuk

segera memenuhi Peraturan tersebut.

Tabel lll.1.25. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun 2022 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)

IKU (TAHUN 2022) SATUAN IKP (TAHUN 2023) SATUAN KRITERIA TAHUN
TAHUN 2022 TAHUN 2022 2023
2023
Rasio Kapal Yang Rasio Rasio Kapal Yang Rasio Target 0,6 0,9
Menggunakan Bahan Menggunakan Bahan Realisasi 0,715 0,933
Bakar Rendah Sulfur Bakar Rendah Sulfur Kinerja (%) 119,2 | 103,67
(Maksimal 0,5 M/M) (Maksimal 0,5 M/M)

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program
Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M) (IKP 7)
Ketujuh (7) :

Untuk IKP 7 Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5
M/M), pada Tahun 2023 terdapat realisasi sebesar 0,933 rasio dari target yang di tetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,8 rasio sehingga persentase
pencapaiannya sebesar 116,6 % dan melebihi target yang ditetapkan karena diterbitkannya Surat
Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019 tentang Kewajiban

Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar
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yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari

Kapal, para pemilik Kapal berbendera Indonesia berusaha untuk segera memenuhi Peraturan

tersebut.
Tabel 11l.1.26. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam
Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024
pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)
TARGET DAN REALISASI
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM KINERJA TAHUN 2023 | KINERJA
SATUAN o
TARGET | REALISASI (%)
RENSTRA
IKP.7 | Rasio Kapal Yang Menggunakan Rasio 0,8 0,933 116,62
Bahan Bakar Rendah Sulfur
(Maksimal 0,5 M/M)

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut

8) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8 ) adalah “Persentase Keberhasilan

Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan”’

a) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target PK Revisi Tahun 2023 Pada
Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran
Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8) Kedelapan (8):

Tabel 111.1.27. Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut

Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan

REALISASI KINERJA TAHUN 2023
KINERJA
INDIKATOR KEGIATAN SATUAN | TARGET | tw [ TW | TW | TW | TOTAL (%)
0
PROGRAM | | ]| v
IKP.8 | Persentase Keberhasilan

Penanggulangan Kejadian

Pencemaran Laut Oleh % 100 100 | 100 | 100 | 100 100 100

Kegiatan Kapal Di

Pelabuhan

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan | terdapat 2
laporan kejadian pencemaran di wilayah Muara Sungai Noyo, desa Faekhuna’a, Nias Utara dan Di
sekitar Perairan Dermaga PT Mcdermott Indonesia, Batam yang berhasil ditanggulangi sehingga
persentase pencapaiannya sebesar 100%. Sedangkan pada Triwulan Il terdapat 2 laporan kejadian

pencemaran di Di Area Pantai nirwana Gardens Resort, Bintan dan Di Perairan Tanjung Berakit,
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Riau Batam yang berhasil ditanggulangi sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100% dan

pada Triwulan Ill dan IV tidak terdapat laporan kejadian pencemaran sehingga persentase
pencapaiannya sebesar 100%.

Grafik 111.1.8. Persentase Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian

Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan

Persentase Keberhasilan
Penanggulangan Kejadian Pencemaran
Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan
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Persentase (%)

TW I TWII TW I TW IV
TARGET 100 100 100 100

CAPAIAN 100 100 100 100

Dari setiap adanya laporan terjadinya tumpahan minyak telah dilakukan upaya
penanggulangan oleh Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan
Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan melakukan koordinasi dari Syahbandar setempat. Hal ini
sesuai amanat Perpres 109 Tahun 2006 serta PM.58 Tahun 2013 bahwa Syahbandar
mengkoordinasikan aset penanggulangan tumpahan minyak yang dimiliki Tersus, Tuks dan BUP

di pelabuhan. Frekuensi kejadian tumpahan minyak telah dilaporkan dapat ditanggulangi, adapun
perhitungannya sebagai berikut:

Realisasi

4
X 100% - — x100% = 100%
Target 4

Realisasi = Jumlah kejadian pencemaran yang berhasil ditanggulangi

Target = Jumlah kejadian pencemaran selama periode evaluasi
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b) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022
pada Indikator Kinerja Program Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian

Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal Di Pelabuhan (IKP 8) Kedelapan (8):

Untuk IKP 8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh
Kegiatan Kapal Di Pelabuhan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sama, yaitu terdapat target sebesar
100% dengan realisasi sebesar 100% sehingga persentase pencapaian sebesar 100% artinya pada
Tahun 2022 dan Tahun 2021 kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan yang
dilaporkan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil
ditanggulangi.

Tabel 111.1.29. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun 2023 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8)

IKU SATUAN IKP (TAHUN SATUAN KRITERIA TAHUN

(TAHUN 2022) TAHUN 2022 2023) TAHUN 2023 2022 2023
Persentase % Persentase % Target 100 100
Keberhasilan Keberhasilan s
Penanggulangan Penanggulangan T 100 100
Kejadian Kejadian Kinerja (%) 100 100
Pencemaran Laut Pencemaran
Oleh Kegiatan Laut Oleh
Kapal Di Kegiatan Kapal
Pelabuhan Di Pelabuhan

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditien. Perhubungan Laut

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja dalam Renstra
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program
Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal
Di Pelabuhan (IKP 8) Kedelapan :

Untuk IKP 8 Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut oleh
Kegiatan Kapal di Pelabuhan, pada Tahun 2022 terdapat realisasi kinerja sebesar 100% dari target
yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 100% sehingga
pencapaian kinerjanya 100% sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan artinya pada
Tahun 2022 kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di pelabuhan yang dilaporkan Unit

Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil ditanggulangi.
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Tabel 1.1.14. Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal,
Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi
NO KEJADIAN NAMA JENIS | PENYEBAB TUMPAHAN TINDAKAN
KAPAL | KAPAL MINYAK PENANGGULANGAN
TANGGAL LOKASI JENIS JUMLAH
1.1 11 Muara MT. Terdapat aspal * Liter MT AASIH berkoordinasi
FEBRUARI | Sungai AASIH kebocoran dengan KUPP Kelas |l
2023 Noyo, akibat kapal Lahewa melakukan
desa kandas pembersihan ceceran aspal
Faekhuna di area perairan dibawah
‘a, Nias koordinator KLHK.
Utara
1005’45.8
"N
97020°50.
9E
2.| 27 MARET | Di sekitar | MV. Motor Terdapat + Liter |a. MV ARKLIFT dan PT.
2023 Perairan ARKLIF |Vessel kebocoran (tidak Gesuri Lloyd Indonesia
Dermaga | T dari bilge dijelask (keagenan kapal)
PT tank denga an) berkoordinasi dengan
Mcdermot sebaran KSOP Batam dalam
t kurang lebih penanggulangan
Indonesia 100 meter pencemaran dengan
, Batam memasang oilboom di
sekeliling kapal, serta
pemakaian oil absorbent
socks dan oil absorbent
pad pada area perairan
yang tercemar sehingga
pencemaran dapat
diatas dalam  kurun
waktu 8 jam.
Tgl 28 Maret 2023 KSOP
Khusus Batam telah
melakukan pemantauan
dan pengawasan didaerah
dermaga dan sudah tidak
ditemukan pencemaran
tersebut.
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12 APRIL | Di  Area | Tidak Tidak Terdapat a. Pangkalan PLP Kelas Il
2023 Pantai diketahu | diketahu | tumpahan Tanjung Uban telah
nirwana i i minyak hitam sampai di lokasi
Gardens tumpahan minyak dan
Resort, melaksanakan
Bintan koordinasi dengan pihak
Nirwana Hotel Resort,
Polisi Air dan Udara
Polres Bintan, Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten Bintan, dan
pihak-pihak terkait
lainnya;

b. Tumpahan minyak
masih dalam keadaan
cair sehingga proses
pembersihan dan
pengumpulan sisa
tumpahan minyak dapat
dilakukan setelah
minyak dalam keadaan
menggumpal  dengan
kondisi tercampur
lumpur atau pasir pantai.
Rencananya minyak
tersebut akan
dikumpulkan dalam
storage tank berupa
drum dan kemudian
akan di tindak lanjuti
oleh Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Bintan;

Tumpahan minyak
tersebut dapat
ditanggulangi opoleh
pihak-pihak terkait yang
terlibat;
1 Mei 2023 | Di MT Motor Terdapat Minyak a. Kementerian

Perairan Pablo Tanker kebocoran Hitam perhubungan dalam hal

Tanjung dikarenakan ini Direktorat KPLP

Berakit, kapal beserta KLHK dan

Riau terbakar pihak-pihak terkait

Batam sedang menindaklanjuti
tumpahan minyak
tersebut  dikarenakan

masuk dalam Tier 3,
karena dari kebakaran
tersebut mengakibatkan
tumpahan minyak yang
tersebar ke lintas batas
negara;
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Tabel 111.1.30. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja
dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024
pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8)

TARGET DAN REALISASI

Penanggulangan Kejadian
Pencemaran Laut Oleh
Kegiatan Kapal Di
Pelabuhan

KINERJA TAHUN 2023
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM SATUAN KINERJA (%)
TARGET REALISASI
RENSTRA
IKP.8 | Persentase Keberhasilan % 100 100 100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut
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B. KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM DIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tabel l1l.2.1. Kontribusi'f:Férhadap Capaian IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023

Meningkatnya
Optimalisasi Pengelola
Akuntabilitas Kinerja,
Anggaran, Dan BMN
Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diakses pada tanggal 31 Desember 2023 yang

97,40 | 42,23 10.425.671.349.000 6.145.013.295.784 58,94

diakses tanggal 25 Januari 2023

iy 2N
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C. REALISASI ANGGARAN
Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2023 akan disampaikan pada tabel di

bawah ini:

LRIP Dincttorat Yenderal Pertinbungan Laut Taliun 2025

SRS
Anmi

\

Tabel 1ll.3.1. Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2023

NO

KEGIATAN

PAGU AWAL

PAGU AKHIR

REALISASI

Pengelolaan Organisasi
dan SDM Transportasi
Laut

26.399.080.000

29,710,456,00

29,327,435,490

Pengelolaan
Perencanaan, Keuangan,
BMN dan Umum
Transportasi Laut

3.122.967.266.000

2.966.929.329.000

2.945.961.902.051

Pengelolaan Komunikasi
dan Informasi Publik
Transportasi Laut

24.371.483.000

42,273,979,000

41,974,704,080

Legislasi dan Litigasi
Transportasi Laut

6.401.368.000

5,080,296,000

4,878,480,799

Keselamatan dan
Keamanan Transportasi
Laut

1.004.504.704.000

1,241,753,970,000

1,086,200,145,872

Pelayanan Transportasi
Laut

1.601.442.730.000

2,307,076,275,000

2,302,785,840,289

Infrastruktur Konektivitas
Transportasi Laut

2.159.087.820.000

3,368,093,965,000

3,350,721,943,868

Penunjang Teknis
Transportasi Laut

639.132.962.000

666,036,029,000

653,128,509,679

TOTAL

8.584.307.413.000

10,647,904,299,000

10,414,978,962,128

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
(Posisi dan diakses pada tanggal 12 Februari 2024)

Selama tahun 2023 Revisi Anggaran telah dilakukan sebanyak 18 (Delapan belas) kali sebagai

berikut:

A. Revisi 1 (pengesahan Nomor S-990/AG/AG.3/2022 tanggal 26 Desember 2022)
Revisi
Rp374.542.596.000,00 pada DIPA Direktorat

anggaran  berupa

pemblokiran

Perhubungan, Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

anggaran

Jenderal

(automatic

Perhubungan

adjustment)

Laut,

sebesar

Kementerian
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1. Belanja pegawai (sumber dana RM) dilakukan pemblokiran pada 297 satuan kerja sebesar
Rp177.469.677,00 dengan mempertimbangkan pegawai yang pensiun di tahun 2023.

2. Belanja barang (sumber dana RM) sebesar Rp74.548.777.000,00 :

a. Belanja perjalanan dinas dalam rangka efisiensi, dilakukan pemblokiran automatic
adjustment sebesar Rp 69.548.481.000,- ;

b. Belanja barang non operasional lainnya dalam rangka efisiensi, dilakukan pemblokiran
automatic adjustment sebesar Rp 5.000.296.000,-.

3. Belanja modal (sumber dana RM) sebesar Rp 40.290.524.000,00 dengan rincian:

a. Lanjutan Pembangunan Faspel Munse pada UPP Lapuko sebesar Rp 4.000.000.000,-
dilakukan pemblokiran automatic adjustment karena merupakan sisa anggaran kontrak
tahun jamak TA. 2022-2023 dan pekerjaan tersebut selesai tahun 2023.

b. Rehabilitasi- Faspel Tana Paser pada UPP Tana Paser sebesar Rp 10.000.000.000,-
dilakukan pemblokiran automatic adjustment karena merupakan sisa anggaran kontrak
tahun jamak TA. 2022-2023 dan pekerjaan tersebut selesai tahun 2023.

c. Pembangunan Faspel Sanur pada KSOP Benoa sebesar Rp 13.000.000.000,- dilakukan
pemblokiran automatic adjustment karena merupakan sisa anggaran kontrak tahun jamak
TA. 2020-2023 dan pekerjaan tersebut selesai tahun 2023.

d. Kegiatan-kegiatan yang dapat diefisiensikan karenaterdapat perubahan/penyesuaian
ruang lingkup pekerjaan, dapat ditunda, dan tidak mendesak antara lain:

1) Pembangunan Sisi Darat Pelabuhan Daruba pada UPP Daruba sebesar Rp
9.390.524.000,-;

2) Studi Penyusunan RIP dan DLKR DLKP pada Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhan
Pusat sebesar Rp 1.000.000.000,-;

3) Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Monitoring Pemakaian Bahan Bakar pada Satker
Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pusat sebesar Rp
2.400.000.000,-;

4) Pengadaan, Perizinan, dan Distribusi Senjata Api pada Satker Peningkatan Fungsi
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebesar Rp 250.000.000;

5) Pengadaan A1S (Monitoring System Kapal) untuk Kapal Kelas IV dan V pada Satker
Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sebesar Rp 250.000.000.

4. Kegiatan yang masih terblokir/masih tercantum dalam catatan halaman IV.A DIPA (sumber dana

RM) sebesar Rp 82.233.618.000,-, dengan rincian:

a. Pembangunan Penanggulangan Pencemaran Terminal Marine Polution (kegiatan
pendukung IKN) pada KSOP Balikpapan sebesar Rp 54.033.618.000,- dilakukan
pemblokiran automatic adjustment karena masih menunggu hasil penyusunan DED, status
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lahan HPL Pelindo, lokasi direktif SE Menkeu terkait dukungan IKN dan posisi saat ini masih
terblokir.

b. Rehabilitasi Dermaga, Trestle dan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Penajam Paser
(kegiatan pendukung IKN) pada KSOP Balikpapan sebesar Rp 28.200.000.000,- dilakukan
pemblokiran automatic adjustment karena belum ada DED dan kejelasan status kepemilikan

lahan, lokasi direktif SE Menkeu terkait dukungan IKN dan posisi saat ini masih terblokir.

B. Revisi 2 (pengesahan Nomor S-40/AG/AG.3/2023 tanggal 29 Januari 2023)
Revisi anggaran berupa Penambahan pagu anggaran sumber dana PLN JICA Proyek Pembangunan
Pelabuhan Patimban, sebesar Rp607.661.436.000,00, dan ralat kode nomor register SBSN kegiatan:
Pembangunan Kapal Patroli Kelas Ill Aluminium pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan
Penjagaan Laut dan pantai, dan Pembangunan Dermaga Kenavigasian pada Satker Distrik Navigasi

Benoa.

C. Reuvisi 3 (pengesahan S-79/AG/AG.3/2023 tanggal 20 Februari 2023)

Revisi anggaran berupa:

1. Pergeseran/ realokasi anggaran antar satker sebesar Rp88.951.448.000,00, terdiri dari revisi
pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp44.679.512.000,00; dan
sumber PNBP sebesar Rp44.271.936.000,00, dengan rincian:

a. Sumber dana RM sebesar Rp 49.707.364.000,-, diperoleh dari:
1) Blokir reguler sebesar Rp 5.077.251.000,-
2) Efisiensi anggaran sebesar Rp 44.630.113.000,-

b. Sumber dana PNBP sebesar Rp 44.271.936.000,-, diperoleh dari:
1) Sisa anggaran kegiatan kontraktual sebesar Rp 9.238.289.000,-
2) Blokir reguler sebesar Rp 4.396.490.000,-
3) Efisiensi anggaran sebesar Rp 30.637.157.000,-

Sumber realokasi anggaran tersebut direalokasi untuk:

a. Kegiatan inaportnet di 151 pelabuhan pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Laut sebesar Rp 39.870.183.000,-.

b. Subsidi Angkutan Laut Perintis mekanisme penugasan pada Satker Peningkatan Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebesar Rp 45.292.704.000,-, yang diperlukan dalam rangka
mencukupi kebutuhan operasional perintis mekanisme penugasan sampai dengan bulan Maret
2022.
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c. Kegiatan operasional pendukung pelabuhan Patimban pada Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan Patimban sebesar Rp 4.813.035.000,-.
d. Pemeliharaan aplikasi SEHATI pada Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp

4.003.378.000,-.

2. Lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN/luncuran sisa anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (TA 2022) yang dilanjutkan ke TA 2023 sebesar Rp62.831.548.000,00 sebagai tindak
lanjut Berita Acara Rekonsiliasi Rapat Koordinasi Realisasi Anggaran SBSN Proyek Tahun
Anggaran 2022 (TA 2022) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dengan rincian:
a. Sisa dana SYC TA. 2022 dilanjutkan ke TA. 2023 sebesar Rp 16.451.667.000,-, yaitu pada

Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Tual dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Patimban
b. Sisa dana MYC TA. 2022 yang diluncurkan ke TA. 2023 sebesar Rp46.379.881.000,- yaitu pada

Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan Distrik Navigasi Benoa

3. Revisi pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam satu satker sebesar Rp1.035.657.000,00
pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Anggrek dikarenakan terdapat

kesalahan/koreksi jenis akun belanja, yang semula belanja modal menjadi belanja barang.

. Reuvisi 4 (Pengesahan nomor S-233/AG/AG.3/2023 tanggal 5 Mei 2023)

Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran belanja negara tetap yang

meliputi:

1. Realokasi/pergeseran anggaran antar Satker TA. 2023 dalam rangka memenuhi kebutuhan
anggaran di bidang keperintisan dan kegiatan prioritas lainnya di lingkungan Ditjen Perhubungan
Laut sebesar Rp 47.681.752.000,-, dengan rincian:

a. Sumber dana RM sebesar Rp 33.812.944.000,-;
b. Sumber dana PNBP sebesar Rp 13.868.808.000,-.

2. Realokasi/pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Satker TA. 2023 sebesar Rp 11.008.434.000,-
dengan rincian:

a. Sumber dana RM sebesar Rp 9.308.434.000,-;
b. Sumber dana PNBP sebesar Rp 1.700.000.000,-.

. Revisi 5 (Pengesahan nomor S-292/AG/AG.3/2023 tanggal 30 Mei 2023)

Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sebesar Rp121.656.949.000,00, terdiri dari revisi

pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp40.105.665.000,00 dan sumber
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PNBP sebesar Rp81.551.284.000,00 dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran di bidang
keperintisan, tol laut, dan kegiatan prioritas lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut dan Pergeseran anggaran antar Rincian Output (RO) dalam satu satker yang sama, Satker Unit

Penyelenggaraan Pelabuhan (UPP) Bade, sebesar Rp220.000.000,00.

F. Revisi 6 (Pengesahan nomor S-325/AG/AG.3/2023 tanggal 26 Juni 2023)
Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) automatic adjustment guna kegiatan
Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kapal perintis mekanisme penugasan, sebesar
Rp95.455.888.000,00, dan Pergeseran anggaran belanja pegawai antar satker sebesar
Rp4.440.059.000,00.

G. Revisi 7 (Pengesahan nomor S-406/AG/AG.3/2023 tanggal 22 Juli 2023)
Revisi pergeseran anggaran blokir Automatic Adjustment Belanja Pegawai di Lingkungan Ditjen
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ke BA BUN sebesar Rp177.469.677.000,00 dalam

rangka penyesuaian pagu belanja pegawai tahun anggaran 2023.

H. Revisi 8 dan 9 (Pengesahan nomor S-474/AG/AG.3/2023 tanggal 20 Agustus 20223)

Revisi tersebut berupa:

1. Penambahan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp648.829.022.000, dan perubahan
prognosa/perkiraan pendapatan PNBP Ditjen Hubla bertambah sebesar Rp174.543.884.000,
dari semula Rp4.400.543.180.000 berubah menjadi Rp4.575.087.064.000;

2. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sebesar Rp21.318.940.000,00, terdiri dari revisi
pergeseran anggaran sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp17.239.000.000,00; dan sumber
PNBP sebesar Rp4.079.940.000, dan

3. Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) guna kegiatan penyelenggaraan
angkutan laut perintis, sebesar Rp44.428.240.000;

I. Revisi 10 (Pengesahan nomor S-518/AG/AG.3/2023 tanggal 3 Oktober 2023)
Revisi anggaran tersebut berupa:
1. Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) Automatic Adjustment (AA) sebesar
Rp101.617.031.000,-
2. Pergeseran/realokasi anggaran antar antar eselon | dalam program yang sama, yakni dari
Ditjen Hubla ke Setjen Kemenhub guna memenuhi kebutuhan biaya kegiatan komunikasi publik

capaian-capaian Kemenhub sebesar Rp1.560.171.000.
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J. Revisi 11 (Pengesahan nomor S-598/AG/AG.3/2023 tanggal 3 Oktober 2023)

Revisi tersebut berupa:

1.

Pergeseran/realokasi anggaran antar satker guna memenuhi kebutuhan belanja pegawai sebesar
Rp40.289.579.000,00

Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sebesar Rp55.419.155.000,00, terdiri dari revisi
pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp24.705.771.000,00; dan
sumber PNBP sebesar Rp30.713.384.000,00

Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sumber dana SBSN dalam rangka optimalisasi
anggaran._guna membiayai Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Bungku, Sulawesi Tengah
sebesar Rp9.600.000.000,00

Penambahan anggaran percepatan pelaksanaan kegiatan pinjaman/PLN JICA Proyek
Pembangunan Pelabuhan Patimban, Phase (I-1) sebesar Rp191.314.009.563,00 dan Phase (I-2)
sebesar Rp325.178.698.887,00

Pengesahan pencantuman pembayaran ganti rugi pengadaan tanah PSN Pelabuhan Patimban
oleh LMAN Semester | TA 2023 sebesar Rp975.468.666,00

K. Revisi 12 & Revisi 13 (Pengesahan nomor S-785/AG/AG.3/2023 tanggal 5 November 2023)

Revisi anggaran berupa:

N

Pergeseran/realokasi anggaran antar unit eselon | yakni dari Ditien Perhubungan Laut ke Setjen
Kementerian Perhubungan, sebesar Rp6.200.000.000,00,

Penghapusan Catatan Halaman IV.A DIPA (buka blokir) kegiatan rehabilitasi/replacement
fasilitas pelabuhan laut Bonerate dan Sofifi sebesar Rp17.000.000.000,00

Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sebesar Rp77.834.653.000,00, terdiri dari revisi
pergeseran anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp29.572.200.000,00; dan
sumber PNBP sebesar Rp48.262.453.000,00

Revisi administrasi berupa ralat penggunaan kode KRO/RO dengan tidak mengubah peruntukan
(item tetap) berupa pengadaan BBM genset pada satker KSOP Palembang, sebesar
Rp120.960.000,00, dan

Pergeseran/realokasi anggaran untuk memenuhi adanya reorganisasi di Lingkungan Ditjen
Perhubungan Laut sebesar Rp8.026.884.000,00 dan pergeseran target PNBP sebesar
Rp733.241.931.000,00

BAB [ll Akuntabilitas Kinegja Il - 49



LRIP Dincttorat Yenderal Pertinbungan Laut Taliun 2025 \
L.Revisi 14 & Revisi 15 (Pengesahan nomor S-813/AG/AG.3/2023 tanggal 12 November 2023)Revisi
anggaran tersebut berupa:
1. Percepatan penarikan PLN JICA Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban Phase (12) sebesar
Rp130.542.308.916,00,
2. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker dengan sumber dana PNBP sebesar
Rp319.692.000,00,
3.. Pergeseran/realokasi anggaran dari BA BUN (BA 999.08) ke BA Kementerian Perhubungan (BA
022.04) guna tambahan belanja pegawai sebesar Rp91.894.362.000,00

M. Revisi 16 (Pengesahan nomor S-842/AG/AG.3/2023 tanggal 29 November 2023)

Revisi anggaran tersebut berupa:

1. Pergeseran/realokasi belanja pegawai antar satker untuk peruntukan yang sama sebesar
Rp12.215.788.000,00,

2. Pergeseran/realokasi sisa anggaran/kontrak sumber Rupiah Murni (RM) antar satker guna
memenuhi kebutuhan kekurangan belanja pegawai sebesar Rp4.797.034.000,00,

3. Pergeseran anggaran antar akun dalam satu satker yang sama guna keperluan pemenuhan
belanja pegawai (tunjangan kinerja) Rp 603.250.000,00, dan

4. Pergeseran/realokasi anggaran antar satker sumber dana PNBP sebesar Rp1.606.073.000,00

N. Revisi 17 sesuai Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Nomor S-24/PB.2/2024 tanggal 17 Januari 2023
Revisi anggaran berupa revisi realokasi/pergeseran anggaran antar Satker antar wilayah Kanwil
Ditjen Perbendaharaan dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai TA. 2023 sebesar
Rp 2.667.992.000,-

O. Revisi 18 (Pengesahan nomor S-89/PB.2/2024 tanggal 12 Februari 2024)

Revisi anggaran tersebut berupa revisi realokasi anggaran antar Eselon | dalam program yang sama
(Dukungan Manajemen) di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kekurangan
belanja pegawai Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 32.500.000.000,- dengan rincian sebagai
berikut:

1. Ditjen Perhubungan Laut berkurang sebesar Rp 20.950.000.000,-;

2. Ditjen Perkeretaapian berkurang sebesar Rp 2.550.000.000,-;

3. Ditjen Perhubungan Darat berkurang sebesar Rp 7.150.000.000,-;

4. BPSDM Perhubungan berkurang sebesar Rp 1.850.000.000,-.
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Tabel 1ll.3.4. Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
NO Indikator Kegiatan Taraet PAGU DIPA REALISASI KEUANGAN | FISIK
' Program J (Rp) (Rp) (%) (%)
1 Jumlah Realisasi
Belanja ~ Anggaran 0 10.626.954.29 | 10.414.978.962.12 0 98,01
Direktorat Jenderal 97,40% 9.000 8 98,01% %
Perhubungan Laut
TOTAL

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktotat Jenderal Perhubungan Laut
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Tabel 111.3.5 Realisasi Belanja Per Program
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NO Kode Pagu Awal Pagu Revisi Real % Sisa
1. | 022.04.GA | Program 5.461.340.147.000 7.660.037.857.000 | 7.469.017.060.077 97,51% 191.007.909.923
Infrastruktur
Konektivitas
2. | 022.04.WA | Program 3.122.967.266.000 | 2.966.929.329.000 | 2.945.961.902.051 99,29% 20.967.426.949
Dukungan
Manajemen
TOTAL 8.584.307.413.000 | 10,647,904,299,000 | 10.626.954.299.000 | 10.414.978.962.128 98,01%

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktotat Jenderal Perhubungan Laut
(Posisi 31 Desember 2023).
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Tabel I11.3.6. Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023
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INDIKATOR REALISASI | PROGRAM/ PAGU (Rp) REALISASI EFISIENSI | KETERANGAN
No | proanaN KEGIATAN | SATUAN | TARSET KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DAYA (%)
(1) (2) (3) 4) )
SP.1 Meningkatnya | IKP1 | Rasio Rasio 0,94 0,94 Layanan Pagu Awal = 44.000.000.000 0
Konektivitas Konektivitas angkutan rede || 44.000.000.000
Transportasi Transportasi (16 layanan)
Laut Laut Nasional

Layanan Pagu Awal = 638.052.703.00
angkutan laut | 259,761,462,00 0
perintis 0
prioritas Pagu Revisi =
nasional (PEN) | 602.503.798.00
(44 layanan) 0

Pagu Revisi =

637.883.601.00

0

Layanan Pagu Awal = 803.239.072.58
angkutan laut | 926.965.031.43 7
perintis 2
prioritas Pagu Revisi =
nasional 802.125.376.40

(73 layanan)

1
Pagu Revisi =
816.568.893.76
8
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INDIKATOR REALISASI | PROGRAM/ PAGU (Rp) REALISASI EFISIENSI | KETERANGAN
No | maoaRAN KEGIATAN | SATUAN | TARCET KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DAYA (%)
(1) (2) (3) (4) )
Layanan Pagu Awal = || 586.335.162.00
angkutan tol || 520,343,765,00 || O
laut  prioritas 0
nasional (39 Pagu Revisi =
layanan) 628.545.162.00
0
Pagu Revisi =
586.335.162.00
0
Layanan Pagu Awal = 63.226.389.000
angkutan 63,426,377,000
ternak prioritas | Pagu Revisi =
nasional 62,219,386,000
(6 layanan)
Pagu Akhir : 2.134.853.326.5 | 12.153.716.1
2.147.007.042.7 87 81
68
IKP2 | Persentase % 27 30 - - - - -
Pencapaian
Trayek
Pelayaran
Yang
Membentuk
Loop Secara
Teratur
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SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI | PROGRAM/ PAGU (Rp) REALISASI EFISIENSI | KETERANGAN
NO PROGRAM KEGIATAN SATUAN 2023 KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DAYA (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
SP.2 Meningkatnya | IKP3 | Persentase On % 84 83 Evaluasi Pagu Awal 512.795.000

Kinerja Time Standar :500.000.000

Pelayanan Performance Kinerja

Transportasi pada Operasional Pagu Revisi:

Laut Pelabuhan Pelabuhan 512.795.000

Utama dan
Pengumpul
Bimtek Pagu Awal 349.326.000
Standar 350.000.000
Kinerja
Operasional Pagu Revisi
Pelabuhan 349.326.000
SP.3 Meningkatnya | IKP4 | Rasio kejadian /10.000 0,97 0,84 Asistensi, Pagu Awal : 67,661,820 100 Jan-Des

Keselamatan Kecelakaan Pelayaran Monitoring dan 75.000.000

Dan Transportasi Evaluasi Pagu Rev :

Keamanan Laut Pemeriksaan 67.662.000

Transportasi Kecelakaan

Laut Kapal
Monitoring - - - -
terkait
permasalahan
Surat
Persetujuan
Berlayar
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INDIKATOR REALISASI | PROGRAM/ PAGU (Rp) REALISASI EFISIENSI | KETERANGAN
No | maoaRAN KEGIATAN | SATUAN | TARCET KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DAYA (%)
(1) (2) (3) 4) )
Monitoring dan Pagu Awal : 86,400,000 100 Jan-Des
Evaluasi 75.000.000
Kinerja Pagu Reuvisi :
Pejabat 86.400.000
Pemeriksa
Kelaiklautan
dan
Keamanan
Kapal Asing
(PSCO)
Sosialisasi Pagu Awal : 1,184,558,834 100 Feb-November
keselamatan 1.134.560.000 (sudah
pelayaran Pagu Revisi : dilaksanakan bin

1,184,560,000

februari 2023 di 5
lokasi Pangkalan
PLP Priok,
Pangkalan PLP
Tg Perak,
Pangkalan PLP
Tg Uban,
Pangkalan PLP
Bitung, Pangkalan
PLP Tual)
Sudah
dilaksanakan
bulan Juni di
KSOP Padang
Bay dan Agustus
di Maluku, Bulan
September diUPP
Tg Beringin,

BAB Il Akuntabilitas Kinerja Il - 56




LRIP Dincttorat Yenderal Pertinbungan Laut Taliun 2025

7T
Anui

N\ 4

NO

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
KEGIATAN
PROGRAM

SATUAN

TARGET
2023

REALISASI

PROGRAM/
KEGIATAN

PAGU (Rp)

REALISASI

EFISIENSI
SUMBER
DAYA (%)

KETERANGAN

(1)

(2)

()

(4)

(5)

Bulan November
di Pelabuhan
Sanur dan
Pelabuhan
Mendeh Padang.
Bulan Desember
di UPP Jepara

Pembangunan
Kapal Patroli

Pagu Awal
76.210.000.000
Pagu Revisi
105,818,403,000

105,812,672,439

99,99

Kapal Kis Il MYC
(2022-2023)
sudah selesai
(Desember),
Kapal Kis IV
(MYC 22-23)
sudah selesai
(Desember),
Kapal Kelas IV
(SYC) sudah
selesai
(Desember)

Pengadaan
AIS

Pagu Awal
5.280.120.000
Pagu Revisi

4.690.000.000

100

Selesai
(Desember)
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SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI | PROGRAM/ PAGU (Rp) REALISASI EFISIENSI | KETERANGAN
NO PROGRAM KEGIATAN SATUAN 2023 KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DAYA (%)
(1) (2) (3) 4) )
(Monitoring 4,690,000,000
System Kapal)

IKPS | Rasio /100.000 0,27 0 Peningkatan Pagu Awal 217,865,430 99,99 Dilaksanakan
penurunan Pelayaran keterampilan 320.000.000 bulan Juli Selesai
gangguan ISPS CODE Pagu Revisi
keamanan 217,880,000
transportasi Pengukuhan Pagu Awal : 169,151,800 99.95 Dilaksanakan
laut Auditor ISPS 224.500.000 bulan November

Code Pagu Revisi Selesai
169,230,000
Fourth Pagu Awal 110,000,000 100 Agustus (selesai)
Verification 100.000.000
ISPS Code Pagu Revisi
110,000,000
Pengadaan, Pagu Awal 3.908.110.000 97.51 Juni-Desember
perizinan dan 4.500.000.000 (Selesai)
distribusi Pagu Revisi
senjata api 4.008.040.000
lainnya
Kegiatan
Operasi Patroli
Terpadu

IKP6 | Tingkat % 97,75 96,33 Replacement Pagu Awal = 14.929.417.500 0,03
Kehandalan Menara Suar 18.174.521.000
Kenavigasian Tanjung Ligeta

dan Pagu Akhir =
Replacement 14.933.489.000
Rambu
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SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI | PROGRAM/ PAGU (Rp) REALISASI EFISIENSI | KETERANGAN
NO PROGRAM KEGIATAN SATUAN 2023 KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DAYA (%)
(1) (2) (3) 4) )
Pelabuhan
Raijua
Pengadaan Pagu = 280.275.000 0,29
Lampu Sektor 281.100.000
Light (2 Unit)
Pengadaan Pagu Awal = 842.247.852 0,12
Lampu 900.000.000
Menara Suar
Type Rotating Pagu Akhir =
1 Unit 843.300.000
Pengadaan Pagu Awal = 943.650.000 0,00
Lampu SBNP | 948.281.000
Ramsu 12 NM
Led, Lampu Pagu Akhir =
SBNP Pelsu 5 943.650.000
NM Led,
Lampu SBNP
Ramtun R/L
Led
Pengadaan Pagu Awal = 556.110.000 0,00
Lampu Rambu | 731.670.000
Suar 10 Nm
Pagu Akhir =
556.110.000
Pengadaan Pagu = 850.858.100 0,21
Lampu 852.670.000
Menara Suar
21 NM Type 1
Unit, Lampu
Rambu Suar
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NO

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR

KEGIATAN
PROGRAM

SATUAN

TARGET
2023

REALISASI

PROGRAM/
KEGIATAN

PAGU (Rp)

REALISASI

EFISIENSI
SUMBER
DAYA (%)

KETERANGAN

(1)

(2)

()

(4)

(5)

12 NM 3 Unit,
Lampu
Pelampung
Suar 5 NM 2
Unit

Pengadaan
Lampu Rambu
Suar 12 NM (4
unit) dan
Lampu
Pelampung
Suar 5 NM (6
Unit)

Pagu Awal =
785.180.000

Pagu Akhir
735.714.000

729.869.464

0,79

Pengadaan
Lampu
Menara Suar
Rotating Jarak
Tampak 22-24
NM (1 Unit)

Pagu Awal =
800.000.000

Pagu Akhir =
742.700.000

742.700.000

0,00

SP.4

Meningkatnya
Kinerja
Pencegahan
Dan
Penanggulang
an
Pencemaran
Laut

IKP7

Rasio Kapal
Yang
Menggunakan
Bahan Bakar
Rendah Sulfur
(Maksimal 0,5
M/M)

Rasio

0,9

0,933

Penerbitan
Sertifikat
pencegahan
pencemaran

Monitoring
aplikasi
pelaporan
konsumsi
bahan bakar
kapal

Melalui Aplikasi
dcs-
ditkapel.dephub.g
o.id

BAB Il Akuntabilitas Kinerja 1l - 60




LRIP Dincttorat Yenderal Pertinbungan Laut Taliun 2025

7T
Anui

N\ 4

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI | PROGRAM/ PAGU (Rp) REALISASI EFISIENSI | KETERANGAN
NO PROGRAM KEGIATAN SATUAN 2023 KEGIATAN SUMBER
PROGRAM DAYA (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
Pengadaan 2.802.800.000 2.802.800.000 0 4 Unit untuk
alat portable lokasi KSOP
sulfur in fuel oil Ambon, KSOP
analyzer Panjang, KSOP
Tanjung Emas,
KSOP Sorong
IKP8 | Persentase % 100 100 Latihan Pagu Awal : 1.409.639.500 99.91 Dilaksanakan
Keberhasilan Bersama 1.800.000.000 oktober Selesai
Penanggulang Penanggulang Pagu Revisi :
an Kejadian an Tumpahan 1.410.880.000
Pencemaran Minyak di Laut
Laut Oleh (MARPOLEX
Kegiatan NATIONAL
Kapal Di 2023)
Pelabuhan Penanganan Pagu Awal : 105,760,000 100 Dilaksanakan
Tanggap 132.000.000 Januari-
Darurat Pagu Revisi : Desember
Musibah di 105.760.000 (selesai)
Laut
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BAB IV

Penutup

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Tahun 2023

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Tingkat Eselon |

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berikut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional

Adapun target Rasio Konektivitas Transportasi Laut pada Tahun 2023 sebesar 0,94. Jumlah
pelabuhan yang penggunaannya untuk angkutan laut, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 432
Tahun 2017 tentang RIPN sebanyak 636 pelabuhan.

Pada Triwulan | di bulan Januari tahun 2023 terdapat penambahan 16 (enam belas) pelabuhan yang
dilayani angkutan laut yaitu Pelabuhan Darume di Halmahera, Pelabuhan Gilimandangin di Madura,
Pelabuhan Kadatua di Buton Selatan, Pelabuhan Kataloka di Buton Selatan, Pelabuhan Loleo Jaya di
Halmahera, Pelabuhan Maidi di Tidore, Pelabuhan Mangga Dua di Ternate, Pelabuhan Mumugu di Ternate,
Pelabuhan Nunbaun Sabu di Rote, Pelabuhan Pulau Sebesi di Sulawesi Selatan, Pelabuhan Papela di Rote,
Pelabuhan Parit Rempak di Kepulauan Riau, Pelabuhan Pasean di Pamekasan, Pelabuhan Siompu di Buton
Selatan, Pelabuhan Siwa di Sulawesi Barat dan Pelabuhan Tana Paser di Kalimantan Timur. Dengan
demikian jumlah pelabuhan yang dilayani menjadi 592 pelabuhan, dan rasio konektivitas transportasi laut
nasional pada Januari sampai dengan Maret Tahun 2023 sebesar 0,93 sehingga persentase capaian kinerja
sebesar 98,94%.

Sampai dengan Triwulan |l terdapat penambahan 3 pelabuhan yang dilayani angkutan laut yaitu
Pelabuhan Sibigo di NAD, Pelabuhan Sungsang di Sumatera Selatan dan Pelabuhan Tanjung Berakit di
Kepulauan Riau, sehingga pada Triwulan |l terdapat 19 Pelabuhan.

Pada Triwulan Il sampai dengan Triwulan IV tidak ada penambahan, sehingga total sampai
dengan Triwulan Iv sebanyak 19 pelabuhan. Dengan demikian jumlah pelabuhan yang dilayani
angkutan laut menjadi 595 pelabuhan, dan rasio konektivitas transportasi laut nasional pada
Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 sebesar 0,94 sehingga persentase capaian kinerja

sebesar 100%.
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2. Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur

Adapun target Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara
Teratur Tahun 2023 sebesar 27% atau sebanyak 37 trayek dari 138 trayek tetap dan teratur. Pada
triwulan | tahun 2023 telah diinventarisasi sebanyak 37 trayek tetap dan teratur angkutan peti
kemas membentuk loop service. Sedangkan pada Triwulan Il sampai dengan Triwulan [V

mengalami peningkatan menjadi 30% atau sebanyak 41 trayek dari 138 trayek.
3. Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul

Adapun target Persentase On Time Performance pada Pelabuhan Utama dan Pengumpul
Tahun 2023 sebesar 84%. Pencapaian pada Triwulan | sebesar 94%, sehingga prosentase
pencapaian terhadap target sebesar 94%. Pencapaian pada Triwulan Il sebesar 78%, sehingga
prosentase pencapaian terhadap target sebesar 93% pada Triwulan Il sehingga belum mencapai
target yang telah ditetapkan. Pencapaian pada Triwulan Il sebesar 83%, sehingga prosentase
pencapaian terhadap target sebesar 98% pada Triwulan lll. Pencapaian pada Triwulan IV sebesar
83%, sehingga prosentase pencapaian total terhadap target sebesar 99% pada Triwulan IV

sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut

Adapun target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut target tahun 2023 sebesar
0,97/10.000 Pelayaran. Terlihat realisasi pada Triwulan | sebesar 0,81 (terdapat korban jiwa
meninggal/hilang sebanyak 3 orang), dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar
116,15%. realisasi pada Triwulan |l sebesar 0,86 dengan persentase pencapaian terhadap target
sebesar 111,34% dan realisasi pada Triwulan Ill sebesar 0,89 (terdapat korban jiwa meninggal/
hilang sebanyak 10 orang) dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 108,25% dan
realisasi pada Triwulan IV sebesar 0.84 (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 10 orang)

dengan persentase pencapaian terhadap target sebesar 113.4%
5. Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut
Adapun target Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut sesuai dengan target
tahun 2023 sebesar 0,27/100.000 Pelayaran. Pencapaian pada Triwulan | sampai dengan Triwulan

IV tedapat 2 laporan gangguan keamanan (pencurian barang di dalam container di perairan
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karimun kecil pada bulan Oktober 2023 dan pencurian di atas kapal di perairan Pelabuhan Dumai
pada bulan Desember 2023) sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 133,33%.
Terkait 2 kejadian tersebut dari Direktur KPLP sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan
Instansi terkait mengenai Pengawasan, Keamanan, dan Keselamatan Pelayaran arahan dari
Direktur KPLP agar UPT terkait apabila ada kejadian pencurian dan sebagainya untuk mengirim
surat sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan pihak KSOP terkait dapat membuat
SOP terkait kejadian tersebut agar tidak terulang kembali dan juga menyampaikan bahwa ada
beberapa opsi yang dapat dilakukan seperti meminta kepada Owner agar dapat memasang CCTV
di Kapal dan dapat memberikan laporan kepada Kepala Kantor KSOP terkait dan ke depannya
permasalahan ini-akan dirapatkan secara nasional ke Instansi terkait, dapat dilakukan patroli

bersama disesuaikan di titik-titik yang rawan.

. Tingkat Kehandalan Kenavigasian

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 97,75%. Realisasi pada Triwulan | sebesar
96,33%, Realisasi pada Triwulan |l dan sebesar 96,36, pada Triwulan lll terdapat realisasi sebesar
95,08 dan realisasi pada Triwulan IV adalah sebesar 95,13. Prosentase pencapaian terhadap
target secara total sebesar 97,32% sehingga belum memenuhitarget yang telah ditetapkan karena
terdapat beberapa kerusakan dari fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan VTS yang

diakibatkan karena adanya kekurangan anggaran untuk biaya pemeliharaan.

Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

Adapun target Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5
M/M) Tahun 2023 Rasio sebesar 0,9. Pencapaian Triwulan | rasio sebesar 0,796, pada Triwulan Il
tercapai sebesar 0,856 rasio, pada Triwulan lll tercapai sebesar 0.923 rasio dan pada Triwulan IV
terealisasi sebesar 0,933 rasio sehingga persentase pencapaian terhadap keseluruhan target saat
ini sebesar 103,67%. Capaian tersebut telah melebihi target tahunan yang ditetapkan karena
banyaknya permohonan penerbitan sertifikat yang masuk. Tingginya capaian kinerja pada Triwulan
IV merupakan akumulasi realisasi dari periode sebelumnya yang selalu melebihi target tahunan

sehingga berdampak terhadap realisasi tahun berjalan.
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8. Persentase Keberhasilan Penanggulangan Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Kapal
Di Pelabuhan

Adapun sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan | terdapat 2
laporan kejadian pencemaran di wilayah Muara Sungai Noyo, desa Faekhuna’a, Nias Utara dan Di
sekitar Perairan Dermaga PT Mcdermott Indonesia, Batam yang berhasil ditanggulangi sehingga
persentase pencapaiannya sebesar 100%. Sedangkan pada Triwulan Il terdapat 2 laporan
kejadian pencemaran di Di Area Pantai nirwana Gardens Resort, Bintan dan Di Perairan Tanjung
Berakit, Riau Batam yang berhasil ditanggulangi sehingga persentase pencapaiannya sebesar
100% dan pada Triwulan Ill dan IV tidak terdapat laporan kejadian pencemaran sehingga

persentase pencapaiannya sebesar 100%.

B. Langkah ke depan

Masih menunggu pelaksanaan Reviu Renstra 2020-2024 Kementerian Perhubungan dan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
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PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT
dipl@dephub.go.id



KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan,
partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Perjanjian
Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023. Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan
dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 ini
merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal
Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di
tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran strategis, program / kegiatan utama

beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan
kegiatan program tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta, Januari 2023
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Arif Toha

Jabatan . Direktur Jenderal Perhubungan Laut
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Budi Karya Sumadi

Jabatan . Menteri Perhubungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama

Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

-

BUDI KARYA/'SUMADI ARIF TOHA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

SASARAN
PROGRAM

2 3 4 5

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

SP 1 | Meningkatnya IKP 1 | Rasio konektivitas transportasi Rasio 0,94
konektivitas laut nasional
transportasi laut IKP 2 | Persentase pencapaian trayek % 27

pelayaran yang membentuk
loop secara teratur

SP 2 | Meningkatnya IKP 3 | Persentase On Time % 84
kinerja pelayanan Performance pada Pelabuhan
transportasi laut Utama dan Pengumpul

SP 3 | Meningkatnya IKP 4 | Rasio kejadian kecelakaan /10.000 0,97
keselamatan dan transportasi laut Pelayaran
keamanan IKP 5 | Rasio penurunan gangguan /100.000 0,27
transportasi laut keamanan transportasi laut Pelayaran

IKP 6 | Tingkat kehandalan % 97,75
Kenavigasian

SP 4 | Meningkatnya IKP 7 | Rasio kapal yang menggunakan Rasio 0,9
kinerja pencegahan bahan bakar rendah sulfur
dan (maksimal 0,5 m/m)

penanggulangan

IKP 8 | Persentase keberhasilan % 100
pencemaran laut _
penanggulangan kejadian

pencemaran laut oleh kegiatan
kapal di pelabuhan




Kegiatan

1.
2.

| e o o

Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum
Transportasi Laut

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi
Laut

Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut

Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut

Pelayanan Transportasi Laut

Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut

Penunjang Teknis Transportasi Laut

Disetujui, Jakarta,

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Anggaran
26.399.080.000,00

3.122.967.266.000,00

24.371.483.000,00

6.401.368.000,00
1.006.504.704.000,00
1.599.442.730.000,00
2.159.087.820.000,00
639.132.962.000,00

Januari 2023

Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

s

BUDI YA SUMADI ARIF TOHA



REVIU PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA PUSAT
dipi@dephub.go.id



KATA PENGANTAR

Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan,
partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, maka disusunlah dokumen Reviu
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023. Reviu
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 disusun
dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan
Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Tahun 2020-2024.

Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun
2023 ini merupakan dokumen pemyataan kesepakatan kinerja antara Direktur
Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target
kinerja di tahun 2023. Dokumen ini memuat sasaran strategis, program / kegiatan
utama beserta target kinerja dan anggaran.

Diharapkan reviu perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan
kegiatan program tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta, 2023
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ANTONI ARIF PRIADI
NIP. 19730808 199903 1 003




REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Antoni Arif Priadi

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Selanjutnya Disebut Pihak Pertama

Nama . Budi Karya Sumadi
Jabatan . Menteri Perhubungan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023
Pihak Kedua Pihak Pertama
Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

= sl

BUDI KARYA S DI ' ANTONI ARIF PRIADI



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO = SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
e B AT ke,
Meningkatnya konektivitas Rasio konektivitas transportasi
transportasi laut laut nasional
IKP 2 Persentase pencapaian trayek % 27
pelayaran yang membentuk
loop secara teratur
SP 2 | Meningkatnya kinerja IKP 3 Persentase On Time % 84
pelayanan transportasi laut Performance pada Pelabuhan
Utama dan Pengumpul
SP3 Meningkatnya keselamatan | IKP 4 Rasio kejadian kecelakaan /10.000 0,97
dan keamanan transportasi transportasi laut Pelayaran
laut IKP 5 Rasio penurunan gangguan /100.000 0,27
keamanan transportasi laut Pelayaran
IKP 6 Tingkat kehandalan % 97,75
Kenavigasian
SP 4 | Meningkatnya kinerja IKP7 Rasio kapal yang Rasio 0,9
pencegahan dan menggunakan bahan bakar
penanggulangan rendah sulfur (maksimal 0,5
pencemaran laut m/m)
IKP 8 Persentase keberhasilan % 100
penanggulangan kejadian
pencemaran laut oleh
kegiatan kapal di pelabuhan
Kegiatan Anggaran
1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut Rp. 26.399.080.000,00-
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut Rp. 3.122.967.266.000,00-
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut Rp. 24.371.483.000,00-
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut Rp. 6.401.368.000,00-
5. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut Rp. 1.006.504.704.000,00-
6. Pelayanan Transportasi Laut Rp. 1.599.442.730.000,00-
7. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut Rp. 2.159.087.820.000,00-
8. Penunjang Teknis Transportasi Laut Rp. 639.132.962.000,00-

Disetujui,
Menteri Perhubungan

BUDI KARYA SUMADI

Jakarta,

2023

Direktur Jenderal Perhubungan Laut
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MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : Januari TAHUN : 2023
Ty Target Bulan Januari Realisasi Bulan Januari % Capaian Bulan Januari
NO Sasaran Indikator Kinerja Satuan | dalam Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan fetastindikatoqRineia — Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Penanggung jawab
Program/ Kegiatan PK Kegiatan Target Kinerja Target Anggaran Realisasi Anggaran Capaian Kinerja ‘Capaian Anggaran
Volume [ % Volume % Volume Volume % %
[0 2) (4) (5) (6) 12} (8) © [0 (11 (12) (13) (14) (15) (16) “n (18) (19)
SP.1" |Meningkatnya IKP1 |Rasio Konektivitas Rasio | 094 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Konektivitas Transportasi Laut hal sebagai berikut:
Transportasi Laut Nasional 1 [Layanan angkutan rede Jumlah kapal rede yang 16 layanan 16 [ 100 3.666.666.667 | 8,3% 16 o 100 o Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut Subdit Angkutan Laut
(16 lavanan) i Dalam Neaeri
2 [Layanan angkutan laut perintis Jumlah trayek angkutan laut 44 1ayanan 44 [100 50.208.649.834 | 8,3% 44 0 100 0 Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut Subdit Angkutan Laut
prioritas nasional (PEN) (44 perintis (PEN) Dalam Negeri
layanan)
3 [Layanan angkutan laut perintis Jumlah trayek angkutan laut 73 layanan 73 [100 66.843.781.367 | 8,3% Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut Subdit Angkutan Laut
prioritas nasional perintis prioritas nasional 73 18.195.050.224 100 2,0% Dalam Negeri
(73 lavanan)
4 [Layanan angkutan tol laut prioritas |Jumlah trayek tol laut 39 layanan 39 | 100 52.378.763.500 | 8,3% Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut Subdit Angkutan Laut
nasional 29 0 100 0 Khusus dan Usaha Jasa
(35 layanan) Terkait
5 |Layanan angkutan ternak prioritas | Jumlah trayek angkutan ternak 6 layanan 6 |100 5.184.833 | 8,3% Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut Subdit Angkutan Laut
nasional Dalam Negeri
(6 layanan) 6 0 100 0
IKP2 | Persentase Pencapaian % 27 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Trayek Pelayaran yang hal sebagai berikut:
Membentuk Loop 1 [Rekapitulasi laporan pencapaian _|Jumlah laporan kegiatan 12laporan 1 100 - - Subdit Angkutan Laut
Secara Teratur trayek pelayaran yang membentuk |trayek tol laut pelayaran yang Dalam Negeri
loop secara teratur membentuk loop secara - - 1 - 100 -
teratur
SP.2 IKP3 On Time % 84,00 |Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk
kinerja pelayanan Performance pada melakukan hal-hal sebagai berikut
transportasi laut Brlnhithan [lama dan
1. |Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan [Jumlah Kegiatan Evaluasi akan dilaksanakan pada
Operasional Standar Kinerja Pelayanan 1 kegiatan 0 0 0 0 0 4 0 0 akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, [bulan Februari, April, Juni
Onerasi Juni s.d. Desember 2023 dan Dasember 2023
2. |Bimtek Standar Kinerja Operasional [ Jumlah kegiatan Bimtek N akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 |akan dilaksanakan pada
Pelabuhan e Standar Kinerin O " kegiatan 0 ° N ° 0 0 0 ° ” butan Juni 203+
3. | Rekapitulasi laporan capaian Jumlah Kegiatan Rekapitulasi 100
standar kinerja pelayanan laporan capaian standar §
operasional pelabuhan kinerja pelayanan operasional 1 kegiatan 1 o 1 0 100 o
pelabuhan melalui aplikasi
SP.3 |Meningkatnya IKP4 | Rasio Kejadian /10.000 | 0,97 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan
dan Pelayaran hal-hal sebagai berikut:
keamanan Transportasi Laut 1. |Asistensi, Monitoring dan Evaluasi  [Jumlah Kegiatan Asistensi, 5 lokasi 5 75.000.000 0 ) 0 SEPANJANG TAHUN SD3
transportasi laut i Kapal itoring dan Evaluasi
Pemeriksaan Kecelakaan
Kapal
2. [Monitoring terkait permasalahan  |Jumlah Kegiatan Monitoring 5 lokasi 5 75.000.000 [ 0 [ SEPANJANG TAHUN
Surat Persetujuan Berlayar terkait permasalahan Surat sD3
Persetujuan Berlayar
3. [Monitoring dan Evaluasi Kinerja _|Jumlah Kegiatan Monitoring 75.000.000 [ [ o SEPANJANG TAHUN
Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan ~|dan Evaluasi Kinerja Pejabat
dan Keamanan Kapal Asing Pemeriksa Kelaiklautan dan 5 lokasi 5 SD3
(PSCO) Keamanan Kapal Asing
4 [Sosialisasi keselamatan pelayaran |Jumlah Kegiatan Sosialisasi 10 lokasi 10 1.134.560.000 [} 0 o FEB-NOV D5
pelavaran
5 Kapal Patroli Jumlah Kapal Patroli 7 unit 7 117.412.212.000 [ [ [ JAN-DES SD5
6 |Pengadaan AIS (Monitoring System |Jumlah Peralatan AIS 4.713.222.000 [} [ o APRIL-OKT
Kapal) (Monitoring System Kapal) 1 paket 4 SD5
IKP5 |Rasio Penurunan /100.000 | 0,27 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan
Gangguan Keamanan | Pelayaran hal-hal sebagai berikut:
Transportasi Laut 1. |Peningkatan keterampilan ISPS Jumlah Kegiatan Peningkatan 1 kegiatan 1 320.000.000 0 0 0 Juu sD 1
CODE ilan ISPS CODE -
2. [Pengukuhan Auditor ISPS Code | Jumlah Kegiatan Pengukuhan 1 kegiatan 1 0 0 0 NOV
Auditor ISPS Code 224.500.000 SD1
3. [Fourth Verification ISPS Code Jumlah Loklass'; gegll’ad(:n Fourth 3 lokasi 3 54.040.000 0 0 0 AGUSTUS-SEPTEMBER [
4. |Pengadaan, perizinan dan distribusi | Jumlah Pengadaan, perizinan 1 paket 1 0 0 0 APRIL-OKTOBER
senjata api lainnya dan distribusi senjata api 4.232.250.000 SD5
IKP6 | Tingkat Kehandalan % 97,75 [Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk
Kenavigasian melakukan hal-hal sebagai berikut
1. [Replacement Menara Suar Tanjung| 1 Persiapan Dokumen Pelelangan| Distrik Navigasi Kelas I
Ligeta dan Replacement Rambu ;’”gka.' Kehandalan o o - 0 0 0 o 0 ? *" | copang
" enavigasian
Pelabuhan Railua
2 Rambu Tingkat 1
Pulau Padar dan Pembangunan  |Kenavigasian 0 o - 0 0 0 0 0
Rambu Pelabuhan Pulau Rinca
SP.4 |Meningkatnya IKP7 |Rasio Kapal yang Rasio 0,9 [Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan
kinerja pencegahan Menggunakan Bahan hal-hal sebagai berikut:
dan Bakar Rendah Sulfur 1 itan Sertifkat Jumiah Sertifikat Subdit Pencegahan
penanggulangan (Maksimal 0,5 m/m) Pencemaran (1 Tahun) Pencegahan Pencemaran (1 Pencemaran dan
pencemaran laut Tahun) 12 P ) i ) . 100 i pelaporan Dilakukan Tepat Waktu Telah sesuaidengan Terget | Manajemen Keselamatan
yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
2. |Memonitor Pelaporan Konsumsi Jumlah Pelaporan Konsumsi Subdit Pencegahan
Bahan Bakar Kapal melalui Data ~ |Bahan Bakar Kapal melalui ' Pencemaran dan
Collecting Sys(e:\ (DCS) Data Collecting Spys(em (DCs) 12 1 100 - - 1 - 100 - Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu Telah sesuai dengan Terget |y\- . men Keselamatan
yang Ditetapkan )
Kapal dan Perlindungan
L di Perairan
IKP8 | Persentase % 100  [Menunjuk Dir. KPLP untuk
Keberhasilan 1. [Latihan Bersama Penanggulangan |Jumlah Kegiatan Latihan 0 0 0
Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Bersama Penanggulangan
Kejadian Pencemaran (MARPOLEX NATIONAL 2022) | Tumpahan Minyak di Laut 1 kegiatan 1 1.800.000.000 BLN AGUSTUS SDIV
Laut oleh Kegiatan (MARPOLEX NATIONAL
Kapal di Pelabuhan 2022)
2. |Penanganan Tanggap Darurat Jumlah Lokasi Kegiatan [} [ [
Musibah di Laut Penanganan Tanggap Darurat 5 lokasi 1 123.975.000 BLN MARET SD IV
Musibah di Laut




MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : Februari TAHUN : 2023
Target Target Bulan Februari Realisasi Bulan Februari % Capaian Bulan  Februari
Sasaran Indikator Ki sat dal Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan | 'r9et Indikator Kinerja Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Penanggung jawab
NO | program Kegiatan ndikator Kinerja atan | o eot IO AN Kegiatan Target Kinerja Target Anggaran Realisasi Anggaran | Capaian Kinerja | Capaian Anggaran valbas Ll i enanggung jawal
Volume [ % Volume % Volume Volume % %
(M 2 (4 (5) (6) (7 8) (9) (10} “n (12) (13) 14 (15) (16) “n 18) (19)
SP.1 [Meningkatnya IKP1 [Rasio Konekivitas Rasio 0,94 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Konektivitas Transportasi Laut hal sebagai berikut:
Transportasi Laut Nasional 1 [Layanan angkutan rede Jumlah kapal rede yang 16 layanan 16 100 7.333.333.334 | 16,6% 16 0 100 0 Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut Subdit Angkutan Laut
(16 lavanan) i Dalam Neaeri
2 [Layanan angkutan laut perintis Jumiah trayek angkutan laut 441ayanan 44 [100 100.417.299.668 | 16,6% 44 0 100 0 Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut Subdit Angkutan Laut
prioritas nasional (PEN) (44 perintis (PEN) Dalam Negeri
layanan)
3 |Layanan angkutan laut perintis Jumlah trayek angkutan laut 73 layanan 73 100 133.687.562.734 | 16,6% 73 76.356.731.468 100 9,0% Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut Subdit Angkutan Laut
prioritas nasional perintis prioritas nasional Dalam Negeri
(73 lavanan)
4| Layanan angkutan tol laut prioritas |Jumlah trayek tol laut 39 layanan 39 [100 104.757.527.000 | 16,6% 39 24.674.940.355 100 6,0% Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut Subdit Angkutan Laut
nasional Khusus dan Usaha Jasa
(35 layanan) Terkait
5 [Layanan angkutan ternak prioritas  |Jumlah trayek angkutan ternak 6 layanan 6 100 10.369.897.666 | 16,6% 6 7.894.890.580 100 12,0% Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut Subdit Angkutan Laut
nasional Dalam Negeri
(6 layanan)
IKP2 | Persentase Pencapaian % 27 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Trayek Pelayaran yang hal sebagai berikut:
Membentuk Loop 1 |Rekapitulasi laporan pencapaian | Jumlah laporan kegiatan 12 laporan B B ‘Subdit Angkutan Laut
Secara Teratur trayek pelayaran yang membentuk |trayek tol laut pelayaran yang Dalam Negeri
loop secara teratur membentuk loop secara 1 100 - 1 - 100 -
teratur
SP.2 IKP3 On Time % 84,00 |Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk
kinerja pelayanan Performance pada melakukan hal-hal sebagai berikut:
transportasi laut Brlnhithnn | inmn dan _ - _ _
1. |Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan [Jumlah Kegiatan Evaluasi akan dilaksanakan pada
Operasional Standar Kinerja Pelayanan 1 kegiot o o o 0 o o o o bulan Februari, April, Juni
i egiatan
Operasional akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, |41 Desember 2023
Juni s.d. Desember 2023
2. [Bimtek Standar Kinerja Operasional | Jumlah kegiatan Bimtek . akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 [akan dilaksanakan pada
Pelabuhan Standar Kinerja Operasional 1 kegiatan 0 0 - 0 o 0 0 o bulan Juni 2023
3. [Rekapitulasi laporan capaian Jumlah Kegiatan Rekapitulasi 100
standar kinerja pelayanan laporan capaian standar
operasional pelabuhan kinerja pelayanan operasional 1 kegiatan 1 o 1 0 100 o
pelabuhan melalui aplikasi
SP.3 [Meningkatnya IKP4 |Rasio Kejadian /10.000 | 0,97 [Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan
dan Pelayaran hal-hal sebagai berikut
keamanan Transportasi Laut 1. |Asistensi, Monitoring dan Evaluasi ~ [Jumlah Kegiatan Asistensi, 5 lokasi 5 75.000.000 0 0 0 SEPANJANG TAHUN SD3
transportasi laut i Kapal itoring dan Evaluasi
Pemeriksaan Kecelakaan
Kapal
2. |Monitoring terkait permasalahan Jumlah Kegiatan Monitoring 5 lokasi 5 75.000.000 0 0 0 SEPANJANG TAHUN
Surat Persetujuan Berlayar terkait permasalahan Surat SD3
3. [Monitoring dan Evaluasi Kinerja Jumlah Kegiatan Monitoring 75.000.000 0 0 0 SEPANJANG TAHUN
Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan  |dan Evaluasi Kinerja Pejabat
dan Keamanan Kapal Asing Pemeriksa Kelaiklautan dan 5 lokasi 5 sD3
(PSCO) Keamanan Kapal Asing
(PSCO)
4. |Sosialisasi keselamatan pelayaran |Jumlah Kegiatan Sosialisasi 10 lokasi 10 1.134.560.000 5 o 50 FEB-NOV SD5
oelavaran
5 |Pembangunan Kapal Patroli Jumlah Kapal Patroli 7 unit 7 117.412.212.000 0 o 0 JAN-DES SD5
6 |Pengadaan AIS (Monitoring System [Jumlah Peralatan AIS 4.713.222.000 0 o 0 APRIL-OKT
Pl SD5
Kapal) Svstem Kabal) 1 paket 1
IKP5 |Rasio Penurunan /100.000 | 0,27 [Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan
Gangguan Keamanan | Pelayaran hal-hal sebagai berikut
Transportasi Laut 1. [Peningkatan keterampilan ISPS  |Jumlah Kegiatan Peningkatan 1 kegiatan 1 320.000.000 0 o o uu D1
CODE keterampilan ISPS CODE
2. |Pengukuhan Auditor ISPS Code | Jumiah Kegiatan Pengukuhan T kegiatan 1 224.500.000 0 0 0 NOV S0 1
Auditar ISPS Code e
3. |Fourth Verification ISPS Code Jumlah Lokasi Kegiatan Fourth 3 lokasi 3 0 [ 0 AGUSTUS-SEPTEMBER
- 54.040.000 SD1
Verification ISPS Code
4. |Pengadaan, perizinan dan distribusi | Jumlah Pengadaan, perizinan 1 paket 1 0 [ ) APRIL-OKT
senjata api lainnya dan distribusi senjata api 4.252.250.000 Sbs
IKP6 | Tingkat Kehandalan % 97,75 |Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk
Kenavigasian melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. [Replacement Menara Suar Tanjung | Tingkat Kehandalan 1 0 0 - 0 0 0 0 0 Persiapan Dokumen Pelelangan | Distrik Navigasi Kelas II
Ligeta dan Replacement Rambu  [Kenavigasian Kupang
Pelabuhan Raiiua
2 Rambu Tingkat 1 0 0 - 0 0 0 0 0
Pulau Padar dan Pembangunan Kenavigasian
Rambu Pelabuhan Pulau Rinca
SP.4 |Meningkatnya IKP7 |Rasio Kapal yang Rasio 0,9 [Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan
kinerja pencegahan Menggunakan Bahan hal-hal sebagai berikut:
dan Bakar Rendah Sulfur 1 Sertifikat Jumiah Sertifikat Subdit Pencegahan
99"3"99“'3"‘93”{ (Maksimal 0,5 m/m) Pencemaran (1 Tahun) Pencegahan Pencemaran (1 Pencemaran dan
pencemaran lau Tahun) Telah sesuai dengan Terget |Manajemen Keselamatan
12 N 100 _ B 1 - 100 - Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
2. [Memonitor Pelaporan Konsumsi |Jumlah Pelaporan Konsumsi Subdit Pencegahan
Bahan Bakar Kapal melalui Data  |Bahan Bakar Kapal melalui Pencemaran dan
Collecting System (DCS) Data Collecting System (DCS) 12 i 100 ~ : N 100 . Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu Telah sesuai dengan Terget | Manajemen Keselamatan
yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
IKP8 | Persentase % 100 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan
Keberhasilan 1. [Latihan Bersama Penanggulangan |Jumlah Kegiatan Latihan 0 0 0
Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Bersama Penanggulangan
Kejadian Pencemaran (MARPOLEX NATIONAL 2022) | Tumpahan Minyak di Laut 1 kegiatan 1 1.800.000.000 BLN AGUSTUS sDIV
Laut oleh Kegiatan (MARPOLEX NATIONAL
Kapal di Pelabuhan 2022)
2. [Penanganan Tanggap Darurat Jumlah Lokasi Kegiatan ) 0 0
Musibah di Laut Penanganan Tanggap Darurat 5 lokasi 1 132.000.000 SEPANJANG TAHUN SD IV
Musibah di Laut




MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : Maret TAHUN : 2023
Ty Target Bulan Maret Realisasi Bulan Maret % Capaian Bulan  Maret
NO Sasaran Indikator Kinerja Satuan | dalam Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan fetastindikatoqRineia Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Penanggung jawab
Program/ Kegiatan B 2 JaKeg Kegiatan Target Kinerja Target Anggaran Realisasi Kinerja | Realisasi Anggaran Capaian Kinerja Capaian Anggaran ) '9gung j
Volume | % Volume % Volume Volume % %
™ (2) (4 (5) (6) [0} (8) © [0 (110 (12) (13) (14 (15) (16) “an (18) (19)
SP.1_|Meningkatnya IKP1|Rasio Konektivitas Rasio | 094 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Konektivitas Transportasi Laut hal sebagai berikut:
Transportasi Laut Nasional 1 [Layanan angkutan rede Jumlah kapal rede yang 16 layanan 16 | 100 11.000.000.000 | 25,0% 16 0 100 0 Dalam pelaksanaan Koordinator lanjut Subdit Angkutan Laut
(16 lavanan) i Dalam Neaeri
2 |Layanan angkutan laut perintis Jumlah trayek angkutan laut Dalam pelaksanaan Koordinator lanjut Subdit Angkutan Laut
prioritas nasional (PEN) (44 perintis (PEN) Dalam Negeri
Jayanan) 44 layanan 44 | 100 150.625.949.502 | 25,0% 44 62.914.413.715,00 100 46%
3 [Layanan angkutan laut perintis Jumlah trayek angkutan laut Dalam pelaksanaan Koordinator lanjut Subdit Angkutan Laut
prioritas nasional perintis prioritas nasional 73 layanan 73| 100 200.531.344.101 | 25,0% 73 218.340.602.682 100 27% Dalam Negeri
(73 lavanan)
4 |Layanan angkutan tol laut prioritas | Jumlah trayek tol laut Dalam pelaksanaan Koordinator lanjut Subdit Angkutan Laut
nasional 39 layanan 39 | 100 157.136.290.500 | 25,0% 39 47.665.753 472 100 1% Khusus dan Usaha Jasa
(35 layanan) Terkait
5 |Layanan angkutan ternak prioritas | Jumlah trayek angkutan ternak Dalam pelaksanaan Koordinator lanjut Subdit Angkutan Laut
nasional . . Dalam Negeri
(6 layanan) 6 layanan 6 100 15.554.846.499 | 25,0% 6 7.894.890.580 100 12%
IKP2 |Persentase Pencapaian| % 27 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Trayek Pelayaran yang hal sebagai berikut:
Membentuk Loop 1 [Rekapitulasi laporan pencapaian _|Jumlah laporan kegiatan - - Subdit Angkutan Laut
Secara Teratur trayek pelayaran yang membentuk |trayek tol laut pelayaran yang Dalam Negeri
loop secara teratur membentuk loop secara 12 laporan 1 100 - 1 0 100 0%
teratur
SP.2 IKP3 On Time % 84,00 |Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk
kinerja pelayanan Performance pada melakukan hal-hal sebagai berikut
transportasi laut Dntnhishan | ltnma dan _ — _ _ _
1. |Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan [Jumlah Kegiatan Evaluasi Masih dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada
Operasional Standar Kinerja Pelayanan 1 kegiatan 1% [100% 500.000.000 | 100% 1 48.730.000 100 9,75% Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan bulan Februari, April, Juni
Operasional Operasional dan Desember 2023
2. Bimtek Standar Kinerja Operasional | Jumlah kegiatan Bimtek Masih dalam proses persiapan akan dilaksanakan pada
Pelabuhan Standar Kinerja Operasional 1 kegiatan 0 0 - 0 0 0 0 0 pelaksanaan kegiatan Bimtek Standar bulan Juni 2023
Pelabuhan Kineria Operasi
3. |Rekapitulasi laporan capaian Jumlah Kegiatan Rekapitulasi Masih dalam kegiatan setiap bulan
standar kinerja pelayanan laporan capaian standar ) Rekapitulasi laporan capaian standar
operasional pelabuhan kinerja pelayanan operasional 1 kegiatan 1 100 o o 1 0 100 o kinerja pelayanan operasional pelabuhan
pelabuhan melalui aplikasi melalui aplikasi SIRANI
SP.3 |Meningkatnya IKP4 |Rasio Kejadian /10.000 | 097 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan
dan Pelayaran hal-hal sebagai berikut
keamanan Transportasi Laut 1. [Asistensi, Monitoring dan Evaluasi _|Jumiah Kegiatan Asistensi, 5 lokasi 5 75.000.000 0 0 0 - SEPANJANG TAHUN sD3
transportasi laut Kapal dan Evaluasi
Pemeriksaan Kecelakaan
Kapal
2. |Monitoring terkait permasalahan Jumlah Kegiatan Monitoring 5 lokasi 5 75.000.000 0 0 0 - SEPANJANG TAHUN
Surat Persetujuan Berlayar terkait permasalahan Surat Sb3
3. |Monitoring dan Evaluasi Kinerja Jumlah Kegiatan Monitoring 75.000.000 2 31.284.128 40 42 SEPANJANG TAHUN
Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan  |dan Evaluasi Kinerja Pejabat
dan Keamanan Kapal Asing Pemeriksa Kelaiklautan dan 5 lokasi 5 sD3
(PSCO) Keamanan Kapal Asing
(PSCO)
4. | Sosialisasi keselamatan pelayaran |Jumlah Kegiatan Sosialisasi 10 lokasi 10 1.134.560.000 B 694.387.695 50 61 FEB-NOV. D5
pelavaran
5 [Pembangunan Kapal Patroli Jumlah Kapal Patroli 7 unit 7 117.412.212.000 0 - 0 - JAN-DES D5
6 |Pengadaan AIS (Monitoring System |Jumlah Peralatan AIS 4.713.222.000 0 [ 0 - APRILOKT
o sD5
Kapal) Svstem Kapal) 1 paket 1
IKP5 |Rasio Penurunan /100.000 | 0,27 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan
Gangguan Keamanan | Pelayaran hal-hal sebagai berikut
Transportasi Laut 1. |Peningkatan keterampilan ISPS | Jumlah Kegiatan Peningkatan 1 kegiatan 1 320000000 ) ) 0 B Jou s 1
CODE ilan ISPS COD T
2. |Pengukuhan Auditor ISPS Code Jumizh Kegjatan Pengukuhan 1 kegiatan 1 224,500,000 0 [ 0 B NOV SD1
3. | Fourth Verification ISPS Code Jumlah Lokasi Kegiatan Fourtn 3 lokasi 3 54.040.000 0 [ 0 B AGUSTUS-SEPTEMBER | o1
ISPS Code
4. |Pengadaan, perizinan dan distribusi | Jumlah Pengadaan, perizinan 1 paket 1 0 0 0 - APRIL-OKT
senjata api lainnya dan distribusi senjata api 4.232.250.000 SD5
IKP6 | Tingkat Kehandalan % 97,75 [Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk
Kenavigasian melakukan hal-hal sebagai berikut
1. |Replacement Menara Suar Tanjung | Tingkat Kehandalan Persiapan Dokumen Pelelangan | Distrik Navigasi Kelas Il
Ligeta dan Replacement Rambu  [Kenavigasian 1 0 o - 0 0 0 0 0 Kupang
Pelabuhan Raiiua
2 Rambu Tingkat
Pulau Padar dan Pembangunan  [Kenavigasian R
Rambu Pelabuhan Pulau Rinca ! 0 o 0 0 0 o 0
SP.4 |Meningkatnya IKP7 |Rasio Kapal yang Rasio 09  [Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan
kinerja pencegahan Menggunakan Bahan hal-hal sebagai berikut
dan Bakar Rendah Sulfur 1 Sertifikat Jumlah Sertifikat Subdit Pencegahan
99"3"99“'3"‘93': (Maksimal 0.5 m/m) Pencemaran (1 Tahun) Pencegahan Pencemaran (1 Pencemaran
pencemaran lau ; ;
Tahun) 12 ; 100 R . 1 . 100 . Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu Telah sesuai dengan Terget |Manajemen Keselamatan
yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
2. [Memonitor Pelaporan Konsumsi | Jumlah Pelaporan Konsumsi Subdit Pencegahan
Bahan Bakar Kapal melalui Data ~ |Bahan Bakar Kapal melalui Pencemaran dan
Collecting System (DCS) Data Collecting System (DCS) 12 1 100 : . | : 100 R Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu Telah sesuai dengan Terget | Manajemen Keselamatan
yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
IKP8 | Persentase % 100 [Menunjuk Dir. KPLP untuk
Keberhasilan 1. [Latihan Bersama Penanggulangan |Jumlah Kegiatan Latihan 0 [} 0 -
Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Bersama Penanggulangan
Kejadian Pencemaran (MARPOLEX NATIONAL 2022)  [Tumpahan Minyak di Laut 1 kegiatan 1 1.800.000.000 BLN AGUSTUS SD IV
Laut oleh Kegiatan (MARPOLEX NATIONAL
Kapal di Pelabuhan 2022)
2. |Penanganan Tanggap Darurat Jumlah Lokasi Kegiatan 0 [} 0 -
Musibah di Laut Penanganan Tanggap Darurat 5 lokasi 1 132.000.000 SEPANJANG TAHUN SD IV
Musibah di Laut




MONITORING RENCANA AKS| ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : April TAHUN : 2023
e Target Bulan April Realisasi Bulan April % Capaian Bulan  April
Sasaran tia
NO | o ooramy Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | dalam Kegiatan fia Kogiatan Keglatan Target Kineria Target Anggaran s || e || et || Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Penanggung jawab.
Volume Voluma o Volume Volume % %
Iy 21 @) 4 5 6) m 81 o I 12 31 14\ 15 1861 an "8 [Ty
SP. KPT Rasio | 094 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Konektivitas Transportasi Laut hal sebagai berikut
ransportasi Laut Nasional 1" [Layanan angkutan rede Jumlah kapal rede yang 76 layanan 6 | 100 14.666.666.668 | 33.0% 6 2.557.965.360.00 100 6 Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
wanan heronerasi Dalam Neaer
2 |Layanan angkutan laut perintis | Jumlah trayek angkutan faut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdit Angkutan Laut
priortas nasional (PEN) (44 perintis (PEN) Dalam Negeri
layanan 44 layanan 44 | 100 |  200834.599.336 | 33.0% 4 62.914.413.715,00 100 46%
3| Cayanan angkutan laut perintis | Jumiah trayek angkutan faut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
prioritas nasiona perints priorias nasional 73 layanan 73 |00 | 267375125468 | 330% 73 218.340.602.682 100 27% Dalam Negeri
(72 vanan
4 [Layanan angkutan tol Taut prioitas | Jurmiah trayek tol laut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdil Angkutan Laut
nasional 39 layanan 39 [100 | 209515054000 | 330% 39 47665753472 100 1% Khusus dan Usaha Jasa
(35layanan) Terkait
5| Layanan angkutan termak prioritas | Jumiah trayek angkutan tornak Dalam pelaksanaan Koordinasi fanjut | Subdit Angkutan Laut
asional Dalam Negert
(6 tayanan) 6 layanan 6 | 100 20.730.795.332 | 33.0% 6 7.894.690.560 100 12% lege
TKP2 |Persentase Pencapaian | % 27| Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-|
Trayek Pelayaran yang hal sebagai berkut
Membentuk Loy 1" [Rekapitulasi laporan pencapaian | Jumiah laporan kegiatan trayek B B ‘Subdit Angkutan Laut
Socara Teratur rayek pelayaran yang membentuk |t laut pelayaran yan Dalam Negeri
o0p secara teratur membentuk loop secara teratur 12 laporan 1 | 100 - 1 0 100 0%
SP2 |Meningkainya [ IKP3 | Persentase On Time % | 84,00 |Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk
kinerja pelayanan Performance pada melakukan hal-hal sebaga berikut
ransportasi laut e
1. [Evaluasi Standar Kinerfa Pelayanan | Jumiah Kegiatan Evaluasi Masin dalam pelaksanaan kegiatan akan diaksanakan pada
Operasional Standar Kinerja Pelayanan 1 kegiatan 19 |wnn 500000000 | 100% 1 78.956.000 100 15,79% Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan bulan Februari, Apri, Juni
Operasional Operasional dan Desember 2023
| Btk Standar Kinei Oporasnal | Jurian ogian Bk Masih dalam proses persiapan akan diaksanakan pada
Pelabuha iandar Kinerja Operasional 1 kegiatan o | o - 0 0 0 o 0 pelaksanaan keiatan Bk Sindar |buln Juni 2023
Palabuhan o I Pelabuhar
3. |Rekapituiasi laporan capaian Jumlah Kegiatan Rekapitulasi Vot ol paaksanasn kegiian Giaksanakan setiap bulan
standar kinerja pelayanan Ilaporan capaian standar kinera| . . s B 00 N Rekapitulasilaporan capaian standar
operasional pelabuhan pelayanan operasional 1 kegiatan ! 0 kinerja pelayanan operasional pelabuhan
pelabuhan melalui aplikasi melalul aplikasi SIRAN
P KP4 /10000 | 0,97 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan har-
Keselamatan dan Kecelakaan Pelayaran hal sebagai berikut:
eamanan Transportasi Laut 1. Asistensi, Moritoring dan Evaluasi | Jumiah Kegiatan Asistensi, 5 lokasi 5 75000000 o o o B SEPANIANG TARUN  [SD 3
ransportas laut Pemeriksaan Kecelakaan Kapal | Monitoring dan Evaluasi
Pemeriksaan Kecelakaan
Kanal
2. | Monitoring terkait permasalanan | Jumlah Kegiatan Monitoring 5 lokasi 5 75,000,000 o o o SEPANIANG TAHUN
Surat Perselujuan Berlayar terkait permasalahan Surat so3
3. | Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Jumlah Kegiatan Monitoring 75,000,000 2 3286128 o 2 SEPANJANG TAHUN
Pejaat Pemeriksa Kelaiklautan dan | dan Evaluasi Kinerja Pejabat
Keamanan Kapal Asing (PSCO) | Pemeriksa Kelailautan dan 5 lokasi 5 sD3
Keamanan Kapal Asing
(Psco)
[ SostalsasiKesaamatan pelayaran | Jumlah Kogiatan Sosaleast 0 lokasi 0 1134.560.000 B 694,387,695 E) 61 FEB-NOV 05
vasaiamatan nelaver
5 |Pembangunan Kapal Patroli Sumian Kapal Pl Zunit 7 T17.412212.000 o - o S ONIT (2 KAPAL KELAS 3,5 KAPAL KELAS 1Y) JANDES 05
& |Pengadaan AIS (Monitoring System | Jumiah Peralatan AIS 4713222000 o 0 o - APRILOKT 05
o IMoniterinn Svster Kanai) 1 paket 1
KPS |Rasio Penurunan G000 ["0Z7 | Werumjk D KPLP ot ko e
Gangguan Keamanan | Pelayaran hal sebagai berik
Transportasi Laut
- [Feninikatan keerampin ISPS | Jumieh Kegiatan Peninghetan 1 kegiatan 1 o o o o
keteramnilan ISPS CODE 320.000.000 -
B Pengukuhan Audlor[SPS Code | dumlah Kegiatan Pengukuhan 7 kegiatan 1 224.500.000 o 0 o B NOV o1
3. Fourth Verficaion ISPS Code Jvﬂz:: nL:ﬂkTss\pKegmmn Fourth 3lokasi 3 54,040,000 o 0 o B AGUSTUSSEPTEMBER |gp
4. [Pengadaan, perizinan dan distibusi | Jumlah Pengadazn, perizinan T paket 1 4232250000 o 0 0 B APRILOKT s
seniata api lainnva dan distribusi seniata api
1KP6 | Tingkat Kehandalan % | 97.75 [Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk
Kenavigasian melakukan hal-hal sebagai berikut
ar Tanjung Percepatan pelaksanzan Distrk Navigasi Kelas I
Ligeta dan Rep\eoemem Rambu " |Kenavigasian 1 o o - 0 o 2719.437.400 o 0 egiatan Kupang
Pelabuhan Raina
SP.4 | Meningkatnya Rasio Kapal yang 7 Perbangunan Ramb Pesbuhan [ Tngkat Keandaian Pelaksanaan lelang, persiapan | Distik Navigasi Kelas I
Baha Pulau Padar dan Pembangunan | Kenavigasian 1 o o - 0 o 0 o 0
Bakar Rendah Sulfur Rambu Pelabuhan Pulau Rinca denan
penanggulangan (Maksimal 0,5 mim) 7 [Penerbitan Sertikat Pencegahan | Jumiah Penerbitan Seriifkat ‘Subait Pencegahan
pencemaran laut Pencemaran (1 Tahun) Pencegahan Pencemaran (1 Pencemaran dan
Telah sesuai dengan Terget | Manajemen Keselamatan
1|0 - . 1 . 100 Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu
2 " pat ke yang Ditetapkan Kapal dan Periindungan
Lingkungan di Perairan
2. | Memonitor Pelaporan Kensumsi | Jumiah Pelaporan Konsumsi Subdit Pencegahan
Bahan Bakar Kapal melalui Data | Bahan Bakar Kapal melalui Pencemaran da
Collecting System (DCS) Data Colecting System (DCS) 2 1| 00 . . N . 100 B pelaporan Diakukan Tepat Waktu Telah sesuai dengan Terget | Manajemen Keselamatan
yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
IKP8 | Persentase % 100 [Menunjuk Dir. KPLP
Keberhasilan . [Latihan Bersama Penanggulangan | Jurah Kegiatan Latian ) ) o .
Penanggulangan Tumpahan Minyak i Laut Borsama Penanggulangan
Kejadian Pencemaran (MARPOLEX NATIONAL 2022) | Tumpahan Minyak di Laut 1 kegiatan 1 1:800.000.000 BLN AGUSTUS sov
Laut oleh Kegiatan (MARPOLEX NATIONAL
Kapal di Pelabuhan o
2. [Penanganan Tanggap Darurat | Jumlah Lokasi Kegiatan o o o
Musibah di Laut Penanganan Tanggap Darurat 5 lokasi 1 132.000.000 SEPANIANGTAHUN SO IV
Musihah di




MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : Maret TAHUN : 2023
Ty Target Bulan Maret Realisasi Bulan Maret % Capaian Bulan  Maret
NO Sasaran Indikator Kinerja Satuan | dalam Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan fetastindikatoqRineia Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Penanggung jawab
Program/ Kegiatan B 2 JaKeg Kegiatan Target Kinerja Target Anggaran Realisasi Kinerja | Realisasi Anggaran Capaian Kinerja Capaian Anggaran ) '9gung j
Volume | % Volume % Volume Volume % %
™ (2) (4 (5) (6) [0} (8) © [0 (110 (12) (13) (14 (15) (16) “an (18) (19)
SP.1_|Meningkatnya IKP1|Rasio Konektivitas Rasio | 094 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Konektivitas Transportasi Laut hal sebagai berikut:
Transportasi Laut Nasional 1 [Layanan angkutan rede Jumlah kapal rede yang 16 layanan 16 | 100 11.000.000.000 | 25,0% 16 0 100 0 Dalam pelaksanaan Koordinator lanjut Subdit Angkutan Laut
(16 lavanan) i Dalam Neaeri
2 |Layanan angkutan laut perintis Jumlah trayek angkutan laut Dalam pelaksanaan Koordinator lanjut Subdit Angkutan Laut
prioritas nasional (PEN) (44 perintis (PEN) Dalam Negeri
Jayanan) 44 layanan 44 | 100 150.625.949.502 | 25,0% 44 62.914.413.715,00 100 46%
3 [Layanan angkutan laut perintis Jumlah trayek angkutan laut Dalam pelaksanaan Koordinator lanjut Subdit Angkutan Laut
prioritas nasional perintis prioritas nasional 73 layanan 73| 100 200.531.344.101 | 25,0% 73 218.340.602.682 100 27% Dalam Negeri
(73 lavanan)
4 |Layanan angkutan tol laut prioritas | Jumlah trayek tol laut Dalam pelaksanaan Koordinator lanjut Subdit Angkutan Laut
nasional 39 layanan 39 | 100 157.136.290.500 | 25,0% 39 47.665.753 472 100 1% Khusus dan Usaha Jasa
(35 layanan) Terkait
5 |Layanan angkutan ternak prioritas | Jumlah trayek angkutan ternak Dalam pelaksanaan Koordinator lanjut Subdit Angkutan Laut
nasional . . Dalam Negeri
(6 layanan) 6 layanan 6 100 15.554.846.499 | 25,0% 6 7.894.890.580 100 12%
IKP2 |Persentase Pencapaian| % 27 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Trayek Pelayaran yang hal sebagai berikut:
Membentuk Loop 1 [Rekapitulasi laporan pencapaian _|Jumlah laporan kegiatan - - Subdit Angkutan Laut
Secara Teratur trayek pelayaran yang membentuk |trayek tol laut pelayaran yang Dalam Negeri
loop secara teratur membentuk loop secara 12 laporan 1 100 - 1 0 100 0%
teratur
SP.2 IKP3 On Time % 84,00 |Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk
kinerja pelayanan Performance pada melakukan hal-hal sebagai berikut
transportasi laut Dntnhishan | ltnma dan _ — _ _ _
1. |Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan [Jumlah Kegiatan Evaluasi Masih dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada
Operasional Standar Kinerja Pelayanan 1 kegiatan 1% [100% 500.000.000 | 100% 1 48.730.000 100 9,75% Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan bulan Februari, April, Juni
Operasional Operasional dan Desember 2023
2. Bimtek Standar Kinerja Operasional | Jumlah kegiatan Bimtek Masih dalam proses persiapan akan dilaksanakan pada
Pelabuhan Standar Kinerja Operasional 1 kegiatan 0 0 - 0 0 0 0 0 pelaksanaan kegiatan Bimtek Standar bulan Juni 2023
Pelabuhan Kineria Operasi
3. |Rekapitulasi laporan capaian Jumlah Kegiatan Rekapitulasi Masih dalam kegiatan setiap bulan
standar kinerja pelayanan laporan capaian standar ) Rekapitulasi laporan capaian standar
operasional pelabuhan kinerja pelayanan operasional 1 kegiatan 1 100 o o 1 0 100 o kinerja pelayanan operasional pelabuhan
pelabuhan melalui aplikasi melalui aplikasi SIRANI
SP.3 |Meningkatnya IKP4 |Rasio Kejadian /10.000 | 097 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan
dan Pelayaran hal-hal sebagai berikut
keamanan Transportasi Laut 1. [Asistensi, Monitoring dan Evaluasi _|Jumiah Kegiatan Asistensi, 5 lokasi 5 75.000.000 0 0 0 - SEPANJANG TAHUN sD3
transportasi laut Kapal dan Evaluasi
Pemeriksaan Kecelakaan
Kapal
2. |Monitoring terkait permasalahan Jumlah Kegiatan Monitoring 5 lokasi 5 75.000.000 0 0 0 - SEPANJANG TAHUN
Surat Persetujuan Berlayar terkait permasalahan Surat Sb3
3. |Monitoring dan Evaluasi Kinerja Jumlah Kegiatan Monitoring 75.000.000 2 31.284.128 40 42 SEPANJANG TAHUN
Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan  |dan Evaluasi Kinerja Pejabat
dan Keamanan Kapal Asing Pemeriksa Kelaiklautan dan 5 lokasi 5 sD3
(PSCO) Keamanan Kapal Asing
(PSCO)
4. | Sosialisasi keselamatan pelayaran |Jumlah Kegiatan Sosialisasi 10 lokasi 10 1.134.560.000 B 694.387.695 50 61 FEB-NOV. D5
pelavaran
5 [Pembangunan Kapal Patroli Jumlah Kapal Patroli 7 unit 7 117.412.212.000 0 - 0 - JAN-DES D5
6 |Pengadaan AIS (Monitoring System |Jumlah Peralatan AIS 4.713.222.000 0 [ 0 - APRILOKT
o sD5
Kapal) Svstem Kapal) 1 paket 1
IKP5 |Rasio Penurunan /100.000 | 0,27 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan
Gangguan Keamanan | Pelayaran hal-hal sebagai berikut
Transportasi Laut 1. |Peningkatan keterampilan ISPS | Jumlah Kegiatan Peningkatan 1 kegiatan 1 320000000 ) ) 0 B Jou s 1
CODE ilan ISPS COD T
2. |Pengukuhan Auditor ISPS Code Jumizh Kegjatan Pengukuhan 1 kegiatan 1 224,500,000 0 [ 0 B NOV SD1
3. | Fourth Verification ISPS Code Jumlah Lokasi Kegiatan Fourtn 3 lokasi 3 54.040.000 0 [ 0 B AGUSTUS-SEPTEMBER | o1
ISPS Code
4. |Pengadaan, perizinan dan distribusi | Jumlah Pengadaan, perizinan 1 paket 1 0 0 0 - APRIL-OKT
senjata api lainnya dan distribusi senjata api 4.232.250.000 SD5
IKP6 | Tingkat Kehandalan % 97,75 [Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk
Kenavigasian melakukan hal-hal sebagai berikut
1. |Replacement Menara Suar Tanjung | Tingkat Kehandalan Persiapan Dokumen Pelelangan | Distrik Navigasi Kelas Il
Ligeta dan Replacement Rambu  [Kenavigasian 1 0 o - 0 0 0 0 0 Kupang
Pelabuhan Raiiua
2 Rambu Tingkat
Pulau Padar dan Pembangunan  [Kenavigasian R
Rambu Pelabuhan Pulau Rinca ! 0 o 0 0 0 o 0
SP.4 |Meningkatnya IKP7 |Rasio Kapal yang Rasio 09  [Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan
kinerja pencegahan Menggunakan Bahan hal-hal sebagai berikut
dan Bakar Rendah Sulfur 1 Sertifikat Jumlah Sertifikat Subdit Pencegahan
99"3"99“'3"‘93': (Maksimal 0.5 m/m) Pencemaran (1 Tahun) Pencegahan Pencemaran (1 Pencemaran
pencemaran lau ; ;
Tahun) 12 ; 100 R . 1 . 100 . Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu Telah sesuai dengan Terget |Manajemen Keselamatan
yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
2. [Memonitor Pelaporan Konsumsi | Jumlah Pelaporan Konsumsi Subdit Pencegahan
Bahan Bakar Kapal melalui Data ~ |Bahan Bakar Kapal melalui Pencemaran dan
Collecting System (DCS) Data Collecting System (DCS) 12 1 100 : . | : 100 R Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu Telah sesuai dengan Terget | Manajemen Keselamatan
yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
IKP8 | Persentase % 100 [Menunjuk Dir. KPLP untuk
Keberhasilan 1. [Latihan Bersama Penanggulangan |Jumlah Kegiatan Latihan 0 [} 0 -
Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Bersama Penanggulangan
Kejadian Pencemaran (MARPOLEX NATIONAL 2022)  [Tumpahan Minyak di Laut 1 kegiatan 1 1.800.000.000 BLN AGUSTUS SD IV
Laut oleh Kegiatan (MARPOLEX NATIONAL
Kapal di Pelabuhan 2022)
2. |Penanganan Tanggap Darurat Jumlah Lokasi Kegiatan 0 [} 0 -
Musibah di Laut Penanganan Tanggap Darurat 5 lokasi 1 132.000.000 SEPANJANG TAHUN SD IV
Musibah di Laut




MONITORING RENCANA AKS| ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : April TAHUN : 2023
e Target Bulan April Realisasi Bulan April % Capaian Bulan  April
Sasaran tia
NO | o ooramy Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | dalam Kegiatan fia Kogiatan Keglatan Target Kineria Target Anggaran s || e || et || Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Penanggung jawab.
Volume Voluma o Volume Volume % %
Iy 21 @) 4 5 6) m 81 o I 12 31 14\ 15 1861 an "8 [Ty
SP. KPT Rasio | 094 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Konektivitas Transportasi Laut hal sebagai berikut
ransportasi Laut Nasional 1" [Layanan angkutan rede Jumlah kapal rede yang 76 layanan 6 | 100 14.666.666.668 | 33.0% 6 2.557.965.360.00 100 6 Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
wanan heronerasi Dalam Neaer
2 |Layanan angkutan laut perintis | Jumlah trayek angkutan faut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdit Angkutan Laut
priortas nasional (PEN) (44 perintis (PEN) Dalam Negeri
layanan 44 layanan 44 | 100 |  200834.599.336 | 33.0% 4 62.914.413.715,00 100 46%
3| Cayanan angkutan laut perintis | Jumiah trayek angkutan faut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
prioritas nasiona perints priorias nasional 73 layanan 73 |00 | 267375125468 | 330% 73 218.340.602.682 100 27% Dalam Negeri
(72 vanan
4 [Layanan angkutan tol Taut prioitas | Jurmiah trayek tol laut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdil Angkutan Laut
nasional 39 layanan 39 [100 | 209515054000 | 330% 39 47665753472 100 1% Khusus dan Usaha Jasa
(35layanan) Terkait
5| Layanan angkutan termak prioritas | Jumiah trayek angkutan tornak Dalam pelaksanaan Koordinasi fanjut | Subdit Angkutan Laut
asional Dalam Negert
(6 tayanan) 6 layanan 6 | 100 20.730.795.332 | 33.0% 6 7.894.690.560 100 12% lege
TKP2 |Persentase Pencapaian | % 27| Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-|
Trayek Pelayaran yang hal sebagai berkut
Membentuk Loy 1" [Rekapitulasi laporan pencapaian | Jumiah laporan kegiatan trayek B B ‘Subdit Angkutan Laut
Socara Teratur rayek pelayaran yang membentuk |t laut pelayaran yan Dalam Negeri
o0p secara teratur membentuk loop secara teratur 12 laporan 1 | 100 - 1 0 100 0%
SP2 |Meningkainya [ IKP3 | Persentase On Time % | 84,00 |Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk
kinerja pelayanan Performance pada melakukan hal-hal sebaga berikut
ransportasi laut e
1. [Evaluasi Standar Kinerfa Pelayanan | Jumiah Kegiatan Evaluasi Masin dalam pelaksanaan kegiatan akan diaksanakan pada
Operasional Standar Kinerja Pelayanan 1 kegiatan 19 |wnn 500000000 | 100% 1 78.956.000 100 15,79% Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan bulan Februari, Apri, Juni
Operasional Operasional dan Desember 2023
| Btk Standar Kinei Oporasnal | Jurian ogian Bk Masih dalam proses persiapan akan diaksanakan pada
Pelabuha iandar Kinerja Operasional 1 kegiatan o | o - 0 0 0 o 0 pelaksanaan keiatan Bk Sindar |buln Juni 2023
Palabuhan o I Pelabuhar
3. |Rekapituiasi laporan capaian Jumlah Kegiatan Rekapitulasi Vot ol paaksanasn kegiian Giaksanakan setiap bulan
standar kinerja pelayanan Ilaporan capaian standar kinera| . . s B 00 N Rekapitulasilaporan capaian standar
operasional pelabuhan pelayanan operasional 1 kegiatan ! 0 kinerja pelayanan operasional pelabuhan
pelabuhan melalui aplikasi melalul aplikasi SIRAN
P KP4 /10000 | 0,97 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan har-
Keselamatan dan Kecelakaan Pelayaran hal sebagai berikut:
eamanan Transportasi Laut 1. Asistensi, Moritoring dan Evaluasi | Jumiah Kegiatan Asistensi, 5 lokasi 5 75000000 o o o B SEPANIANG TARUN  [SD 3
ransportas laut Pemeriksaan Kecelakaan Kapal | Monitoring dan Evaluasi
Pemeriksaan Kecelakaan
Kanal
2. | Monitoring terkait permasalanan | Jumlah Kegiatan Monitoring 5 lokasi 5 75,000,000 o o o SEPANIANG TAHUN
Surat Perselujuan Berlayar terkait permasalahan Surat so3
3. | Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Jumlah Kegiatan Monitoring 75,000,000 2 3286128 o 2 SEPANJANG TAHUN
Pejaat Pemeriksa Kelaiklautan dan | dan Evaluasi Kinerja Pejabat
Keamanan Kapal Asing (PSCO) | Pemeriksa Kelailautan dan 5 lokasi 5 sD3
Keamanan Kapal Asing
(Psco)
[ SostalsasiKesaamatan pelayaran | Jumlah Kogiatan Sosaleast 0 lokasi 0 1134.560.000 B 694,387,695 E) 61 FEB-NOV 05
vasaiamatan nelaver
5 |Pembangunan Kapal Patroli Sumian Kapal Pl Zunit 7 T17.412212.000 o - o S ONIT (2 KAPAL KELAS 3,5 KAPAL KELAS 1Y) JANDES 05
& |Pengadaan AIS (Monitoring System | Jumiah Peralatan AIS 4713222000 o 0 o - APRILOKT 05
o IMoniterinn Svster Kanai) 1 paket 1
KPS |Rasio Penurunan G000 ["0Z7 | Werumjk D KPLP ot ko e
Gangguan Keamanan | Pelayaran hal sebagai berik
Transportasi Laut
- [Feninikatan keerampin ISPS | Jumieh Kegiatan Peninghetan 1 kegiatan 1 o o o o
keteramnilan ISPS CODE 320.000.000 -
B Pengukuhan Audlor[SPS Code | dumlah Kegiatan Pengukuhan 7 kegiatan 1 224.500.000 o 0 o B NOV o1
3. Fourth Verficaion ISPS Code Jvﬂz:: nL:ﬂkTss\pKegmmn Fourth 3lokasi 3 54,040,000 o 0 o B AGUSTUSSEPTEMBER |gp
4. [Pengadaan, perizinan dan distibusi | Jumlah Pengadazn, perizinan T paket 1 4232250000 o 0 0 B APRILOKT s
seniata api lainnva dan distribusi seniata api
1KP6 | Tingkat Kehandalan % | 97.75 [Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk
Kenavigasian melakukan hal-hal sebagai berikut
ar Tanjung Percepatan pelaksanzan Distrk Navigasi Kelas I
Ligeta dan Rep\eoemem Rambu " |Kenavigasian 1 o o - 0 o 2719.437.400 o 0 egiatan Kupang
Pelabuhan Raina
SP.4 | Meningkatnya Rasio Kapal yang 7 Perbangunan Ramb Pesbuhan [ Tngkat Keandaian Pelaksanaan lelang, persiapan | Distik Navigasi Kelas I
Baha Pulau Padar dan Pembangunan | Kenavigasian 1 o o - 0 o 0 o 0
Bakar Rendah Sulfur Rambu Pelabuhan Pulau Rinca denan
penanggulangan (Maksimal 0,5 mim) 7 [Penerbitan Sertikat Pencegahan | Jumiah Penerbitan Seriifkat ‘Subait Pencegahan
pencemaran laut Pencemaran (1 Tahun) Pencegahan Pencemaran (1 Pencemaran dan
Telah sesuai dengan Terget | Manajemen Keselamatan
1|0 - . 1 . 100 Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu
2 " pat ke yang Ditetapkan Kapal dan Periindungan
Lingkungan di Perairan
2. | Memonitor Pelaporan Kensumsi | Jumiah Pelaporan Konsumsi Subdit Pencegahan
Bahan Bakar Kapal melalui Data | Bahan Bakar Kapal melalui Pencemaran da
Collecting System (DCS) Data Colecting System (DCS) 2 1| 00 . . N . 100 B pelaporan Diakukan Tepat Waktu Telah sesuai dengan Terget | Manajemen Keselamatan
yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
IKP8 | Persentase % 100 [Menunjuk Dir. KPLP
Keberhasilan . [Latihan Bersama Penanggulangan | Jurah Kegiatan Latian ) ) o .
Penanggulangan Tumpahan Minyak i Laut Borsama Penanggulangan
Kejadian Pencemaran (MARPOLEX NATIONAL 2022) | Tumpahan Minyak di Laut 1 kegiatan 1 1:800.000.000 BLN AGUSTUS sov
Laut oleh Kegiatan (MARPOLEX NATIONAL
Kapal di Pelabuhan o
2. [Penanganan Tanggap Darurat | Jumlah Lokasi Kegiatan o o o
Musibah di Laut Penanganan Tanggap Darurat 5 lokasi 1 132.000.000 SEPANIANGTAHUN SO IV
Musihah di




MONITORING RENCANA AKS| ATAS PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : Mei TAHUN : 2023
R Torget Target Bulan Mel Realisasi Bulan Mei % Capaian Bulan  Mei
asaran tia
NO | o ooramy Kegiatan Indikator Kinerja i (| Kegiatan fia Kogiatan Keglatan T I Ry —— Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Penanggung jawab.
Volume Voluma o Volume Volume % %
Iy 21 @) 4 5 6) m 81 o 12 31 14\ 15 1861 an "8 [Ty
SP. KPT Rasio | 094 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Konektivitas Transportasi Laut hal sebagai berikut
ransportasi Laut Nasional 1" [Layanan angkutan rede Jumlah kapal rede yang 76 layanan 6 | 100 18333333335 | 41.0% 3 0 100 0 Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
wanan heronerasi Dalam Neaer
2 |Layanan angkutan laut perintis | Jumlah trayek angkutan faut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdit Angkutan Laut
priortas nasional (PEN) (44 perintis (PEN) Dalam Negeri
layanan 44 layanan 44 | 100 | 251043249170 | 41.0% 4 62.914.413.715,00 100 46%
3| Cayanan angkutan laut perintis | Jumiah trayek angkutan faut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
prioritas nasiona perints priorias nasional 73 layanan 73 |00 | 334218906835 | 41.0% 73 218.340.602.682 100 27% Dalam Negeri
(72 vanan
4 [Layanan angkutan tol Taut prioitas | Jurmiah trayek tol laut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdil Angkutan Laut
nasional 39 layanan 39 |00  261893817.500 | 41,0% 39 47665753472 100 1% Khusus dan Usaha Jasa
(35layanan) Terkait
5| Layanan angkutan termak prioritas | Jumiah trayek angkutan tornak Dalam pelaksanaan Koordinasi fanjut | Subdit Angkutan Laut
] Dalam N
& lavanan) 6 layanan 6 | 100 25924744165 | 41,0% 6 7.694.890.580 100 12% alam Negeri
TKP2 |Persentase Pencapaian | % 27| Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-|
Trayek Pelayaran yang hal sebagai berkut
Membentuk Loy 1" [Rekapitulasi laporan pencapaian | Jumiah laporan kegiatan trayek B B ‘Subdit Angkutan Laut
Socara Teratur rayek pelayaran yang membentuk |t laut pelayaran yan Dalam Negeri
o0p secara terat membentuk loop secara teratur 12 laporan 1 | 100 - 1 0 100 0%
SP2 |Meningkainya [ IKP3 | Persentase On Time % | 84,00 |Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk
kinerja pelayanan Performance pada melakukan hal-hal sebaga berikut
ransportasi laut e
1. [Evaluasi Standar Kinerfa Pelayanan | Jumiah Kegiatan Evaluasi Masin dalam pelaksanaan kegiatan akan diaksanakan pada
Operasional Standar Kinerja Pelayanan 1 kegiatan 19 |wnn 500000000 | 100% 1 75.376.000 100 15.08% Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan bulan Februari, Apri, Juni
Operasional Operasional dan Desember 2023
| Btk Standar Kinei Oporasnal | Jurian ogian Bk Masih dalam proses persiapan akan diaksanakan pada
Pelabuha Standar Kinerja Operasional 1 kegiatan o | o - 0 0 0 o 0 pelaksanaan keiatan Bk Sindar |buln Juni 2023
Palabuhan o I Pelabuhar
3. |Rekapituiasi laporan capaian Jumlah Kegiatan Rekapitulasi Vot ol paaksanasn kegiian Giaksanakan setiap bulan
i . . s B 00 N Rekapiulasi laporan capaian standar
operasional pelabuhan pelayanan operasional 1 kegiatan ! 0 kinerja pelayanan operasional pelabuhan
pelabuhan melalui aplikasi melalul aplikasi SIRAN
P KP4 /10000 | 0,97 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan har-
Keselamatan dan Kecelakaan Pelayaran hal sebagai berikut:
eamanan Transportasi Laut 1. Asistensi, Moritoring dan Evaluasi | Jumiah Kegiatan Asistensi, 5 lokasi 5 75000000 o o o B SEPANIANG TARUN  [SD 3
ransportas laut Pemeriksaan Kecelakaan Kapal | Monitoring dan Evaluasi
Pemeriksaan Kecelakaan
Kanal
2. | Monitoring terkait permasalanan | Jumlah Kegiatan Monitoring 5 lokasi 5 75,000,000 o o o REVIS!
Surat Perselujuan Berlayar terkait permasalahan S so3
3. | Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Jumlah Kegiatan Monitoring 75,000,000 2 3286128 o 2 SEPANJANG TAHUN
Pejaat Pemeriksa Kelaiklautan dan | dan Evaluasi Kinerja Pejabat
Keamanan Kapal Asing (PSCO) | Pemeriksa Kelailautan dan 5 lokasi 5 sD3
Keamanan Kapal Asing
(Psco)
[ SostalsasiKesaamatan pelayaran | Jumlah Kogiatan Sosaleast 0 lokasi 0 1134.560.000 B 694,387,695 E) 61 FEB-NOV 05
vasaiamatan nelaver
5 |Pembangunan Kapal Patroli Sumian Kapal Pl Zunit 7 T17.412212.000 o 12835248223 o T [ o (2 KAPAL KELAS 3,5 KAPAL KELAS 1) JANDES 05
6 |Pengadaan AIS (Monitoring System | Jumiah Peralatan AIS 4713222000 o o o - ‘AGUSTUS-DES. 05
Ko IMoniterinn Svster Kanai) 1 paket 1
KPS |Rasio Penurunan L I e
Gangguan Keamanan | Pelayaran hal sebagai berik
Transportasi Laut
- [Feninikatan keerampin ISPS | Jumieh Kegiatan Peninghetan 1 kegiatan 1 o o o o
keteramnilan ISPS CODE 320000000 sot
B Pengukuhan Audlor[SPS Code | dumlah Kegiatan Pengukuhan 7 kegiatan 1 224.500.000 o 0 o B NOV o1
3. Fourth Verficaion ISPS Code suieh Lkl Kogltan P 3lokasi 3 54,040,000 o 0 o B AGUSTUSSEPTEMBER |gp
4. [Pengadaan, perizinan dan distibusi | Jumlah Pengadazn, perizinan T paket 1 4232250000 o 0 0 B APRILOKT s
seniata api lainnva dan distribusi seniata api
1KP6 | Tingkat Kehandalan % | 97.75 [Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk
Kenavigasian melakukan hal-hal sebagai berikut
ar Tanjun Percepatan pelaksanzan Distrk Navigasi Kelas I
Ligeta dan Remaoemem Rambu " |Kenavigasian 1 o o - 0 o 2730.317.400 o 0 egiatan Kupang
Pelabuhan Raina
7 Perbangunan Ramb Pesbuhan [ Tngkat Keandaian Percepatan pelaksanzan Distrik Navigasi Kelas I
Puly Padar dan Pombangunan | Kenavgasien 1 o 0 - 0 o 1.883.034.400 o 0 cgiatan Kupang
Rambi: Peizbuhan Pt Rin
SP.4 | Meningkatnya IKP7 |Rasio Kapal yang Rasio | 09 [Venuniok Dir KAPPEL uniuk melakuran
Bahan hal-hal sebagai berikut:
dan Bakar Rendah Sulfur 1. [Penerbitan Sertfikat Pencegahan | Jumlah Penerbitan Sertfikat Subit Pencegahan
penanggulangan (Maksimal 0,5 mim) Pencemaran (1 Tahun) Pencegahan Pencemaran (1 Pencemaran dan
pencemaran laut Telah sesuai dengan Terget | Manajemen Keselamatan
1| - - 1 - 1 - Pelaporan Diakukan Tepat Wak
2 0 0 elaporan Dikukan Tepat Woldtu yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
2. | Memonttor Pelaporan Konsumsi | Jumiah Pelaporan Konsumsi Subdit Pencegahan
Bahan Bakar Kapal melalui Data | Bahan Bakar Kapal melalui Telah sesuaidengan Terget | Pencemaran dan
Collecting System (DCS) Data Collecting System (DCS) 12 1| w00 - - 1 - 100 - Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu e Manajemen Keselamatan
yens Ditetsp! Kapal dan Perindungan
P8 |Persen % 100 [Menunjuk Dir. KPLP har
Keberhasilan 1. [Latihan Bersamz s Penanggangan- Juriah Kegiaan Lairen ) o 2 .
Penanggul [Tumpanen Min aut ersama Penanggulangan
Kejadian Pencemaran (MARPOLEX ATioNAL 2022) | Tumpahan Minyak di Laut 1 kegiatan 1 1.800.000.000 BLN AGUSTUS sow
Laut oleh Ke (MARPOLEX NATIONAL
Kapal di Pelabunan
2. |Penanganan Tanggap Darurat | Jumlah Lokasi Kegiatan o o o B
Musibah di Laut Penanganan Tanggap Darurat 5 lokasi 1 132,000,000 SEPANANGTAHUN | SD IV
Musihah dil




MONITORING RENCANA AKS| ATAS PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : Juni TAHUN : 2023
R Torget Target Bulan Juni Realisasi Bulan Juni % Capaian Bulan  Juni
asaran tia
NO e Indikator Kinerja i (| Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Keglatan T I Ry —— Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Penanggung jawab.
Voluma o Volume Volume % %
Iy 21 @) 4 5 6) m 81 12 31 14\ 15 1861 an "8 [Ty
SP. KPT Rasio | 094 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-
Konektivitas Transportasi Laut hal
Transportasi Laut Nasional 1" [Layanan angkutan rede Jumiah Kape ede yang 76 layanan 76 [ 100 22.000000000 | 49.0% 3 10,807 62172700 100 2456 Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
wanan Dalam Neaer
2 |Layanan angkutan laut perints Soman Irayek ‘angkutan laut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdit Angkutan Laut
priortas nasional (PEN) (44 perintis (PEN) Dalam Negeri
layanan 44 layanan a4 [100| 301251899004 | 49.0% 4 62.914.413.715,00 100 6%
3| Cayanan angkutan laut perintis | Jumiah trayek angkutan faut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
priortas perints priorias nasional 73 layanan 73 [100 | 401062688202 | 49,0% 73 218.340.602 682 100 2% Dalam
(72 1y
oy angFutan o Tau prortas | Jurian ayek Tl ot Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdil Angkutan Laut
na 39 layanan 39 | 100 314.272.581.000 | 49,0% 39 47.665.753.472 100 1% Khusus dan Usaha Jasa
35 ayanan) Terkait
5| Layanan angkutan termak prioritas | Jumiah trayek angkutan tornak Dalam pelaksanaan Koordinasi fanjut | Subdit Angkutan Laut
asional Dalam Negert
(6 layanan) 6 layanan 6 | 100 31.109.602.998 | 49,0% 6 7.894.890.580 100 2% g
TKP2 |Persentase Pencapaian | % 27| Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-|
Trayek Pelayaran yang hal
Membentuk Loop 1" [Rekapitulasi laporan pencapaian | Jumiah laporan kegiatan trayek B - Subiit Angkutan Laut
Secara Teratur trayek pelayaran yang membentuk | tol laut pelayaran yang Dalam N
oop secara teratu membentuk loop secara teratur 12 aporan 1 |10 - 1 0 100 0%
SP2 [Meningkatnya | IKP3 | Persentase On Time % | 84,00 |Menunjuk Dir_Kepelabuhanan untuk
kinerja pelayanan Performance pada melakukan hal-hal sebagai berikut:
ransportasi laut e -
7. |Evaluasi Standar Kinrja Pelayanan | Jumiah Kegiatan Evaluast Masih dalam pelaksanaan kegiatan akan diaksanakan pada
Operasional Standar Kinerja Pelayanan 1 kegiatan 1% | wnn 500000000 | 100% 1 23226000 100 465% Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan bulan Februari, Apri, Juni
Operasional Operasional dan Desember 2023
2Btk Stancar Kiner Oparascnal | i ogian Bk Masih dalam proses persiapan akan diaksanakan pada
Pelabu Standar Kinerja Operasional 1 kegiatan o | o - 0 0 0 0 0 peaksanaan kgiaan Bimiok Sandar | bulan Junl 2023
Palabuhan | Peiabuhan
3. |Rekapituiasi laporan capaian Jumlah Kegiatan Rekapitulasi oo s pelaksanaan kegiatan Gilaksanakan setiap bulan
i s B 00 N Rekapiulasi laporan capaian standar
operasional pelabuhan pelayanan operasional 1 kegiatan 1 100 0 ° kinerja pelayanan operasional pelabuhan
pelabuhan melalui aplikasi melalul apiikasi SRAN!
P KP4 710,000 | 0,87 | Menunjuk Dir KPLP untuk melakukan hal-
Keselamatan dan Kecelakaan Pelayaran hal
eamanan Transportasi Laut 1. [Asistensi, Monitoring dan Evaluasi | Jumiah Kegiatan Asistensi, 5 lokasi 5 75000000 3 5036820 5 & SEPANIANG TARUN  [SD 3
ransportas laut Pemeriksaan Kecelakaan Kapal | Monitoring dan Evaluasi
Pemeriksaan Kecelakaan
Kanal
2. [ Monitoring terkait permasa\ahan Jumlah Kegiatan Monitoring 5 lokasi 5 75,000,000 o o o REVIS!
Surat Persetujuan Ber terkait permasalahan Surat so3
3. | Monitoring dan Evaluasi Kmeqa Jumlah Kegiatan Monitoring 75000000 B S1860.128 5 B SEPANJANG TAHUN
Pejaat Pemeriksa Kelaiklautan dan | dan Evaluasi Kinerja Pejabat
Keamanan Kapal Asing (PSCO) | Pemeriksa Kelailautan dan 5 lokasi 5 so3
Keamanan Kapal Asing
(Psco)
[ SostalsasiKesaamatan pelayaran | Jumlah Kogiatan Sosaleast 0 lokasi 0 1134.560.000 B 694,387,695 E) 61 FEB-NOV 05
vasaiomatan nelmaea
5 |Pembangunan Kapal Patroli Jumiah Kapal Patroi Zunit 7 111450 578.000 o 12835248223 o T2 {7 o (2 KaPAL KELAS 3,5 KAPAL KELAS 1) JANDES 05
& Pengadaan AS (Monoring System | Jumiah Peralatan NS 4713222000 o o o - ‘AGUSTUS-DES. 05
o Monitoring Sustem Kanal) 1 paket 1
KPS |Rasio Penurunan G000 ["0Z7 | Werumjk D KPLP ot ko e
Gangguan Keamanan | Pelayaran hal sebagai berik
Transportasi Laut
& - [Feninikatan keerampin ISPS | Jumieh Kegiatan Peninghetan T kegiatan 1 320,000,000 T 92,800,000 100 ) o o1
B Pengukuhan Audlor[SPS Code | dumlah Kegiatan Pengukuhan 7 kegiatan 1 224.500.000 o 0 o B NOV o1
3. Fourth Verficaion ISPS Code Simia Lok Kegnman Fourth 3lokasi 3 o 0 o B AGUSTUS-SEPTEMBER
Verifation ISPS Cods 54.040.000 sot
& (Pengadaan, perinan dan GsFious! | Jumlah Pengadaan. peraran T paket 1 4982250000 o o o | 49 PUCUKLARAS PING, 6 PUCUK JUNIDES 05
seniata api lainnva PISTOL
1kP6 [ Tingkat Kehandalan % | 97.75 [Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk
Kenavigasian melakukan hal-hal sebagai berikut:
T Suar Tanjung Percepatan pelaksanaan Distrik Navigasi Kelas I
Ligeta dan Replacement Rambu | Kenavigasian 1 o o - 0 o 2753.791.600 o o Kegiatan Kupang
Pelabuhan Ra
SP.4 | Meningkatnya Rasio Kapal yang 2. | Pembangunan Rambu Pelabunan | Tingkat Kehandalan Percepatan pelaksanaan .
(s il ol ) o o 1 o reszmsoo| o 0 e Dk Naigas ez
Bakar Rendah Sulfur Ramhui Peiahiihan Pulau Rinca pang
penanggulangan (Maksimal 0,5 mim) 7 Penerbitan Sertifkat Pencegahan | Jumiah Penerbitan Serlifkat Subdit Pencegahan
pencemaran laut Pencemaran (1 Tahun) Penceganan Pencemaran (1 Pencemaran
. . . elaporan Diskukan Tepat Waktu Telah sesuai dengan Terget | Manajemen Keselamatan
2 R * e Pelaporan Diakukan Tepat Waki yang Ditetapkan Kapal dan Periindungan
Lingkungan di Perairan
2. [ Memonitor Pelaporan Konsumsi | Jumiah Pelaporan Konsumsi Subdit Pencegahan
Bahan Bakar Kapal melalui Data | Bahan Bakar Kapal melalui Telah sesuaidengan Terget | Pencemaran dan
Coliecting Collecting System (D 12 1|0 - . 1 . 100 - Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu e dengon ™ Manajemen Keselamatan
yans ditetep Kapal dan Perlindungan
| inkmenan i Dersiran
P8 |Persentase % 100 [Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan ha
Keberhasilan 1. [ Latihan Bersama Penanggulangan [ Jumlah Kegiatan Latihan ] o )
Penanggulangan Tumpahan Minyak i Laut Bersama Penanggulangan
Kejadian Pencemaran (MARPOLEX NATIONAL 2022) | Tumpahan Minyak di Laut 1 kegiatan 1 1:800.000.000 BLN AGUSTUS sow
Laut oleh Kegiatan (MARPOLEX NATIONAL
Kapal di Pelabuhan
2. |Penanganan Tanggap Darural | Jumlah Lokasi Kegiatan o o o -
Musibah di Laut Penanganan Tanggap Darurat 5 lokasi 1 108,800,000 SEPANANG TAHUN | SD IV
Musinah i 2t




MONITORING RENCANA AKS| ATAS PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : Juli TAHUN : 2023
= Target Target Bulan Jull Realisasi Bulan Jull % Capaian Bulan  Juli
asaran tia
NO | o ooramy Kegiatan Indikator Kinerja i (| Kegiatan fa Kegiatan Keglatan T I Ry —— Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Penanggung jawab.
Volume Voluma o Volume Volume % %
Iy 21 @) 4 5 6) m 81 o 12 31 14\ 15 1861 an "8 [Ty
SP. KPT Rasio | 094 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Konektivitas Transportasi Laut hal sebagai berkut
Transportasi Laut Nasional 1" [Layanan angkutan rede Jumiah Kape ede yang 76 layanan 6 | 100 25.666.666.669 | 57.0% 3 0 100 0 Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
wanan m Necer
2 |Layanan angkutan laut perints Soman lrayek ‘angkutan laut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdit Angkutan Laut
priortas nasional (PEN) (44 perintis (PEN) Dalam Negeri
layanan 44 layanan 44 | 100 | 351460548838 | 57.0% 4 62.914.413.715,00 100 46%
3| Cayanan angkutan laut perintis | Jumiah trayek angkutan faut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
prioritas nasiona perints priorias nasional 73 layanan 73 | 100 | 467906469569 | 57.0% 73 218.340.602.682 100 2% Dalam N
(72 vanan
4 [Layanan angkutan tol Taut prioitas | Jurmiah trayek tol laut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdil Angkutan Laut
nasional 39 layanan 39 | 100 366.651.344.500 | 57,0% 39 47.665.753.472 100 1% Khusus dan Usaha Jasa
(35layanan) Terkait
5| Layanan angkutan termak prioritas | Jumiah trayek angkutan tornak Dalam pelaksanaan Koordinasi fanjut | Subdit Angkutan Laut
] Dalam N
& lavanan) 6 layanan 6 | 100 36.204.641.831 | 57,0% 6 7.694.890.580 100 12% alam Negeri
TKP2 |Persentase Pencapaian | % 27| Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-|
Trayek Pelayaran yang hal sebagai berkut
Membentuk Loy 1" [Rekapitulasi laporan pencapaian | Jumiah laporan kegiatan trayek B B ‘Subdit Angkutan Laut
Socara Teratur rayek pelayaran yang membentuk |t laut pelayaran yan Dalam N
o0p secara terat membentuk loop secara teratur 12 laporan 1 | 100 - 1 0 100 0%
SP2 |Meningkainya [ IKP3 | Persentase On Time % | 84,00 |Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk
kinerja pelayanan Performance pada melakukan hal-hal sebaga berikut
ransportasi laut e -
1. [Evaluasi Standar Kinerfa Pelayanan | Jumiah Kegiatan Evaluasi Masin dalam pelaksanaan kegiatan akan diaksanakan pada
Operasional Standar Kinerja Pelayanan 1 kegiatan 19 |wnn 500000000 | 100% 1 48.730.000 100 o75 Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan bulan Februari, Apri, Juni
Operasional Operasional dan Desember 2023
| Btk Standar Kinei Oporasnal | Jurian ogian Bk Masih dalam proses persiapan akan diaksanakan pada
Pelabuha Standar Kinerja Operasional 1 kegiatan o | o - 0 0 0 o 0 polaksanaan kegiatan Bimiek Standar | bulan Juni 2023
Palabuhan Kineria O | Peiabuhan
3. |Rekapituiasi laporan capaian Jumlah Kegiatan Rekapitulasi Masin dalam pelaksanaan kegiatan Giaksanakan setiap bulan
i . . s B 00 N Rekapiulasi laporan capaian standar
operasional pelabuhan pelayanan operasional 1 kegiatan ! 0 kinerja pelayanan operasional pelabuhan
pelabuhan melalui aplikasi melalul apiikasi SRAN!
P KP4 /10000 | 0,97 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan har-
Keselamatan dan Kecelakaan Pelayaran hal sebagai berikut:
keamanan Transportasi Laut 1. Asistensi, Moritoring dan Evaluasi | Jumiah Kegiatan Asistensi, 5 lokasi 5 75000000 0 0 0 B SEPANIANG TARUN  [SD 3
ransportas laut Pemeriksaan Kecelakaan Kapal | Monitoring dan Evaluasi
Pemeriksaan Kecelakaan
Kanal
2 |Monlorng erka permasalahan | Juiah Kegltan Vonioing 5 lokasi 5 75,000,000 0 0 0 - SEPANIANG TAHUN
Surat Perselujuan Berlayar terkait permasalahan Surat so3
3. | Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Jumlah Kegiatan Monitoring 75,000,000 2 31284128 w0 SEPANJANG TAHUN
Pejaat Pemeriksa Kelaiklautan dan | dan Evaluasi Kinerja Pejabat
Keamanan Kapal Asing (PSCO) | Pemeriksa Kelailautan dan 5 lokasi 5 s sD3
Keamanan Kapal Asing
(Psco)
[ SostalsasiKesaamatan pelayaran | Jumlah Kogiatan Sosaleast 0 1okasi 0 1134.560.000 B 694.387.695 50 81 FEB-NOV 05
vasaiomatan nelmaea
5 |Pembangunan Kapal Patroli Jumiah Kapal Patroi Zunit 7 T17.412212.000 0 83320.199.139 0 7 JANDES 05
& Pengadaan AS (Monoring System | Jumiah Peralatan NS 4713222000 0 0 0 , APRILOKT 05
Ko Moniterinn Svster Kanai) 1 paket 1
KPS |Rasio Penurunan G000 ["0Z7 | Werumjk D KPLP ot ko e
Gangguan Keamanan | Pelayaran hal sebagai berik
Transportasi Laut
- [Feninikatan keerampin ISPS | Jumieh Kegiatan Peninghetan 1 kegiatan 1 0 0 0 - o
keteramnilan ISPS CODE 320000000 sot
B Pengukuhan Audlor[SPS Code | dumlah Kegiatan Pengukuhan 7 kegiatan 1 224.500.000 0 0 0 - NOV o1
3. Fourth Verficaion ISPS Code suieh Lkl Kogltan P 3lokasi 3 54,040,000 0 0 0 - AGUSTUSSEPTEMBER |gp
4. [Pengadaan, perizinan dan distibusi | Jumlah Pengadazn, perizinan T paket 1 4232250000 0 0 0 B APRILOKT 05
seniata api lainnva dan distribusi seniata api
1KP6 | Tingkat Kehandalan % | 97.75 [Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk
Kenavigasian melakukan hal-hal sebagai berikut
1 Suar Tanjung Persiapan Dokumen Distrk Navigasi Kelas I
Ligeta dan Replacament Rambu | Kenavigesian 1 o o - 0 o 0 o 0 Pelelangan Kupang
Pelztihan R
7| Pembangunan Rambu Peisbunan [ Tigkat Kehandaian Percepatan pelaksanzan Distrik Navigasi Kelas I
Pulau Padar dan Pembangunan | Kenavigasian 1 o 0 - 0 o 1.945.969.200 o 0 kegiatan Kupang
Rt Baiauinan Puias e
SP.4 | Meningkatnya IKP7 |Rasio Kapal yang Rasio | 0.0 [Menunjuk Dir. KAPPEL untuk melakukan
Bahan hal-hal sebagai berikut:
dan Bakar Rendah Sulfur 1. [Penerbitan Sertfikat Pencegahan | Jumlah Penerbitan Sertfikat Subit Pencegahan
penanggulsngan (Maksimal 0,5 mim) Pencemaran (1 Tahun) Pencegahan Pencemaran (1 Pencemaran dan
pencemaran lau Tahun) Telah sesuai dengan Terget | Manajemen Keselamatan
1| - - 1 - 1 - Pelaporan Diakukan Tepat Wak
2 0 0 elaporan Dikukan Tepat Woldtu yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
2. | Memonttor Pelaporan Konsumsi | Jumiah Pelaporan Konsumsi Subdit Pencegahan
Bahan Bakar Kapal melalui Data | Bahan Bakar Kapal melalui Telah sesuaidengan Terget | Pencemaran dan
Collecting System (DCS) Data Collecting System (DCS) 12 1| w00 - - 1 - 100 - Pelaporan Dilakukan Tepat Waktu e Manajemen Keselamatan
yens Ditetsp! Kapal dan Perlindungan
[1KP8 | Persent % 100 [Menunjuk Dir. KPLP har
Keberhasilan - [Lathan Sersama Perangguangan- e Rgian Lairer .
Penanggulan Tumpahen Minyak di Laut Penenggulangan
Kejadian Pencemaran (MARPOLEX NATIONAL 2022) | Tumpahan Minyak di Laut 1 kegiatan 1 1.800.000.000 0 0 0 BLN AGUSTUS sow
Laut oleh Kegiatan (MARPOLEX NATIONAL
Kapal di Pelabunan
2. |Penanganan Tanggap Darurat | Jumlah Lokasi Kegiatan B
Musibah di Laut Penanganan Tanggap Darurat 5 lokasi 5 132,000,000 0 0 o SEPANJANG TAHUN [ SD IV
Musihah i




MONITORING RENCANA AKS| ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : Agustus TAHUN : 2023
o Target Target Bulan Agustus Realisasi Bulan Agustus % Capaian Bulan _ Agustus
asaran
NO | o ooramy Kegiatan Indikator Kinerja i (| Kegiatan fia Kogiatan Keglatan T I Qe —— Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Penanggung jawab.
Volume Voluma o Volume Volume % %
Iy 21 @) 4 5 6) m 81 o 12 31 14\ 15 1861 an "8 [Ty
SP. KPT Rasio | 094 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Konektivitas Transportasi Laut hal sebagai berikut
ransportasi Laut Nasional 1" [Layanan angkutan rede Jumlah kapal rede yang 76 layanan 6 | 100 2933333333 | 65.0% 3 0 100 0 Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
wanan heronerasi Dalam Neaer
2 |Layanan angkutan laut perintis | Jumlah trayek angkutan faut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdit Angkutan Laut
priortas nasional (PEN) (44 perintis (PEN) Dalam Negeri
layanan 44 layanan 44 |100| 401669198672 | 650% 4 62.914.413.715,00 100 46%
3| Cayanan angkutan laut perintis | Jumiah trayek angkutan faut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
prioritas nasiona perints priorias nasional 73 layanan 73 |00 | 534750250936 | 65.0% 73 218.340.602.682 100 27% Dalam Negeri
(72 vanan
4 [Layanan angkutan tol Taut prioitas | Jurmiah trayek tol laut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdil Angkutan Laut
nasional 39 layanan 39 | 100 419,030.108.000 | 65,0% 39 47.665.753.472 100 1% Khusus dan Usaha Jasa
(35layanan) Terkait
5| Layanan angkutan termak prioritas | Jumiah trayek angkutan tornak Dalam pelaksanaan Koordinasi fanjut | Subdit Angkutan Laut
nasional Dalam Negert
(6 tayanan) 6 layanan 6 | 100 41.470.500.664 | 65.0% 6 7.894.690.560 100 12% lege
TKP2 |Persentase Pencapaian | % 27| Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-|
Trayek Pelayaran yang hal sebagai berkut
Membentuk Loy Rekapitulasi laporan pencapaian | Jumiah laporan kegiatan rayek B B ‘Subdit Angkutan Laut
Socara Teratur rayek pelayaran yang membentuk |t laut pelayaran yan Dalam Negeri
o0p secara terat membentuk loop secara teratur 12 laporan 1 | 100 - 1 0 100 0%
SP2 |Meningkainya [ IKP3 | Persentase On Time % | 84,00 |Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk
kinerja pelayanan Yorformance pada melakukan hal-hal sebaga berikut
ransportasi laut e
1. [Evaluasi Standar Kinerfa Pelayanan | Jumiah Kegiatan Evaluasi Masin dalam pelaksanaan kegiatan akan diaksanakan pada
Operasional Standar Kinerja Pelayanan 1 kegiatan 19 |wnn 500000000 | 100% 1 112,990,000 100 2260% Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan bulan Februari, Apri, Juni
Operasional Operasional dan Desember 2023
| Btk Standar Kinei Oporasnal | Jurian ogian Bk Masih dalam proses persiapan akan diaksanakan pada
Pelabuha Standar Kinerja Operasional 1 kegiatan o | o - 0 0 0 o 0 pelaksanaan keiatan Bk Sindar |buln Juni 2023
Palabuhan o I Pelabuhar
3. |Rekapituiasi laporan capaian Jumlah Kegiatan Rekapitulasi Vot ol paaksanasn kegiian Giaksanakan setiap bulan
i . . s B 00 N Rekapiulasi laporan capaian standar
operasional pelabuhan pelayanan operasional 1 kegiatan ! 0 kinerja pelayanan operasional pelabuhan
pelabuhan melalui aplikasi melalul aplikasi SIRAN
P KP4 /10000 | 0,97 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan har-
Keselamatan dan Kecelakaan Pelayaran hal sebagai berikut:
eamanan Transportasi Laut 1. Asistensi, Moritoring dan Evaluasi | Jumiah Kegiatan Asistensi, 5 lokasi 5 75000000 3 5036820 5 & SEPANIANG TARUN  [SD 3
ransportas laut Pemeriksaan Kecelakaan Kapal | Monitoring dan Evaluasi
Pemeriksaan Kecelakaan
Kanal
2. | Monitoring terkait permasalanan | Jumlah Kegiatan Monitoring 5 lokasi 5 75,000,000 o o o REVIS!
Surat Perselujuan Berlayar terkait permasalahan S so3
3. | Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Jumlah Kegiatan Monitoring 75000000 B S1860.128 5 B SEPANJANG TAHUN
Pejaat Pemeriksa Kelaiklautan dan | dan Evaluasi Kinerja Pejabat
Keamanan Kapal Asing (PSCO) | Pemeriksa Kelailautan dan 5 lokasi 5 sD3
Keamanan Kapal Asing
(Psco)
[ SostalsasiKesaamatan pelayaran | Jumlah Kogiatan Sosaleast 0 lokasi 0 1134.560.000 s 932044179 0 ) FEB-NOV 05
vasaiamatan nelaver
5 |Pembangunan Kapal Patroli Sumian Kapal Pl Zunit 7 111450 578.000 o 19447737745 o | UNIT (2 KAPAL KELRS 3,5 KAPAL KELAS V) JANDES 05
6 |Pengadaan AIS (Monitoring System | Jumiah Peralatan AIS 4713222000 o o o - ‘AGUSTUS-DES. 05
o IMoniterinn Svster Kanai) 1 paket 1
KPS |Rasio Penurunan L I e
Gangguan Keamanan | Pelayaran hal sebagai berik
Transportasi Laut
- [Feninikatan keerampin ISPS | Jumieh Kegiatan Peninghetan T kegiatan 1 320,000,000 T 217865430 100 & SELESAT o1
B Pengukuhan Audlor[SPS Code | dumlah Kegiatan Pengukuhan 7 kegiatan 1 224.500.000 o 0 o B NOV o1
3. Fourth Verficaion ISPS Code Jvﬂz:: nL:ﬂkTss\pKegmmn Fourth 3lokasi 3 54,040,000 o 0 o B AGUSTUSSEPTEMBER |gp
4. [Pengadaan, perizinan dan distibusi | Jumlah Pengadazn, perizinan T paket T o 0 o | 49 PUCUKLARAS PING, 6 PUCUK JUNI-DES
seniata api lainnva dan distribusi seniata api 3.982:250.000 PISTOL sos
1KP6 | Tingkat Kehandalan % | 97.75 [Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk
Kenavigasian melakukan hal-hal sebagai berikut
ar Tanjun Percepatan pelaksanzan Distrk Navigasi Kelas I
Ligeta dan Remaoemem Rambu " |Kenavigasian 1 o o - 0 o 10.300.629.300 o #DIVIO! cegiatan Kupang
Pelabuhan Raina
7 Perbangunan Ramb Pesbuhan [ Tngkat Keandaian Percepatan pelaksanzan Distrik Navigasi Kelas I
Puly Padar dan Pombangunan | Kenavgasien 1 o 0 - 0 3 1.991399.850 o #DVO! cgiatan Kupang
Rambi: Peizbuhan Pt Rin
SP.4 | Meningkatnya IKP7 |Rasio Kapal yang Rasio | 09 [Venunick Dir KAPPEL uniuk melakuran
Bahan hal-hal sebagai berikut:
dan Bakar Rendah Sulfur 1. [Penerbitan Sertfikat Pencegahan | Jumlah Penerbitan Sertfikat Subit Pencegahan
penanggulangan (Maksimal 0,5 mim) Pencemaran (1 Tahun) Pencegahan Pencemaran (1 Pencemaran dan
pencamaran laut e . o setanoran Diskukan Tepat Wak Telahsesuai dengan Terget | Manajemen Keselamatan
2 : . ) : elaporan Dikukan Tepat Woldtu yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
2. | Memonttor Pelaporan Konsumsi | Jumiah Pelaporan Konsumsi Subdit Pencegahan
Bahan Bakar Kapal melalui Data | Bahan Bakar Kapal melalui Pencemaran dan
Coliecting System (DCS) Data Collecting System (DCS) 2 1| 100 . . N . 100 pelaporan Diakukan Tepat Waktu Telsh sesual dengan Terget | Manajemen Keselamatan
vang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
[&P8 | Per % 100 [Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-
Keberhasilan . |Latihan Bersama Penanggulangan | Jurah Kegiatan Latian ) ) o .
Penanggulang Tumpahan Minyak i Laut Bersama Penanggulangan
Kejadian Pencemaran (MARPOLEX NATIONAL 2022) | Tumpahan Minyak di Laut 1 kegiatan 1 1.800.000.000 BN AGUSTUS sowv
Laut oleh Kegiatan (MARPOLEX NATIONAL
Kapal di Pelabunan 20951
2. |Penanganan Tanggap Darurat | Jumlah Lokasi Kegiatan o o o
Musibah di Laut Penanganan Tanggap Darurat 5 lokasi 1 108.800.000 SEPANJANGTAHUN  [SD IV
Musihah di | 2t




MONITORING RENCANA AKS| ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : TAHUN : 2023
Torget Target Bulan September Realisasi Bulan September % Capaian Bulan _ September
Sasaran
NO | o ooramy Kegiatan Indikator Kinerja i (| Kegiatan fia Kogiatan Keglatan e I e — Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Penanggung jawab.
Volume Voluma o Volume Volume % %
Iy 21 @) 4 5 6) m 81 o 12 31 14\ 15 1861 an "8 [Ty
SP. KPT Rasio | 094 |Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal
Konektivitas Transportasi Laut hal sebagai berikut
ransportasi Laut Nasional 1" [Layanan angkutan rede Jumlah kapal rede yang 76 layanan 76 [ 100 33.000000000 | 73.0% 6 19.874.083.517.00 100 w52 Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
wanan heronerasi Dalam Neaer
2 |Layanan angkutan laut perintis | Jumlah trayek angkutan faut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdit Angkutan Laut
priortas nasional (PEN) (44 perintis (PEN) Dalam Negeri
layanan 44 layanan 44 | 100 |  451877.848506 | 73.0% 44 229.720.567.283,00 100 38%
3| Cayanan angkutan laut perintis | Jumiah trayek angkutan faut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut | Subdit Angkutan Laut
prioritas nasiona perints priorias nasional 73 layanan 73 |100 | 601594032303 | 730% 73 514.407.232.145 100 64% Dalam Negeri
(72 vanan
4 [Layanan angkutan tol Taut prioitas | Jurmiah trayek tol laut Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjul | Subdil Angkutan Laut
nasional 39 layanan 39 | 100 471408871500 | 730% 39 47665753472 100 1% Khusus dan Usaha Jasa
(35layanan) Terkait
5| Layanan angkutan termak prioritas | Jumiah trayek angkutan tornak Dalam pelaksanaan Koordinasi fanjut | Subdit Angkutan Laut
] Dalam N
@ ayanan) Slayanen 6 10|  4ssessanar | 70% s a4.108.851.382 100 s lam Neger
TKP2 |Persentase Pencapaian | % 27| Menunjuk Dir. LALA untuk melakukan hal-|
Trayek Pelayaran yang hal sebagai berkut
Membentuk Loy Rekapitulasi laporan pencapaian | Jumiah laporan kegiatan rayek B B ‘Subdit Angkutan Laut
Socara Teratur rayek pelayaran yang membentuk |t laut pelayaran yan Dalam Negeri
o0p secara terat membentuk loop secara teratur 12 laporan 1 | 100 - 1 0 100 0%
SP2 |Meningkainya [ IKP3 | Persentase On Time % | 84,00 |Menunjuk Dir. Kepelabuhanan untuk
kinerja pelayanan Yorformance pada melakukan hal-hal sebaga berikut
ransportasi laut e
1. [Evaluasi Standar Kinerfa Pelayanan | Jumiah Kegiatan Evaluasi Masin dalam pelaksanaan kegiatan akan diaksanakan pada
Operasional Standar Kinerja Pelayanan 1 kegiatan 19 |wnn 500000000 | 100% 1 48.730.000 100 o75 Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan bulan Februari, Apri, Juni
Operasional Operasional dan Desember 2023
| Btk Standar Kinei Oporasnal | Jurian ogian Bk Masih dalam proses persiapan akan diaksanakan pada
Pelabuha Standar Kinerja Operasional 1 kegiatan o | o - 0 0 0 o 0 pelaksanaan keiatan Bk Sindar |buln Juni 2023
Palabuhan o I Pelabuhar
3. |Rekapituiasi laporan capaian Jumlah Kegiatan Rekapitulasi Vot ol paaksanasn kegiian Giaksanakan setiap bulan
i . . s B 00 N Rekapiulasi laporan capaian standar
operasional pelabuhan pelayanan operasional 1 kegiatan ! 0 kinerja pelayanan operasional pelabuhan
pelabuhan melalui aplikasi melalul aplikasi SIRAN
P KP4 /10000 | 0,97 |Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan har-
Keselamatan dan Kecelakaan Pelayaran hal sebagai berikut:
eamanan Transportasi Laut 1. Asistensi, Moritoring dan Evaluasi | Jumiah Kegiatan Asistensi, 5 lokasi O 67.662.000 3 5036820 100 % SEPANIANG TARUN  [SD 3
ransportas laut Pemeriksaan Kecelakaan Kapal | Monitoring dan Evaluasi
Pemeriksaan Kecelakaan
Kanal
2. | Monitoring terkait permasalanan | Jumlah Kegiatan Monitoring 5 lokasi 5 75,000,000 o o o REVIS!
Surat Perselujuan Berlayar terkait permasalahan S so3
3. | Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Jumlah Kegiatan Monitoring 86,400,000 5 71281799 7 B SEPANJANG TAHUN
Pejaat Pemeriksa Kelaiklautan dan | dan Evaluasi Kinerja Pejabat
Keamanan Kapal Asing (PSCO) | Pemeriksa Kelailautan dan 5 lokasi 7 sD3
Keamanan Kapal Asing
(Psco)
[ SostalsasiKesaamatan pelayaran | Jumlah Kogiatan Sosaleast 0 lokasi 0 1134.560.000 s 932044179 0 ) FEB-NOV 05
vasaiamatan nelaver
5| Pembangunan Kapal Patrol Jamian Kapal Paro Tunt 7 105.797.603.000 3 o B 006 | UNIT (2 KAPAL KELAS 3, 5 KAPAL KELAS 1Y) JANDES 05
6 |Pengadaan AIS (Monitoring System | Jumiah Peralatan AIS 4.698.000.000 o o - ‘AGUSTUS-DES. 05
o IMoniterinn Svster Kanai) 1 paket 1
KPS |Rasio Penurunan L I e
Gangguan Keamanan | Pelayaran hal sebagai berik
Transportasi Laut
- [Feninikatan keerampin ISPS | Jumieh Kegiatan Peninghetan Mesh delam pelaksanan fogisan akan dilaksanakan pada
keteramnilan ISPS CODE 1 kegiatan % | 500.000.000 | 100% ! 0 100 ° Evaluasi Standr hulan Fehriar Anril_iuni
7 [ Ponguiahan Ao P Gode i KeiotanPergiaian 1 kegiaton o o 350,000,000 | 100% ] 5660000 100 oo [lambetan k10 i s sy st e
3. | Fourth Venfication ISPS Code Jumiah Lokas Kegtan Fou " ogiatn T o o p o 00 o Masihdalam polaksanasn kelaten dilaksanakan setiap bulan
4. [Pengadaan, perizinan dan distibusi | Jumlah Pengadazn, perizinan T paket T o 0 o | 49 PUCUKLARAS PING, 6 PUCUK JUNI-DES
seniata api lainnva dan distribusi seniata api 3.982:250.000 PISTOL sos
1KP6 | Tingkat Kehandalan % | 97.75 [Menunjuk Dir. Kenavigasian untuk
Kenavigasian melakukan hal-hal sebagai berikut
ar Tanjun Progres sudah diatas target | Distrik Navigasi Kolas I
Ligeta dan Remaoemem Rambu " |Kenavigasian 1 o o 12000000000 [ 0 o 12599.529.250 o 105,00 Kupang
Pelabuhan Raina
7 Perbangunan Ramb Pesbuhan [ Tngkat Keandaian Percepatan pelaksanzan Distrik Navigasi Kelas I
Puly Padar dan Pombangunan | Kenavgasien 1 o o 4000000000 [ o o 3.807.454.850 o 95,19 cgiatan Kupang
Rambi: Peizbuhan Pt Rin
SP.4 | Meningkatnya IKP7 |Rasio Kapal yang Rasio | 09 [Venunick Dir KAPPEL uniuk melakuran
Bahan hal-hal sebagai berikut:
dan Bakar Rendah Sulfur 1. [Penerbitan Sertfikat Pencegahan | Jumlah Penerbitan Sertfikat Subit Pencegahan
penanggulangan (Maksimal 0,5 mim) Pencemaran (1 Tahun) Pencegahan Pencemaran (1 Pencemaran dan
pencemaran laut Telah sesuai dengan Terget | Manajemen Keselamatan
1| - - 1 - 1 - Pelaporan Diakukan Tepat Wak
2 0 0 elaporan Dikukan Tepat Woldtu yang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
2. | Memonttor Pelaporan Konsumsi | Jumiah Pelaporan Konsumsi Subdit Pencegahan
Bahan Bakar Kapal melalui Data | Bahan Bakar Kapal melalui Pencemaran dan
Coliecting System (DCS) Data Collecting System (DCS) 2 1| 100 . . N . 100 pelaporan Diakukan Tepat Waktu Telsh sesual dengan Terget | Manajemen Keselamatan
vang Ditetapkan Kapal dan Perlindungan
Lingkungan di Perairan
[&P8 | Per % 100 [Menunjuk Dir. KPLP untuk melakukan hal-
Keberhasilan . |Latihan Bersama Penanggulangan | Jurah Kegiatan Latian ) ) o .
Penanggulang Tumpahan Minyak i Lau Bersama Penanggulangan
Kejadian Pencemaran (MARPOLEX NATIONAL 2022) | Tumpahan Minyak di Laut 1 kegiatan 1 1.800.000.000 bin oktober sowv
Lautoleh Kegiatan (MARPOLEX NATIONAL
Kapal di Pelabunan 20951
2. |Penanganan Tanggap Darurat | Jumlah Lokasi Kegiatan o o o
Musibah di Laut Penanganan Tanggap Darurat 5 lokasi 1 105.760.000 SEPANJANGTAHUN  [SD IV
Musihah di | 2t




MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BULAN : Oktober TAHUN : 2023
. Target Target Bulan Oktober Realisasi Bulan Oktober %Capaian Bulan  Oktober
asaran n . i - nan
NO | program Kegiatan A Satuan | daam s Bl e Kegiatan Target Kinerja Target Anggaran Realisasi Kineria | Realisasi Anggaran |  Capaian Kinerja | _ Capaian Anggaran Evaluast (R e (T D
Volume | % Volume % Volume Volume % %
oy o G) ) I (6] m ) [N T an a2 3 4 s i) ) am o
EX] IKPT |Rasio Konekiitas Rasio | 0,94 |Menunjuk Dir. LALA uniuk melakukan hal
Konektivitas. Transportasi Laut hal sebagai berikut;
Tranacoten Lout Nesione 1 [Leyenan enghaian rede Jumiah el rode yarp 6 tayanan 6 |10 | ssseoseect | sao% s 27.182.115:235.00 100 s1a% Dalam paaksanaan Koonasilanut | S Angiatan Lt
Layanan angkutan laut perintis
2 |prioritas nasional (PEN) (44 Jumlah trayek angkutan laut 44 layanan a4 | 100 540.446.362.500 | 833% a4 356,504 930626 100 55% Dalam pelaksanaan Koordinasi lanjut Subdit Angkutan Laut
Tayanan) perintis (PEN) Dalam Negeri
Layanan angkutan faut perintis
3 | prioritas nasional Jumiah trayek angkutan laut 73 layanan 73 |